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Babi
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

eformasi birokrasi harus mampu menjawab tantangan kedepan,

di mana diera globalisasi dituntut setiap pelaku-pelaku birokarasi
harus mampu dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas dan
tanggungjawab yang diembannya. )

Birokrasi harus memiliki kompetensi, sesuai tugas pokok dan fungsinya
yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga fentang perencanaan
dan penganggaran daerah sebagai kunci dari sebuah proses yang
harus dijalani oleh bircktasi di dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Keterlibatann masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan
penganggaran sudah merupakan hal yang mutlakyangjarusdilaksanakan,
keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan dan penganggaran
Daerah merupakan pencerminan dari penyelenggaraan pemerintahan
yang semakin terbuka dan transparan. Terlibatnya masyarakat dalam
proses perencanaan akan membantu pemerintah dalam memperoleh
informasi dan gagasan yang lebih baik serta sesuai dengan kepentingan
masyarakat yang juga merupakan kepentingan pemerintah. Pemahaman
konsep perencanaan dan penganggaran juga mendorong meningkatnya
kemampuan aparatur dalam menjalankan upaya pelayanan masyarakat
yang lebih baik.

1.2 Tinjauvan Unum

Setelah mempelajari modul bahan ajar ini dibarapkan peseria didik
dapat mengerti dan memahami tentang konsep, dasar hukum, aplikasi,
danaspek teknis berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran
daerah. Pesertajuga memahami keterkaitan proses perencanaan dan
penyusunan anggararl sebagai satu kesatuan yang utuh.

.Q“O‘C‘..".Qf’...‘.‘.Q‘OQ“O’O.-‘000‘.‘.00000.."".....‘00“ O 1
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1.3 Tinjauan Khusus
1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

2. Kerangka regulasi perencanaan dan penganggaran Daerah.

3. Yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dan penganggaran
daerah.

Konsep Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mengapa Mempelajari Teori Perencanaan.
Mengapa Perencanaan Diperlukan.

Mengapa Perencanaan Gagal.

Nk

Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah,

1.4 Kegiatan Belajar

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH
A. GAMBARAN UMUM

Pada proses penyusunan perencanaan di mana masyarakat selalu
dilibatkan, halini dikarenakan masyarakatsebagaiyang memilikikepentingan
dalam pembangunan. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat memberikan
informasi dan ide-ide serta gagasan sesuai dengan kepentingannya dan
juga merupakan kepentingan pemerintah. Pemberian kewenangan kepada
pemerintah daerah tentunya harus diiringl dengan pemahaman yang sama
mengenai sejumlah aturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan anggaran
Negara yang transparan dan bertanggung jawab. Upaya pemerintah daerah
untuk dapat memberikan pemahaman terkait proses perencanaan, adalah
dengan meningkatkan kualitas aparatur pemerintah yang akan mampu
menyelesaikan berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya
sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat di dalam memberikan pelaranan
yang terbaik Untuk tercapainya peningkatan kemampuan. aparatur
pemerintah daerah diperlukan kerja keras dari semua pihak, khususnya
pemerintah daerah dan jajarannya.

a. Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan,
seiring adanya perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi serta
tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Dinamisnya hubungan
keuangan Pusat dan Daerah juga mempengaruhi sistim pengelolaan
keuangan daerah.




Cergncanaan dan Ponganggaran Dacrah

b. Penerapandesentralisasifiscal, tindaklanjut pemberiankewenangan
dari pemerintah kepada pemerintah daerah, menuntut pemerintah
daerah harus lebih konsisten di dalam menggali potensi-potensi
sumber-sumber pendapatan daerah, agar pemerintah daerahdengan
adanya desentralisasi fiskal, dapat lebih leluasa melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat daerah guna terwujudnya kesejahteraan
masyarakat yang diidamkan oleh semua pihak .

Untukmenjagakerangkaekonomidaerahdanmeniaminkeberlangsungan
hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan daerah, secara umum
pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama di dalam menstabilkan
perekonomian, yaitu: :

1. Fungsi alokasi

Fungsi alokasi merupakan bentuk campur tangan pemerintah
daerah dalam bentuk, bagaimana pemerintah dacrah dapat
menyediakan dan memenuhikebutuhan barang publik atau
dalam bentuk kebijakan penggunaan scluruh sumber daya untuk
digunakan memproduksi barang swasta dan barang publik.

2. Fungsi distribusi

Fungsi distribusi merupakan upaya untuk memanfaatan sumber-
sumberpotensi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial
antar pendapatan masyarakat.

Peranan lainnya adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau
kekayaan. Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya
kepemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran
faktor produksi, dan akses seseorang untuk memperoleh pendapatan.
Kebijakan ekonomi ini dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut
daapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan pendapatan dari
kelompok masyarak miskin. Pemerintah dapat mempengaruhi
distribusi pendapatan secara langsung dengan pajak yang progresif,
dengan memberikan beban pajak yang lebih besar bagi oraﬁg kaya
dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan transfer

payment atau subsidii bagi golongan miskin.
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Fungsi stabilisasi

Pada fungsi stabilisasi, digunakan untuk meredam goncangan
ekonomi seperti inflasi dan pengangguran baik pada jangka pendek
maupun jangka panjang.

Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementeri

Keuangan 2013

KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DEFINISI PERENCANAAN

Perencanaan menurut pakar keilmuan:

1.

Menurut Conyers dan Hills [1984), perencanaan didefinisikan
sebagai proses yang kontinyu, terdiri dari keputusan atau pilihan
dari berbagal cara untuk menggunakan sumber daya yang
ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa
mendatang.

Menurut Todaro (2000) dari sudut pandang ekonomi perencanaan
ekonomi memandang perencanaan adalah upaya pemerintah secara
sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi
dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam
beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai
variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan
yang telah ditentukan sebelumnya. Pada konteks perencanaan
daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan visi,
misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat
dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang
dimiliki secara efisien dan efektif serta mempertimbangkan aspek
keberlanjutan dari ketersedian sumber daya tersebut.

Menurut Dale (2004), fokus dalam Teori Perencanaan terbagi dua,
yaitu focus ke substansi dan focus ke proses. Ciri-ciri fokus ke
substansi adalah object-centered, substantive, technical. Misalnya
perencanaan ekonomi, perencanaan spasial, perencanaan sektor
pertanian, perencanaan sosial dan sebagainya. Karakteristik focus
ke proses adalah prosedural, decision-centered, process-oriented,
institution-centered.
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2. FLEMEN PERENCANAAN

Merencanakan berarti memilih. Dalam hal ini memilih berbagai
alternative tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik. Selain itu, memilih
cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.
Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya, yaitu sumber
daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Sumber daya yang terbatas
menyebabkan perlunya dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik
mungkin, Konsekuensinya adalah pengumpulan dan analisis data serta
informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat
penting. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Dalam
hal ini, perencanaan membutuhkan sumber daya, dokumen perencanaan,
organisasi, anggaran dan sebagainya.

Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasinya
adalah perencanaan menjadi sangat berkaitan dengan proyeksi/prediksi,
penjadwalan kegiatan, monitoring, dan evaluasi.

3. PLANNING VERSUS PLANNERS

Planning dan planners memiliki pengertian berbeda, namun banyak
kesalah pahaman yang terjadi di masyarakat Berikut beberapa contoh
pemahaman yang kurang tepat terkait planning dan planners. Anggapan yang
kurang tepat jika planning diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan oleh
kelompok tertentu yang disebut sebagai “planners’, dengan perkataan lain
diluar perencana, tidak ada yang melakukan perencanaan. Jadi jika tidak ada
perencana maka tidak ada perencanaan.

Pemahaman yang lebih tepat adalah perencanaan dapat dilakukan oleh
siapa saja, baik kumpulan perorangan maupun organisasi. Dengan demikian
di dunia ini penuh dengan perencana.

Sementara itu, professional planner adalah perencana yang- baik karena
pekerjaan maupun pendidikannya- mempunyai tugas tertentu untuk ikut
serta dalam proses perencanaan. Selain itu, anggapan yang kurang tepat
terhadap planning adalah suatu proses untuk menghasilkan rencana, dalam
artian dokumen secara fisik yang berisi kumpulan temuan-temuan, usulan-
usulan dan rekomendasi yang diperoleh dari proses perencanaan. Produk dari
perencanaan harus berbentuk dokumen rencana. Seharusnya pemahaman
yang lebih tepat adalah pembuatan dokumen rencana bukanlah tujuan
dari perencanaan. Tujuan utama dari perencanaan adalah untuk mencapai
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tujuan tertentu yang diidentifikasikan sebelum pelaksanaan dimulai. Dengan
demikian rencana adalahalat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai.
Produk dari perencanaan, bisaberupa dokumen rencana, diagram organisasi,
anggaran tahunan atau penentuan tugas yang tepat untuk orang-orang sesuaij
dengan bidangnya.

C. MENGAPA MEMPELAJARI TEORI PERENCANAAN

Perencana menghadapi berbagai kompleksitas data dan permasalahan.
Untuk mengatasai permasalahan tersebut, perlu dipelajari teori
perencanaan yang dapat memberi dasar pemahaman tentang data apa yang
perlu dikumpulkan, bagaimana kita mengelolanya, dan bagaimana kita
menggunakannya untuk mengambil suatu keputusan. Teori perencanaan
juga mampu menjawab nilai dan pertanyaan yang sering ditanyakan kepada
perencana, yaitu;

1. What: apa yang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan?

Perencaan tentang apa, sebutkan tujuan dari perencanaan tersebut,
apa saja objek, sasaran, hasil akhir yang ingin dicapai dan sebatas
mana ruang lingkup yang akan direncanakan.

2. Why: mengapa perencaan perlu dilakukan oleh suatu lembaga?
Apayang terjadi jika tidak ada perencanaan? Mengapa perencanaan
yang selama ini kurang berhasil sehingga diperlukan perencanaan
lanjutan. Mengapa perlu dibuat berdasarkan periode waktu tertentu.

3. Who: siapa saja pelaku yang terlibat dalam kegiatan perencanaan,
apakah mereka yang terlibat sudah sesuai dengan jenis
perencanaanyang akan dilakukan?

4. For whom: untuk siapa sebenarnya perencanaan ini dibuat, siapa
sajamereka yang akan mendapatkan manfaat dari perencanan ini.

5. How: bagaimana kita mencapai tujuan tersebut? Bagaimana
proses perencanaan dijalankan. Apakah perencanaan sudah
mempertimbangkan rasionalitas dan relevansi dengan tujuan.
Atau kebutuhan? Dan bagaimana perencanaan bisa menjawah
permasalahan yang dimiliki oleh organisasi. Bagaimana perilaku/
ekspektasi yang rasional/pragmatis dalam melakukan perencanaan.
Bagaimana menggunakan data dan informasi sebagai bahan
perencanaan. :

6 0004000000000....0600...‘0!.'0000.0".009000..'QO’..“OO...#OO‘-"’
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D. MENGAPA PERENCANAAN DIPERLUKAN

Menurut Todaro (2009), perencanaan diperlukan karena adanya empat
' (4] hal, yaitu kegagalan pasar, mobilisasi dan alokasi sumber daya, dampak
psikologis dan dampak terhadap sikap/pendirian, serta bantuan luar negeri.

Untuk mengatasi kegagalan pasar, maka diperlukan perencanaan yang
mencakup adanya eksternalitas, penyediaan barang publik murni, monopoli,
dan lainnya. Liberaslisasi perdangangan terbukti melahirkan pasar yang
tidak sehat dan menimbulkan ketidak adilan. Munculnya pasar monopoli
dan oligopeli menyebabkan tidak meratanya penguasaaan sumber daya yang
dapat menyebabkan pengaturan harga. Jika terjadi pada barang kebutuhan
pokok maka dampaknya akan langsung diterima oleh sebagaiah besar
penduduk

Perencanaan berkaitan dengan penguasaan dan moblilisasi sumber
daya sehingga negara diperlukan perannya untuk mengatur pasar. Dalam
mobilisasi dan alokasi sumber daya, perlu dibuat perencanaan yang baik
karena adanya keterbatasan sumber daya, maka sumber daya seperti
tenaga kerja, sumber daya alam, dan kapital sebaiknya tidak digunakan
untuk kegiatan yang tidakproduktif atau bersifat coba-coba. Selain itu,
proyek/investasi harus ditentukansecara cermat, dikaitkan dengan tujuan
perencanaan secara keseluruhan. Dalam hal dampak psikologis terhadap
sikap/perilaku, pernyataan tentang tujuan pembangunan ekonomi dan
sosial seringkali mempunyai dampak psikologis danditerima secara berbeda
antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lain.
Agar tujuan pembangunan lebih mudah tercapai, maka diperlukan dukungan
dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari kelompok/kelas/sukubangsa/
agama yang berbeda.

Perencanaan juga diperlukan untuk mengantisipasi perubahan
sosial ekonomi yang diakibatkan oleh perubahan ekonomi makre dan
juga perubahan sosial. Perubahan ekonomi sendiri juga dipengaruhi oleh
ekspektasi masyarakat. Kekuatiran individu pada jangka panjang, pola
konsumsi individu jangka pendek dan jangka panjang dipengaruhi dan
mempengaruhi variabel- variabel ekonomi.

Pola perubahan inilah yang menjadi dasar pertimbangan képutusén

ekonomi pada jangka waktu tertentu. Salah satu contch adalah perubahan
nilai tukar yang terjadi setiap saat karena menggunakan kurs fleksibel.
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E. MENGAPA PERENCANAAN GAGAL

Menurut Todaro (2009), faktor yang mempengaruhi suatu perencanaan
- adalah gap antara teori dengan kenyataan misalnya dalam hal market
failure {divergensi antara nilai privat dan sosial, mobilisasi sumber daya dl)
versusgouvernent failure (kebijakan pemerintah justru lebih mendorong
divergensiyangada). Halini berkaitan dengan kapasitas administrasi, political
wifl dan implementasi rencana. Penyebab kegagalan perencanaan dapat
dilihat daribeberapa perspektif. Menurut Killick (1976) beberapa penyebab
perencanaan gagal, yaitu deficiencies in the plans, inadequate resources atau
ketidakcukupan dan reliabilitas data, adanya gangguan ekonomi yang tidak
terantisipasi (unanticipated economic disturbances) baik eksternal maupun
internal, kelemahan kelembagaan, lack of political will. Selain itu Griffin
menyatakan bahwa gagalnya perencanaan disebabkan tiga hal.

« Pertama adanya konflik antar tujuan (goa! conflicts) menyebabkan
timbulnya trade-off antara kebijakan. Misalnya inflasi dengan
pengangguran (stagflasi), atau pemerataan dengan pertumbuhan.

»  Kedua, masalah pengukuran di mana waktu antara kejadian dan
ketersediaan data yang tidak sesuai dapat menyebabkan validitas
peramalan serta model makro serta asumsi yang dipilih kurang tepat.

» Ketiga, masalah desain di mana kebijakan yang diambil; respons
masyarakat; dan teori yang digunakan dapat menentukan apakah
perencanaan tersebut gagal atau tidak. Sedangkan keempat,
ditentukan time Ilag; pertimbangan politik versus ekonomi; dan
adanya .moral hazard. Oleh sebabdalam praktek perencanaan di
daerah prioritas pembangunan yang dibangundari visi kepada
daerah sangatlah penting juga mempertimbangkan tuntutan

F. MEKANISME PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan
oleh unsure penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan
daerah. -SistemPerencanaan Pembangunan Nasional ini ditetapkan dalam
Undang?-Undang Nomor 25 tahun 2004,
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Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2005, bahwa tujuan sistem
perencanaan pembangunan nasional adalah:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku
2. Menjamin integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Mengoptimalkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, adil dan
berkelanjutan.

Secara umum harapan dari ditetapkannya SPPN adalah pertama adalah
membakukan fungsi perencanaan secara resmi dalam proses perencanaan
pembangunan agar terdapat kepastian hukum atas fungsi perencanaan yang
dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Kedua, penetapan kepastian hukum
pendekatan perencanaan baik secara politis, teknokratis, partisipatif, top
down maupun battom up. Ketiga, penetapan siklustahapan perencanaan mulai
dari penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan
rencanadan evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat, Penetapan Mekanisme
perencanaan pembangunan mulai dari penyusunan RPJPN, RPJMN, RKP dan
Renstra K/L hingga ke penyusunan RP}PD, RPJMD, RKPD dan Renstra SKPD.

2. DOXUMEN PERENCANAAN

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan
dalamsistem perencanaan pembangunan nasional.

2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah
daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan
(stakeholders) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-
masing.

3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata
ruang dengan rencana pembangunan daerah.
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4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan
kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai
dinamika perkembangan daerah, nasional dan global.

5. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan,
responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kemudian disusun suatu
perencanaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan.
Ada lima dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk perwde
20 {dua puluh) tahun,

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 5 (lima} tahun.

3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra- SKPD adalah dokumen perencanaan
SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

[#5}

Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-
SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah berdasarkan pasal 40 PP No.
8/2008 adalah sebagai berikut:

1. Sistematika RPJPD paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
Pendahuluan

Gambaran umum kondisi daerah

Analisis isu-isu strategis;

Visi dan misi daerah

Arah kebijakan; dan

Kaidah pelaksanaan.

e An TN

2. Sistematika RPJMD paling tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Pendahuluan
b. Gambaran umum kondisi daerah
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Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka
pendanaan

Analisis isu-isu strategis;

Visi, misi, tujuan dan sasaran

Strategi dan arah kebijakan

Kebijakan umum dan program Pemb. daerah

Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan
pendanaan

Penetapan indikator kinerja daerah
Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah paling tidak mencakup:

a.

b.

<.

d.

e.

Pendahuluan
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun laluy;

Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka
pendanaan;

Prioritas dan sasaran pembangunan; dan

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Sistematika Rencana Strategis Daerah paling tidak mencakﬁp:

Pendahuluan

Gambaran pelayanan SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Visi, Misi, Strategi dan tujuan sasaran, strategi dan kebijakan
Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pedanaan indikatif 7

Indikator kinerja Utama SKPD yang mengacu pada tujuan dan
sasaran SKPD.

Sistematika Rencana Kerja Daerah fnencakup hal-hal sebagai

berikut:

a. Pendahuluan

b. Evaluasi pelaksaaan Renja SKPD tahun lalu

¢. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan

d. Indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan

pencapaian Renstra SKPD
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e. Dana Indikatif beserta sumber daya serta prakiraan maju
berdasarkan pagu indikatif

f.  Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan
kegiatan

g. penutup

Antara dokumen-dokumen perencanaan tersebut harus saling terkait,
di mana dokumen yang lebih teknis {(jangka pendek) mengikuti atau
memperhatikan dokumen yang lebih bersifat strategis (jangka panjang).

Sumber: Undang-Undang 2 Tahun 2004, dan Peraturan
Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 serta Permendagri 54
tahun 2010 tentang Penyu;.sunan RPJPD, RPIMD dan
RENSTRADA serta REMNJA Daerah.

Dokumen daerah harus memperhatikan dckumen tingkat nasional.
Dokumen-dokumen perencanaan tersebut umumnya disusun berdasarkan
tahapan sebagai berikut:

1.

S e

Tahap Penyusunan Rencana, yaitu: Menyusun rancangan rencana
pembangunan nasional/daerah (RPJP, RPIM, RENSTRA, RENJA)
melalul beberapa proses perencanaan.

Penetapan Rencana, yaitu:

RPJP Nasional dengan UU dan RPJP Daerah dengan Perda
RPJM dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah
RKR/RKPD dengan peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian  Pelaksanaan Rencana, yaitu  melakukan
pengendalianterhadap pelaksanaan rencana tersebut.

Evaluasi Kinerja, yaitu melakukan evaluasi pada pelaksanaan
rencanapada periode tertentu dan diakhir periode.

Dalam tahap penyusunan rencana (formulasi), proses penyusunannya
pada dasarnya melalui beberapa proses sebagai berikut:

1.

12

Proses Politik:

Pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah menghasilkan
rencana pembangunan hasil proses politik, hususnya penjabaran
visi dan misi dalam RPJM.

Proses Teknokratik:

Perencanaan yang dilakukan cleh perencana profesional atau
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lembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan
perencanaan. '

3. Proses Partisipatif:

Perencanaan yang melibatkan masyarakat (stakeholders), antara
lain melalui pelaksanaan Musrenbang.

4, Proses Bottom up dan Top Down:

Perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah atau dari
bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan.

Perencanaan yang sinergis dan harmonis dapat diperoleh melalui proses
penyusunan bertahap dan sistematik sebagat berikut:

1. Pendekatan politik

Pendekatan politik dalam perencananan terkait dengan upaya
memenuhi janji-janji pelitik pemimpin yang dipilih secara langsung
oleh rakyat baik presiden maupun para gubernur, para bupati
dan para walikota. Hal ini harus dilakukan sebab sudah menjadi
kewajiban pemimpin terpilih untuk menjalankan janji-janjinya
dalam kampanye yang dilakukan, di mana rakyat memilih mereka
karena visi, misi dan janji yang mereka sampaikan kepada warga
pemilih, Untuk memenuhi janji-janji sesuai dengan kebutuhan rakyat
itu, maka proses perencanaan dan penetapan program-program '
nembangunan harus sesuai dengan janji-janji politik mereka. Bila
tidak, Presiden/Kepala Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan
kritikan oleh pemilihnya, dan bahkan dapat dinilai membohongi
rakyat, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat
terhadap pimpinan pemerintahan itu. Oleh karena itu, perencanaan
daerah harus didasarkan pada program-program pembangunan
yang ditawarkan sesuai dengan janji-janji dan agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat
kampanye, baik itu rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
visi jangka panjang maupun program tahunan.

2. Pendekatan teknokratik

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja
yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
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3. Pendekatan partisipatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan (stakehoiders) terhadap pembangunan.
Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan informasi mengenai
kebutuhan riil masyarakat serta menerima aspirasi rakyat, guna
mencipatakan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan
dan mengurangi resistensi rakyat atas pelaksanaan program yang
ditetapkan secara bersama. '

Pendekatan atas-bawah (top-down} dan bawah-atas (bottom-up)

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Tahapan penyusunan perencanaan pembangunan daerah menurut PP No.
8 Tahun 2008 secara umum terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu penyusunan
rancangan awal, pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang), perumusan akhir, dan penetapan rencana.

Penyusunan RP]PD dilakukan melalui urutan:

1.

Penyusunan rancangan awal:

Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD dengan meminta
masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan;

Pelaksanaan Musrenbang:

Diselenggarakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku
kepentingan untuk membahas rancangan awal RPJPD. Pelaksanaan
Musrenbangditetapkan oleh'Kepala Daerahdandilaksanakandengan
rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan
rancangan awal RE[PD.

Perumusan rancangan akhir:

Dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang dan paling lama 1 (satu)
tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan. Rancangan
akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang RPJPD paling lama 6 (enam)
bulan sebelum berakhirnya RP}PD yang sedang berjalan.
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Penetapan:

DPRD bersama Kepala Daerah membahas Raperda tentang RPJPD.
RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi
dengan Menteri. Gubernur me nyampaikan Peraturan Daerah (Perda)
tentang RPJPD Provinsi paling lama 1 (satu) bulan kepada Menteri
dan Bupati/walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang
RPJPD Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur
dengan tembusan kepada Menteri.

1.5 Latihan

1.

Moo e

10.

Jelaskan dengan terinci tentang perencanaan secara umum dan
khusus.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan
daerah.

Bagaimana hubungan perencanaan daerah dengan pembangunan
daerah.

Mengapa perencanaan pembangunan daerah diperlukan.

Mengapa perencanaan pembangunan daerah bisa gagal.

Apakah yang dimaksud Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Jelaskan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi apa-
apa saja.

Jelaskan hubungan RPJPD dan RPJMD serta RENSTRA Daerah dan
RKPD.

Sebutkan peraturan-peraturan terkait depgan Perencanaan
Pembangunan Daerah?

Jelaskan pentingnya naskah akademis dalam penyususun RPJMD.
Apa yang dimaksud dengan proses politik, proses teknokratik, dan
proses partisipatif.

1.6 Rangkuman

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, disusun
berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN).
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1. Elemen Perencanaan

Dalam hal ini memilih berbagai alternative tujuan agar tercapai
kondisi yang lebih baik. Selain itu, memilih cara/kegiatan untuk
mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut,

Dalam menyusun perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan
sumber daya, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan
modal. Sumber daya yang terbatas menyebabkan perlunya dilakukan
pengalokasian sumber daya sebaik mungkin.

2. Mengapa Mempelajari Teori Perencanaan

Teori perencanaan menghadapi berbagai kompleksitas data dan
permasalahan. Teori perencanaan harus mampu menjawab nilai dan
pertanyaan sebagai berikut:

d.

What: apa yang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan?

Perencaan tentang apa, sebutkan tujuan dari perencanaan
tersebut, apa saja objek, sasaran, hasil akhir yang ingin dicapai
dan sebatasmana ruang lingkup yang akan direncanakan.

Why: mengapa perencaan perlu dilakukan oleh suatu lembaga?
Apayang terjadi jika tidak ada perencanaan?

Mengapa perencanaan yang selama ini kurang berhasil
schingga diperlukan perencanaan lanjutan. Mengapa perlu
dibuat berdasarkan periode waktu tertentu.

Who: siapa saja pelaku yang terlibat dalam kegiatan
perencanaan, apakah mereka yang terlibat sudzah sesuai dengan
Jenis perencanaan yang akan dilakukan? '

For whom: untuk siapa sebenarnya perencanaan ini dibuat, siapa

saja mereka yang akan mendapatkan manfaat dari perencanan
ini.

- How: bagaimana kita mencapai tujuan tersebut? Bagaimana

proses perencanaan dijalankan. Apakah perencanaan sudah
mempertimbangkan rasionalitas dan relevansi dengan tujuan,
Atau kebutuhan? Dan bagaimana perencanaan bisa menjawab
permasalahan yang dimiliki oleh organisasi,

Bagaimana perilaku/ekspektasi yang rasional/pragmatis dalam
melakukan perencanaan. Bagaimana mengunakan data dan
informasi sebagaia bahan perencanaan.
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3. Mengapa Perencanaan Gagal

Faktor yang mempengaruhi perencanaan adalah gap antara teori
dan kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan (Todaro, 2009).
Menurut Killick (1976) beberapa penyebab perencanaan gagal, yaitu
deficienciesinthe plans,inadequate resourcesatauketidakcukupandan
reliabilitas data, adanya gangguan ekonomi yang tidak terantisipasi
(unanticipated economic disturbances. Menurut Griffin menyatakan
bahwa gagalnya perencanaan disebabkan hal- hal berikut.

a. Pertama, adanya konflik antar tujuan (goal conflicts)
menyebabkan timbuinya trede-off antara kebijakan. Misalnya
inflasi dengan pengangguran (stagflasi), atau pemerataan
dengan pertumbuhan.

b. Kedua, masalah pengukurandi mana waktu antara kejadian
dan ketersediaan data yang tidak sesuai dapat menyebabkan
validitas peramalan serta model makro serta asumsi yang
dipilih kurang tepat.

¢. Ketiga, masalah desain di mana kebijakan yang diambil; respons
masyarakat; dan teori yang digunakan dapat menentukan
apakah perencanaan tersebut gagal atau tidak. Sedangkan

d. Keempat, ditentukan time lag; pertimbangan politik versus ekonomi;
dan adanya moral hazard. Oleh sebab dalam praktek perencanaan
di daerah prioritas pembangunan yang dibangun dari visi kepada
dacrah sangatlah penting juga mempertimbangkan tuntutan.

4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan
yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ditetapkan berdasarkan Undang-Undang
25 tahun 2004.

5. Dokumen Perencanaan

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada prinsip-
prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. What: apa yang seharusnya menjadi fokus dalam perencanaan?

Apa yang akan direncanakan, sebutkan tujuan dari perencanaan '
dan apa obyeknya, sasarannya dan nilai akhir yang ingin dicapai
serta bagaimana ruang lingkup dari perencanaan tersebut.
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2. Why: mengapa perencaan perlu dilakukan oleh suatu lembaga?
Apayang terjadi Jika tidak ada perencanaan? Mengapa
perencanaan yang selama ini kurang berhasil sehingga
diperlukan perencanaan lanjutan.

3. Who:siapasajapelaku yangterlibatdalam kegiatan perencanaan.
4. For whom: untuk siapa sebenarnya perencanaan ini dibuat..
5. How: bagaimana kita mencapai tujuan tersebut,

Dokumen perencanaan meliputi:

1. RPJP Daerah;

2. RPJM Daerah;

3. RENSTRA Daerah;

4. RKPD, RENJA Daerah,

1.7 Test Formatif

1. Prinsif-prinsif perencanaan pembangunan daerah meliputi:
a. What, Why, Who, For whom dan How. '
b.  What, Why, Who dan For whom.
c. What, Why, for whom dan How.

2. Mengapa perencanaan dapat gagal.
a. Masalah desain yang tidak tepat, pengukuran, adanya konflik.
b.  Pengukuran dan adanya konflik,
c. Desaian yang tidak tepat, dan adanya konflik.
3. Dalamtahappenyusunanrencana (formulasi}, prosespenyusunan nya
pada dasarnya melalui beberapa proses sebagai berikut:
a. Proses Teknokratik, politik

b.  Proses Politik, teknokratik, partisipatif dan botton up dan top
down.

¢ Proses partisipatif dan teknokratik.

4. Tahap Penyusunan Rencana, yaitu: Menyusun rancangan rencana
pembangunan nasional/daerah meliputi:

a.  RPJF, RPJM, RENSTRA, RENJA.
b. RPJP, RPJM, RENSTRA dan RKP.

~ €. RPJM, RENTRA dan RENJA.
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5. RPJM ditetapkan dengan peraturan
a. Presiden/Kepala Daerah.
b. Presiden, Kepala Daerah dan Kepala Desa, serta Camat.
¢. Hanya Kepala Daerah saja.

6. Ada lima dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah
daerah.

a. RPJPD, RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja SKPD.
b. RPJMD, RENSTRA, RKPD dan Renja SKPD.
c. Renja SKPD, RPIMD, RKPD.

7. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan melalui:

a. Responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
herkeadilan. .

b. Efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan
berkelanjutan

¢, Transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif,
terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

8. Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada prinsip-
prinsip yang harus diperhatikan:

a. Forwhom dan How. What, Why
b. Why, Who, For whom dan How
c. What, Why, Who, For whom dan How.
9. Perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan

yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ditetapkan berdasarkan:

a. Undang-Undang 25 tahun 2004.
b. Und"ang-Undang 17 tahum 2003.
c. Undang-Undang 1 tahun 2004.

10. Perencanaan yang sinergis dan harmonis dapat diperoleh melalui
proses:

a. Alur dan sinergis.

b. Penyusunan bertahap dan sistematik.

c. Sistematik.
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1.8 lswaban

1. a
2. a
3. h
4. a
5 d
6. a
7. cC
8 c
9. a
10. b.

1.9 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi
kegiatan belajar 1.

Rumus:;
. Jumlah jawaban yang benar

Tingkat penguasaan = 0 x100%
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
* 90%-1009% = baiksekali

» 80%-89% = baik

« 70%-79% = cukup
* >69% = kurang.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atay lebih, Anda dapat
meneruskan dengan kegiatan belajar 2. Bagus! Tetapi bila tingkat
penguasaan Anda kurang dari 80 %, maka Anda harus mempelajari
kembali kegiatan belajar 1, terutama bagian yang belum Anda kuasai,
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2.1 Latar Belakang

iklus perencanaan pembangunan daerah, merupakan tahapan-
tahapan yang harus dilalui dan diikuti oleh setiap perencana
pembangunan daerah.

Pada tahapan Kegiatan perencanaan pembangunan daerah terdapat
10 siklus, di mana setiap siklus dimulai pada aspek penilaian keadaan
saat ini, hingga penyusunan rencana kegiatan atau action plan, setiap
action plan memiliki karakteristik sendiri, tetapi satu sama lain saling
keterkaitan dan saling mempengaruhi dalam implementasinya.

Dari 10 (sepuluh) siklus kegiatan dapat diuraian sebagaimana uraian di
bawabh ini:

a. Penilaian Keadaan Saat Ini

Proses penyusunan perencanaan pembangunan diawali dengan
melakukan penilaian terhadap kondisi makro dan mikro dari suatu
Negara dan daerah baik di bidang fisik maupun sosial ekonomi saat
ini. Kondisi fisik meliputi geografi dan geomorfologi, potensi sumber
daya alam, kondisi lingkungan dan aspek tata ruang. Sedangkan
kondisi sosial ekonomi meliputi aspek kependudukan {demografi),
sumber daya manusia, agama dan budaya, perkonomian, hukum,
pemerintahan dan lain-lainnya. Analisis ini sangat penting artinya
sebagal landasan utama penyusunan perencanaan pembangunan
untuk periode mendatang.

b. Penilaian Arah Pembangunan Masa Datang

Langkah selanjutnya adalah dengan melakukan penilaian terhadap
arah pembangunan di masa datang. Peniliaian ini biasanya
dilakukan dengan melakukan perkiraan (prediksi} secara terukur
terhadap beberapa indikator makro pembangunan di bidang
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ekonomi, indikator pembangunan yang periu diperkirakan kedepan
adalah pertumbuhan ekonomi, kebutuhan investasi untuk mencapai
target pertumbuhan ekonomi, perkiraan pendapatan perkapita,
tingkat kemiskinan dan pengangguran. Di bidang sosial, indikator
pembangunan yang perlu diperkirakan kedepan adalah proyeksi
penduduk, perkiraan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka
pastisipasi kasar, indeks kematian bayi, dan lain-lainnya. Sedangkan
di bidang fisik dan tata ruang, indikator yang perlu diperkirakan
adalah menyangkut dengan kecenderungan penggunaan lahan dan
pola tata ruang. Disadari bahwa tidak semua aspek dapat dilakukan
penilaian secara terukur (kuantitatif) penilaian kualitatif dilakukan
terkaly beberapa aspek yang meliputi: agama dan budaya, hukum
dan pemerintahan.

¢. Formulasi Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Siklus berikutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan formulasi
secara tepat tentang tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan
pembangunan pada dasarnyaadalah gambaran tentangsasaran akhir
yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan
sasaran pembangunan adalah penjabaran lebih kongrit mengenai
tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya
dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara makro yang
harus dicapai pada akhir periode pembangunan. Formulasi tujuan
dan sasaran pembangunan ini perlu dilakukan secara hati-hati agar
pencapajannya menjadi lebih terjamin sesuai dengan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

d. Mengkaji Alternatif Strategi Pembangunan

Setelah tujuan dan sasaran pembangunan dapat dirumuskan secara
tepat, maka langkah berikutnya adalah mengkKaji berbagai alternatif
strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan tersebut. Strategi pembangunan padadasarnyaadalah
cara dan upaya terbaik yang dapat dilakukan untulk mencapai tujuan
dan sasaran pembangunan. Strategi pembangunan ini dapat disusun
untuk jangka pendek dan jangka panjang atau bersifat parsial dan
menyeluruh. Strategi pembangunan yang baik adalah strategi yang
dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara
dan daerah yang bersangkutan. Disamping itu, strategi yang baik
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dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan pengorbanan biaya
dan upaya yang minimum serta mempunyai dampak negatif yang
minimum.

Menetapkan Prioritas Pembangunan

Setelah strategi pembangunan ditentukan, maka langkah berikutnya
adalah menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan
perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas.
Penetapan prioritas pembangunan tidak berarti kegiatan dan aspek
lainnya tidak penting, tetapi hal ini dilakukan karena keterbatasan
dana dan sumber daya yang tersedia. Prioritas dapat ditentukan
menurut bidang atau sektor pembangunan, seperti bidang sumber
daya manusia atau sektor pertanian. Bidang atau sektor prioritas
adalah sektor yang mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan
sektor lain dalam rangka efisiensi pencapaian tujuan dan sasaran
pembangunan.

Merumuskan Kebijakan Pembangunan

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan, maka siklus berikutnya adalah merumuskan kebijakan
pembangunah yang tepat sesuai dengan kondisi umum dan
prediksi pembangunan di masa mendatang. Kebijaksanaan ini
juga dapat dirumuskan untuk jangka panjang atau bersifat parsial
atau menyeluruh. Perumusan kebijakan pembangunanr ini harus
dilakukan secara tepat sesuai dengan permasalahan pokok yang
dihadapi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Sama halnya dengan strategi, kebijakan
pembangunan yang baik adalah kebijakan yang dapat dilaksanakan
secara operasional sesuai dengan kondisi fisik dan sosial ekonomi
serta kemampuan keuangan negara dan daerah bersangkutan.

Identifikasi Program dan Kegiatan

Siklus kegiatan perencanaan berikutnya adalah melakukan
identifikasi terhadap program dan kegiatan yang diperlukan untuk
dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi pembangunan. Program dan kegiatan
pada dasarnya merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan
sesuai dengan dana yang tersedia. Untuk keperluan monitoring dan
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evaluasi, masing-masing program dan kegiatan memiliki indikator
kinerja berikut target kinerja yang harus dicapai. Penentuan
indikator dan target kinerja ini diperlukan agar dapat memudahkan
penyusunan anggaran kinerja yang harus dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dewasa ini.

Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya jumlah dana yang
tersedia lebih kecil dari dari jumlah program dan kegiatan yang perlu
dilakukan pada setiap tahunnya. Pengecualian hanya terdapat pada
daerah-daerah yang mempunyai dana berlimpah yang berasal dari
Dana Bagi Hasil seperti kota dan daerah industri yang mempunyai
Dana Bagi Hasil Pajak sangat besar atau daerah penghasil minyak
dan gas alam yang mempunyai Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
yang cukup tinggi. Dalam situasi yang demikian, penentuan program
dan kegiatan prioritas sangat penting artinya guna dapat mencapai
target dan sasaran pembangunan secara optimal sesuai dengan dana
yang tersedia,

h. Menetapkan Perkiraan Dana Investasi yang Dibutuhkan

Setelah program dan kegiatan ditetapkan, maka siklus perencanaan
berikutnya adalah menetapkan perkiraan dana investasi yang
dibutuhkan. Biasanya kebutuhan dana ini hanya dilakukan secara
kasar dalam bentuk Pagu Dana Indikatf yang nantinya dapat
diubah lagi pada waktu penyusunan Prioritas dan Plafon anggaran
Sementara (PPAS) yang ditetapkan melalui nota kesepakatan antara
eksekutif dan legislatif.

Penetapan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan untuk
masing-masing program dan kegiatan dapat dilakukan dengan
menggunakan Standar anggaran Belanja (SAB) yang ditetapkan
oleh masing-masing daerah secara berkala. Perki raan dana investasi
akan dapat diketahui dengan mengalikan keluaran (output) yang
akan dihasilkan dengan harga satuan yang ditetapkan dalam SAB.
Bila keseluruhan kebutuhan dana tersebut dijumlahkan akan
diketahui jumlah kebutuhan dana untuk masing-masing Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada tahun bersangkutan,

i. Menetapkan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja sangat penting artinya untuk dapat
--mengetahui secara konkret tingkat keberhasilan pelaksanaan
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program dan kegiatan. karena itu, siklus kegiatan perencanaan yang
perlu dilakukan berikutnya adalah menentukan indikator dan target
kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan. Indikator
dan target kinerja ini dapat ditetapkan secara kuantitatif maupun
kualitatif. Untuk memudahkan penyusunan anggaran kinerja dan
pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sebaiknya indikater dan
target Kinerja tersebut ditentukan secara kuantitatif, kecuali hal ini
tidak dapat dimungkinkan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah ([LAKIP), indikator kinerja dan target
kinerja secara lengkap dapat ditentukan berdasarkan enam
kriteria, yaitu masukan (input), proses, keluaran {output), hasil
(outcome), manfaat, dan dampak. Untuk lebih memudahkan,
selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 melakukan
penyederhanaan terhadap kriteria indikator kinerja dan target
kinerja tersebut menjadi hanya tiga, yaitu masukan (input),
keluaran (output), dan hasil (outcome}.

y. Penyusunan Rencana Tindakan

Siklus terakhir dari penyusunan perencanaan adalah menyusun
Rencana Tindakan {Action Plan) yang berisikan berbagai ketentuan
operasional dan cara yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan
rencana, khusus program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Salah
satu ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program dan
kegiatan adalah Keputusan Presiden Republik [ndonesia Nomor 80
Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa berikut ketentuan
perubahannya. Aspek lain yang juga termasuk dalam penyusunan
rencana tindakan ini adalah hal-hal yang menyangkut dengan
kegiatan monitoriitg dan evaluasi terhadap pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan.

2.2 Tinjauan Umum

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah kita mengenal
adanya beberapa karakteristik yang tidak boleh diabaikanbegitu saja. Hal
ini di karenaka dapat dijadikan acuan di dalam penyusunan perencanaan
pembangunan daerah.
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2.3 Tinjauan Khusus
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Dari penjelasan tersebut di atas maka secara khusus, karakteristik
tersebut antara lain:

H N

C.

Tersusunnya secara lengkap termasuk sektor swasta, hal ini
dimaksudkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan
merupakan proses untuk mendorong dan memberikan motivasi
juga kepada pihak swasta.

Memasukkan evaluasi perekonomian masa lalu. Aspek berikutnya
yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan
pembangunan yang baik adalah memasukkan evaluasi {review)
perckonomian masa lalu. Mengingat perencanaan pembangunan
daerah adalah sebuah perencanaan berkelanjutan.

Merinci tujuan dan prioritas pembangunan. Perlu dilakukan secara
rinci guna dapat ditetapkan dan dianalisis tujuan pembangunan
yang ingin dicapai.

Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan.
Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga
sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor dan
dievaluasi dikemudian hari untuk mengetahui tingkat pencapaian
yang dapat dihasilkan.

Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik. Dalam perencanaan
pembangunan yang dipersiapkan dengan baik, biasanya strategi dan
kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat spesifik sesuai kondisi,
potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Berisikan perencanaan kebutuhan investasi. Perencanaan dan
penganggaran merupakan dua aspek yang sangat terkait satu sama
lain.

Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan.
Perencanaan yang baik bersifat terukur melalui penetapan sasaran
dan target pembangunan secara konkret.

Mempunyai kaitan vyang jelas dengan perencanaan
pembangunan lainnya. Dalam rangka mewujudkan perencanaan
yang terpadu dan bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintahan,
maka pada perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat
denganjelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan
dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.
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2.4 Kegiatan Belajar

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan nasional
mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro dan komprehensif
pada seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan
secara terpadu dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan
pembangunan dari Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan
Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Pedoman untuk menyusun perencanaan pembangunan nasional diatur
melalui UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN). Dalam UUtersebut, SPPN didefinisikan sebagai satu
kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat, dan di daerah dengan
melibatkan masyarakat. Sedangkan perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan
nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki beberapa tujuan

pokok diantaranya adalah:

(2) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunag;

(b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah, maupun
antara pusat dan daerah;

(c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

(d} Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan

(e} Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

27




Mopus Mata KuLian FAP [PDN

Perencanaan pembangunan daerah (regional development planing)
adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan
berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasiansumberdayayangadadalamrangkameningkatkankesejahteraan
sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu
(PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah). Dalam perencanaan
pembangunan daerah tersebut, Kepala Daerah menyelenggarakan, dan
bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah dibantu oleh
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pimpinan
Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) menyelenggarakan perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Gubernur
menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing.

Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan di tingkat daerah meliputi:

» Pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RP}P} Daerah,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP
Nasional. RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah
untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

= Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RP]JM) Daerah,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahyang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RP]P Daerah dan memperhatilan
RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD,
lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif. RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan
daerah untuk periede 5 (lima) tahun.

» [Ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah {disebut dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran
dari RPJM Daerah dan disusun mengacu pada RKP Nasional
RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang
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dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

» Keempat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja
Perangkat Daerah {selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Rentra-SKPD)), adalah dokumen
nerencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedeman
kepada RPJM Daerah dan bersifatindikatif. Renstra-SKPD merupakan
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima} tahun.

= Kelima, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja
" Perangkat Daerah (Renja-SKPD)), adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman kepada
Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP Nasional, serta memuat
kebijakan, program,dankegiatan pembangunanbaikyangdilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD merupakan dokumen
perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Hubungan antara dokumen perencanaan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 terinci dalam
gambar berikut:

= 20 tahun

-> 1 tahun

=> 1 tahun

Gambar 2.1
Hubungan Antar Berbagai Dokumen Perencanaan (Menurut UU No. 25 Tahun 2004)

Sumber: UU Mo. 25 Tahun 2004
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Antara perencanaan nasional dan perencanaan daerah memiliki
keterkaitan dalam hal materi perencanaan, jangka waktu penetapan rencana,
sektor-sektor yang menjadi perhatian termasuk dalam hal pelaksanaan
siklus perencanaan, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah
maupun perencanaan tahunan. Keterkaitan materil terlihat dari adanya
kewajiban pemerintah daerah untuk menjadikan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJP} sebagai rujukannya dalam menyusun RPJP |
Daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, keterkaitan dari segi waktu perencanaan, dikaitkan dengan
kebijakan alokasi anggaran secara nasional, perencanaan daerah harus
terlebih dahulu dilaksanakan lalu kemudian hasilnya disampaikan ke pusat
sebagai bahan bagi pemerintah dalam merencanakan penetapan APBN
secara periodik dan berkelanjutan. Keterkaitan dari aspek sektor-sektor
pembangunan yang menjadi perhatian utama, dalam rangka mendukung
palaksanaan kebijakan nasional dan pembangunan bangsa dalam kerangka
NKRI, penetapan skala prioritas pembangunan daerah harus paralel dengan
skala prioritas pembangunan nasional, sebab keberhasilan pembangunan
secara nasional sangat ditentukan oleh adanya keberhasilan pembangunan di
daerah. Adanya kemajuan pembangunan didaerah mengambarkan kemajuan
pembanguan nasional sebagai bangsa sekaligus, sebab keberhasilan nasional
adalah akumulasi dari keberhasilan daerah-daerah. Sécara sederhana,
gambaran keterkaitan antara dokumen perencanaan nasional dan daerah

dipaparkan dalam matrik berikut.
Tabel 2.2
Kedudukan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah

Dokumen Nasional Daerah
RPJP Penjabaran tujuan nasional sesuai | RPJP Daerah mangacu pada RPJP
{20 tahun) | dengan Pembukaan UUD Negara | Nasional
Kesatian Republik Indonesia
tahun 1945
RPIM Berpedoman pada RPJP Nasional | RPJM Diaerah berpedoman pada
(5 tahun) RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional
Renstra Renstra Kementrian/Lembaga | Renstra SKPD:
(5 tahun) | (KSL): Berpedoman pada RPJM Daerah
Berpedoman pada RPJM Nasional
RKP RKP Nasional merupakan | RKP Daerah merupakan penjabaran
(1 tahun) | penjabaran dari RPJM Nasional dari RPJM Daerah dan mengacu
pada RKP Nasional
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Renja Renja KL: Renja-SKPD:

(1tahun) |Berpedoman pada Renstra-KL | Berpedoman pada Renstra-SKPD
dan mengacu pada prioritas | dan pada RKP Daerah
pembangunan nasional dan pagu
indikatif

Sumber: UU No. 25 Tahun 2004

Untuk mewujudkan visi nasional sebagaimana ditetapkan dalam
kerangka pembangunan jangka panjang nasional, penetapan visi dan misi
pembangunan daerah (yang juga ditetapkan dalam kerangka pembangunan
jangka panjang daerah), harus selaras dan sepadan dengan visi dan misi
nasional dimaksud terutama berbagai sektor pembangunan yang telah
diserahkan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaannya. Penetapan
rencana Kerja dinas sektoral harus selalu paralel dengan rencana kerja
departemen teknis terkait. Sebagai contoh, upaya peningkatan kapasitas
SDM aparat di daerah harus sesuai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM
yang ditargetkan secara nasional. Sebaliknya, kebijakan pengembangan SDM
secara nasional harus merujuk pada upaya pemenuhan kebutuhan aparat
berkualitas di daerah untuk menjamin terlaksananya desentralisasi dan
otonomi daerah. Gambaran keterkaitan dimaksud dapat dipaparkan dalam
matriks berikut:

Tabel 2.3.
Muatan Dokumen Perencanaan Nasional dan Daerah
Dokumen Nasional Daerah
RPJP Penjabaran Tujuan Nasional ke Mengacu kepada RPJP Nasional,
(20 tahun) | galam: dan memuat:
Visi dan Penjabarannya; »  Visi dan Penjabarannya;
Misi; «  Misj;
Arah Pembangunan Nasional: »  Arah Pembangunan Daerah:
+  Kewilayahan »  Kewilayahan
«  Sarana- Prasarana «  Sarapa- Prasarana
»  Bidang Kehidupan «  Urusan Wajib
= Urusan Pilihan
RPJM Penjabaran Visi, Misi, Program | Penjabaran Visi, Misi, Program
(5 tahun) Presiden, berpedoman pada RPJM | Kepala Daerah, berpedoman pada
Nasional, dan memuat: RPJP Daerah, memperhatikan

EPJM Nasional, dan memuat:
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_ :

+  Strategi Pembangunan
Nasional

«  Kebijakan Umum

«  Kerangka Ekonomi Makro

+ Program Kementerian, Lintas
Kementerian, Kewilayahan
dan Lintas Kewilayahan yang
memuat  kegiatan  pokok
dalam kerangka regulasi dan
kerangka anggaran

«  Strategi Pemb. Daerah

+  Kebijakan Umum

+ Arah Kebijakan Keuangan
Daerah

+  Program-program SKPD,
Lintas SKPD, Kewilayahan,
dan Lintas Kewilavahan yang
memuat  kegiatan  pokok
dalam kerangka regulasi dan
kerangka anggaran '

Renstra Renstra KL berpedoman pada

(5 tahun) RPIM Nasional dan memuat:

+  visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program,
dan kegiatan indikatif
pembangunan sesuai dengan

Renstra SKPD berpedoman pada

RPJM Daerah dan memuat:

e visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program,
dan  kegiatan  indikatif
pembangunan sesuai dengan

Lembaga, Lintas Kementerian/
Lembaga, Kewilayahan, dan
Lintas  Kewilayahan  yang
memuat  kegiatan - dalam
kerangka regulasi dan
kerangka anpggaran

tugas dan fungsi Kementerian/ tugas dan fupgsi SKPD
Lembaga
RKP RKP Nasional merupakan { RKP Daerah merupakan
(1 tahun) penjabaran RPJM Nasional, dan | penjabaran dari RPJM Daerah,
memuat; mengacu pada RKP Nasional, dan |
«  Prioritag Pembangunan | memuat:
Nasicnal «  Prioritas Pembangunan
= Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Makro Nasional » Rancangan Keranglka
= Arah Kebijakan Fiskal Ekonomi Makro Daerah
+  Program Kementerian/ | »  Arah Kebijakan Fiskal

«  Program SKPD, Lintas SKPD,
Kewilayahan, dan Lintas
Kewilayahan yang memuat
kegiatan  dalam  kerangka
regulasi  dan  kerangka
anggaran

Renja Renja KL merupakan penjabaran
{1 tahun) dari Renstra KL, dan memuat:

= kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan,

baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah maupun vyang
ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

Renja SKPD merupakan
penjabaran dari Renstra RKPD,
dan memuat:

»  Lkebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan,
baik yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah maupun
vang  ditempuh  dengan
mendorong, partisipasi
masyarakat

Sumber: U No. 25 Tahun 2004
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Berikut ini merupakan rencana pembangunan jangka panjang nasional
2005-2025 menurut UU No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 yang telah diring kas berdasarkan
visi, misi, tujuan, sasaran-sasaran pokok, dan arah pembangunan rencana-

Tabe! 2.4
RPJF Nasional 2005-2025

Indonesia yang mendiri, maju, adil, dan makmur

Misi

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermeral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan falsafah Pancasila : -
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing adalah mengedepankan pe mhangunan SDM
berkualitas dan herdaya saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu

5. Mewujudkan pernerataan pembangunan dan berkeadilan

6. Mewujudkan Indonesia asei dan lestari

7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional

8. Mewdjudkan indenesia berperab penting dalam pergaulan dunia internasiaonal

Tujuan

kewujudkan bangsa yang majw, mandiri, dan adil sebagai kandasan bagi tahap pe mbangunan
berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur datam NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD
1945

Sasaran-sasaran pokok

A. Terwyjudnya masyarakat indonesia yang berakhfak mulia, bermoral, beretika, berbudaya,
dan beradab

B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencagai masyarakat yang lebih makmur
dan sejahtera

C. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berdandaskan hukum dan berkeadilan

0. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat setta terjaganya keutuhan wilayah
NKR| dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri mavpun luar neger

E. Terwujuidnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan

F. Terwujudnya Indenesia yang asri dan festari .

G, Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasienal

H. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional

Trz»
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1. Mewujudkan
masyarakat yang
berakhlak mufia,

bermoral, beretika,
berbudaya, dan
beradah

- Pembangunan agama dizrabkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai
landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja,
menghargai prestsi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai ke majuan datarn
pembangunan

- Pembangunan dan pemantapan jati dini hangsa ditujukan uniuk mewujudkan karakter bangsa
dan sistern sosial yang berakay, unik, modern, dan unggul

2. Mewujudkan
bangsa yang
berdaya saing

- Membanguen SDM yang berkualitas

- Memperkuat perekonomian demestik dengan orientasi dan b&rdaya saing giobal
- Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknolgi

- Sarana dan prasarana yang memadai

- Reformasi hukum dan hirokrasi

3. Mewujudkan
Indonesia yang
demokratis
berlandaskan
hukum

- Memantapkan pele mbagaan demokrasl yag lebib kokoh

- Memperkuat peran masyarakat sipil se hingga proses pembangunan parsipatoris yang bersifat
bottom up dapat berjalan )

- Menumbuhkan masyarakat tanggap yang skan mendorong semangat sukarela yang sejalan
dengan makna gotong royeng :

- Memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah .

- Menjamin perke mbangan d¢an kebebasan mediadalam mengumunikasikan kepentingan
masyarakat

- Meiakukan pembenahan struktur hukum dan meningkatkan budaya hukum dan menegakkan
hukum secars adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memjhak pada rakyat kecit

Sumber: UU 17/2007
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B. SIKLUS ANGGARAN

Penganggaran dalam pemerintahan merupakan penyusunan rencana
keuangan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja
guna melaksanakan program, proyek dan kegiatan operasionalisasi dalam
organisasi pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas
dan efisiensi alokasi dana, kemanfatan bagi rakyat, kedisplinan dari segi
waktu dan ketaatan hukum, transparansi, akuntabel dan kebertanggung
jawaban. Tahapan Proses penganggaran di pemerintahan baik di level
nasional maupun daerah akan selalu mengikuti suatu siklys, mulai dari
tahap penyusunan rencana anggaran, persetujuan anggaran oleh legislatif,
pelaksanaan anggaran serta pelaporan dan audit atas pelaksanaan anggaran.
Siklus tersebut dapat digambarkan sebagai herikut:

Gambar 2.1
Siklus anggaran

1. Penyusunan Rencana anggaran (Preparation)

Tahap preparation atau penyusunan anggaran adalah tahapan
pertama dari proses penganggaran. Pada tahapan ini, biasanya
rencana anggaran disusun eleh pihak eksekutif yang nantinya
akan melaksanakan anggaran tersebut. Anggaran yang disusun
dalam tahapan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan pada periode
anggaran berikutnya. Oleh sebab itu, jadwal waktu yang disediakan
untuk penyusunan anggaran harus dibuat sedemikian rupa sehingga
anggaran diperkirakan akan siap dilaksanakan sebelum periode
anggaran berikutnya dimulai.

Granof {2001} mengatakan bahwa 'budgeting generally necessitates
flows of policies and information to and from all parties involved in the
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budgetary process.” Artinya, sebelum anggaran mulai disusun maka

perlu diidentifikasi dan dikumpulkanterlebih dahulu gambaran umum

kebijakan dan informasi penting lainnya di dalam pemerintahan. Oleh
sebab itu, tahapan ini dirinci menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Langkah Awal (preliminary steps), yaitu langkah-langkah
pendahuluan, kepala pemerintahan memberikan batasan
atau kebijakan umum yang akan ditempuh pada periode
anggaran berikutnya. Kebijakan umum tersebut antara lain -
menggambarkan beberapa prakiraan awal anggaran yang
diperkirakan akan dicapai pada periode anggaran berikutnya
seperti saldo dana, pendapatan, dan belanja, serta memberikan
informasi kepada setiap unit organisasi tentang urutan prioritas
kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar kebijakan umum
tersebut mendekati realitas yang sebenarnya maka diperlukan
pengkajian dan analisis yang komprehensif.

b. Penyusunan rencana anggaran {preparing the budget} oleh unit-
unit kerja yang ada. Anggaran yang disusun meliputi estimasi
pendapatan dan estimasi belanja. Keduamacamestimasitersebut
perlu dianalisis secara mendalam dengan mempertimbangkan
realisasi periode sebelumnya, kecenderungan yang terjadi,
faktor-faktor yang mungkin berpengaruh pada periode
berikutnya, dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada
periode yang akan datang. Pada tahapan penyusunan tersebut,
masing-masing pimpinan unit kerja mengajukan usulan
angpgaran dari unitnya dengan mengacu pada kebijakan dan
pedoman umum dari kepala pemerintahan.

Persetujuan Legislatif

Anggaran diajukan ke lembaga legislatif untuk ‘mendapatkan
persetujuan. Dalam hal ini, lembaga legislatf (terutama komite
anggaran) akan mengadakan pembahasan guna memperoleh
pertimbangan-pertimbangan urtuk menyetujui atau menolak anggaran
tersebut. Selainitu, akan diadakan juga dengar pendapat (public hearing)
sebelum nantinya lembaga legislatif menyetujui atau menolaknya

Pelaksanaan anggaran

Pada tahapan ini, anggaran yang telah disetnjui pada tahapan
sebelumnya mulai dilaksanakan oleh pihak eksekutif organisasi atau
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pelaksana anggaran lainnya. Berhubung anggaran yang disetujui pada
umumnya berlaku untuk satu tahun anggaran maka untuk memperjelas
dan mempermudah pelaksanaannya perlu dilakukan langkah
pengalokasian yang dikenal sebagai allotments dan apportionments.

Dengan demikian, dalam melaksanakan anggaran diperlukan juga
sikap kehati-hatian agar organisasi tidak begitu saja melaksanakan
seluruh anggaran belanja kegiatan pada awal-awal tahun anggaran
meskipun hal tersebut telah disetujui sebelumnya. Hal tersebut periu
diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan tidak tercapainya
penerimaan sumber daya yang telah dianggarkan dalam anggaran
pendapatan. Dengan kata lain, organisasi harus memperhatikan arus
keluar dan masuknya sumber daya dalam pelaksanaan anggaran
apabila tidak ingin menghadapi kesulitan pemenuhan kewajiban
untuk membiayai kegiatannya. .

4. Pelaporan dan Audit

Tahap terakhir dari proses penganggaran adalah menyangkut
masalah pelaporan dan audit atas anggaran yang telah dilaksanakan.
Pada tahap ini, realisasi anggaran akan dilaporkan dan dibandingkan
secara periodik dengan anggaran yang telah disetujui sebelumnya.
Adanya perbedaan antara anggaran dan realisasinya harus dijelaskan
penyebabnya. Laporan tersebut kemudian diaudit untuk memastikan
bahwa laporan telah dibuat secara benar. Laporan anggaran dan
hasil audit atas laporan tersebut merupakan bahan informasi dalam
penyusunan anggaran untuk periode anggaran berikutnya. Qleh
sebab itu, rangkaian proses penganggaran yang dimulai sejak tahap
penyusunan hingga pelaporan dan audit anggaran pada akhirnya
akan membentuk suatu siklus anggaran.

Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementerian
Keuangan Tahun 2013. Dan indra Bastian “Sistim
Perencanaan dan Penganggaran Daerah di Indonesia,
Salemba Tengah Tahun 2006.

C. KERANGKA REGULASI SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL

UU 25/2004 merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan
bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. UU ini mengatur bahwa
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Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tata
cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara pernerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan
masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan nasional menurut Uu 2572004
berjalan melalui lima pendekatan yang dapat dipandang sebagai sebuah
rangkaian perencanaan: {1) politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4)
atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan
politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah
proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya
berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-
masingcalon Presiden/KepalaDaerzah. Perencanaan teknokratikdilaksanakan
dengan menggunakan metodadankeran gkaberpikirilmiah olehlembagaatau
satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan
pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang
berkepentingan {stakeholders) terhadap pembangunan; keterlibatan mereka
dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa merniiiki.
Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan
dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-
bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan
paik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Lebih lanjut, UU 25/2004 mengatur proses perencanaan pembangunan
dilaksanakan dengan menempuh empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan
rencana; (2} penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana;
dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan
secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu sikias
perencanaan yang utuh. :

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan
lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4
(empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah
kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana
kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah
disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders)
dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing
jenjang pemerintahan melalui musyawarah- perencanaan pembangunan.
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Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana
pembangunan.

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum
sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU
ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan
sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan jangka
menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala
Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasicnal/Daerzh ditetapkan
sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang
dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama
pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan
Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala Bappeda menghimpun
dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari
masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat
Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis
data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran
kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator
dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil
(result), manfaat (benefit} dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan
pembangunan, setiap Kementerian/Lembaga, baik Pusat maupun Daerah,
berkewajiban untuk melaksanakanevaluasi kinerja pembangunan yang
merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam
melaksanakan evaluasi kinerja proyek pembangunan, Kementerian/
Lembaga, baik Pusat maupun Daerah, mengikuti pedoman dan petunjuk
pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi,
dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

2.5 Latihan

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan evaluasi pelaksanaan rencana
kegiatan.

2. Apayang dimaksud dengan indicator dan sasaran kinerja.
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Apa tujuan dari pengéndalian pelaksanaan rencana pembangunan.
Jelaskan apa yang dimaksiqd dengan pendekatan politik.

Jelaskan apar yang dimaksud dengan pendekatan partisipatif.
Jelaskan apa yang dimaksud dengan pelaksanaan Musrenbang.

Bagaimana hubungan antara RPJMD, RPJMD, RENSTRADA dan
RKPD.

Nes kW

oo

Apa yang dimaksud dengan rencana kerja pembangunan daerah.

9. Apa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah.

10. Apayangdimaksud dengan Rencana PembangunanJangkaMen engah
Daerah.

2.6 Ranghkuman

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari- sistem
perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan
nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan secara makro dan
komprehensif pada seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua
bidang kehidupan secara terpadu dalam kerangka wilayah Negara
Kesatuan Republik I[ndonesia (NKRI). Perencanaan pembangunan
nasional terdiri atas perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat
dan perencanaan pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan
fungsi dan kewenangannya.

Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki beberapa tujuan

pokok diantaranya adalah:

(a) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

(b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi, pemerintah, maupun
antara pusat dan daerah; _

(c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi .antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

(d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; dan

{¢) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisten,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.




MopuL Mata Kriiag FMP [PDN

Perencanaan pembangunan daerah (regional development planning)
adalahsuatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan vyang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/
daerah dalam jangka waktu tertentu (PP No. 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah). Dalam perencanaan pembangunan
daerah tersebut, Kepala Daerah menyelenggarakan, dan bertanggung
jawab atas perencanaan pembangunan daerah dibantu oleh Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pimpinan Satuan
Kerja Perangkat Daerah ({SKPD) menyelenggarakan perencanaan
pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Gubernur menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi perencanaan pembangunan antar Kabupaten/Kota di wilayahnya
masing-masing.

Seperti halnya dalam perencanaan pembangunan nasional, perencanaan
pembangunan di tingkat daerah meliputi:

* Pertama, Rerncana Pembangunan Jangka Panjang (RPjP) Daerah,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP
Nasional.

* Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah,
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerahyang merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan
RPJM Nasional, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah,
strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD,
lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-
rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan
yang bersifat indikatif. -

* Ketiga, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah {disebut dengan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan disusun mengacu pada RKP Nasional. Keempat,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah (selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja
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Perangkat Daerah (Rentra-SKPD)), adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif.

e Kelima, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang disusun dengan berpedoman kepada
Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKP Nasional, serta memuat
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya, keterkaitan dari segi waktu perencanaan, dikaitkan dengan
kebijakan alokasi anggaran secara nasional, perencanaan daerah harus
terlebih dahulu dilaksanakan lalu kemudian hasilnya disampaikan ke
pusat sebagai bahan bagi pemerintah dalam merencanakan penetapan
APBN secara periodik dan berkelanjutan. Keterkaitan dari aspek sektor-
sektor pembangunan yang menjadi perhatian utama, dalam rangka
mendukung palaksanaan kebijakan nasional dan pembangunan bangsa
dalam kerangka NKRI, penetapan skala prioritas pembangunan daerah
harus paralel dengan skala prioritas pembangunan nasional, sebab
keberhasilan pembangunan secara nasional sangat ditentukan oleh
adanya keberhasilan pembangunan di daerah. '

UU 25/2004 merupakan landasan hukum perencanaan pembangunan
bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. UU ini mengatur
bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pernerintahan di
pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Proses perencanaan pembangunan nasional menurut Uu 2572004
berjalan melalui lima pendekatan yang dapat dipandang sebagai sebuah
rangkaian perencanaan: (1) politik; {2} teknokratik; (3) partisipatif; (4)
atas-bawah (top-down); dan (5) bawah-atas (bottom-up). Pendekatan
politik memandang bahwa pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah
prosespenyusunanrencana,karenarakyatpemilihmenentukanpilihannya
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berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-
masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan teknokratik
dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan keran gka berpikirilmiah
oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk
itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan; keterlibatan mereka dimaksudkan untuk mendapatkan
aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-
bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas
diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat
nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Lebih lanjut, UU 25/2004 mengatur proses perencanaan pembangunan
dilaksanakan dengan menempuh empat (4) tahapan yakni: (1)
penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian
pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat
tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara
keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Tahap penyusunan rencanadilaksanakan untuk menghasilkan rancangan
lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4
(empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancanganrencana
pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.
Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan
rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana
pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah
melibatkan masyarakat {stakeholders) dan menyelaraskan rencana
pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan
melalul musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah
keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum

sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut UU

ini, rencana pembangunan jangka panjang Nasional/Daerah ditetapkan
- sebagai Undang-Undang/Peraturan Daerah, rencana pembangunan

jangka menengah Nasional/Daerah ditetapkan sebagai Peraturan

Presiden/Kepala Daerah, dan rencana pembangunan tahunan Nasional/
" Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.
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Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk
menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang
dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian
selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Menteri/Kepala
Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan
kewenangannya. S

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan peréncanaan -
pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis
data dan inforrnasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja
pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan. indikator dan
sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan.
Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran
foutput), hasil (result), manfaat {benefit} dan dampak (impact).

2.7 Test Formatif

1. Indikator dan sasaran kinerja mencakup:

a. Infut, Output, Resuit, dan Benefit.

b. Output, Result, dan Benefit.

¢ [Infut, Output, dan Benefit.

2. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),

a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu
kepada RKP Nasional, serta memuat kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh den;gan mendorong
partisipasi masyarakat. ' '

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada
RKP Nasional, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan.

¢. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun
dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada
RKP Nasional.
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3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat
Daerah {selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Rentra-SKPD}), adalah:

a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

b. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan.

c. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat
tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta
berpedoman kepada RP]M Daerah dan bersifat indikatif.

4. Siklus perencanaah pembangunan daerah, merupakan tahépan-
tahapan yang harus dilalui dan diikuti cleh setiap perencana
pembangunan daerah.

a. Yadantidak
b. Tidak.
c. Ya.

5. Mempunyai kaitan yang jelas dengan perencanaan
pembangunan lainnya.

a. Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan
bersinergi antar daerah dan tingkat pemei‘intahah, maka pada
perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan
jelas kaitan dan hubungan antara satu dokumen perencanaan
dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

b. Perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan
jelas kaitan dan:hubungan antara satu dokumen perencanaan
dengan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

c. Dalam rangka mewujudkan peréncanaan yang terpadu dan
bersinergi antar daerah dan tingkat pemerintahan, maka pada
perencanaan yang dipersiapkan dengan baik terlihat dengan jelas.

6. Memuat perkiraan atau proyeksi selama periode perencanaan.

a. Perencanaan yang baik bersifat terukur melalui penetapan
sasaran dan target.




10.

b.

C.

Perercanaan dan Penganggaran Dasrak

Perencanaan yang baik bersifat terukur melalui penetapan
sasaran dan target pembangunan secara konkret.

Perencanaan yang baik bersifat terukur.

Strategi dan Kebijakan Bersifat Spesifik.

a.

Kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat spesifik sesuai
kondisi, potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah.

Perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik,
biasanya strategi dan kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat
spesifik.

Perencanaan pembangunan yang dipersiapkan dengan baik,
biasanya strategi dan kebijakan yang dirumuskan adalah bersifat
spesifik sesuai kondisi, potensi dan permasalahan.

Merinci tujuan dan prioritas pembangunan.

d.

C.

Perlu dilakukan secara rinci guna dapat ditetapkan dan dianalisis
tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Perlu dilakukan secara rinci guna dapat ditetapkan dan
dianalisis.

Perlu dilakukan secara rinci guna dapat ditetapkan.

Tersusunnya secara lengkap termasuk sektor swasta,

a.

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses
untuk mendorong dan memberikan motivasi juga kepada pihak
swasta.

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses.

Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses
untuk mendorong dan memberikan motivasi.

Menerjemahkan tujuan ke dalam target pembangunan.

a.

Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga
sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor
dan dievaluasi dikemudian hari untuk mengetahui tingkat
pencapaian yang dapat dihasilkan.

Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur.

Perencanaan yang baik haruslah terarah dan terukur sehingga
sasaran pembangunan menjadi jelas dan dapat dimonitor
dan dievaluasi dikemudian hari untuk mengetahui tingkat
pencapaian yang dapat dihasilkan.
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2.8 jawaban
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2.9 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudzh disediakan, dan
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi
kegiatan belajar 2.

Rumus:
1lah jawab ng benar
Tingkat penguasaan = Jum }awalznya £2end x 100 %
Arti tingkat penéuasaan yang Anda capai:
* 90%-100% = baik sekali
* 80%-89% = baik
* 70%-79% = cukup
>69% = kurangBila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 %

atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar 3. Bagus!
Tetapi bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, maka Anda harus
mempelajari kembali kegiatan belajar 2, terutama bagian yang belum
Anda kuasal.
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3.1 Latar Belakang
= Proses Perencanaan dan Pengangaran

roses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Dimana

masyarakat daerah dilibatkan, hal ini di karenakan masyarakat
sebagai yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Dan tujuan
akhir dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat daerah. Upaya
pemerintah daerah untuk dapat memberikan pemahaman terkait proses
perencanaan, dan penganggaran daerah adalah dengan meningkatkan
kualitas aparatur pemerintah daerah yang akan mampu menyelesaikan
berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai
abdi nepara dan abdi masyarakat di dalam memberikan pelayanan
yang terbaik. Untuk tercapainya peningkatan kemampuan aparatur
pemerintah daerah diperlukan kerja keras dari semua pihak, khususnya
pemerintah daerah dan jajarannya.

Kemampuan pengelolaan keuangan daerah sangat diperlukan, seiring
adanya perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi serta tuntutan
masyarakat yang semakin tinggi. Dinamisnya hubungan keuangan Pusat
dan Daerah juga mempengaruhi sistim pengelolaan keuangan daerah.

Penerapan desentralisasi fiscal, tindak lanjut pemberian kewenangan
dari pemerintah kepada pemerintah daerah, menuntut pemerintah
daerah harus lebih konsisten di dalam menggali potensi-potensi sumber-
sumber pendapatan daerah, agar pemerintah daerah dengan adanya
desentralisasi fiskal, dapat lebih leluasa melaksanakan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah
guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diidamkan oleh
semua pihak.

Untukmenjaga kerangkaekonomidaerahdan menjaminkeberlangsungan
hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan daerah, secara umum
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pemerintah daerah memiliki tiga fungsi utama di dalam menstabilkan
perekonomian, yaitu:

1. Fungsi alokasi;
2. Fungsi distribusi, dan
3. Fungsi stabilisasi.

Fungsi alokasi merupakan bentuk campur tangan pemerintah daerah
dalam bentuk, bagaimana pemerintah daerah dapat menyediakan dan
memenuhikebutuhan barang publik atau dalam bentuk kebijakan
penggunaan seluruh sumber daya untuk digunakan memproduksi
barang swastadan barang publik.

Fungsi distribusi nierupakan upaya untuk memanfaatan sumber-
sumberpotensi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial antar
pendapatan masyarkat.

Peranan lainnya adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau kekayaan.

Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya kepemilikan
faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, dan
akses seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kebijakan ekonomi
ini dikatakan efektif apabila kegiatantersebut daapat dilakukan untuk
memperbaiki keadaan pendapatan dari kelompok masyarak miskin.
Pemerintah dapat mempengaruhi distribusi pendapatan secaralangsung
dengan pajak yang progresif, dengan memberikan beban pajak yang
lebihbesar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin,
disertai dengan transfer payment atau subsidii bagi golongan miskin.

Pada furigsi stabilisasi, digunakan untuk meredam goncangan
ekonomiseperti inflasi dan pengangguran baik pada jangka pendek

maupun jangka panjang.

Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggaran Kementeri

Keuangan 2013,

3.2 Tinjauanr Umum

Pada Proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah,
di mana masyaraakat selalu dilibatkan keikutsertaannya, adalah di
karenakan masyarakat adalah sebagai yang memiliki kepentingan, dan
tujuan akhir dari pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang
berisikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat adalah kesejahteraari masyarakat daerah.
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3.3 Tinjauan Khusus

Pada bab III ini secara khusus akan dibahas tentang:

Gambaran Umum

Kebijakan penganggaran Daerah

Yang mempengaruhi penganggaran daerah.

Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran.

Beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran daerah
Kerangka Regulasi.

e AN g

3.4 Kegiatan Belajar

KEBIJAKAN PENGANGGARAN DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Kebijakan anggaran (budget policy formulatior), dan perencanaan
operasional anggaran (budget operational planning] merupakan kerangka
konseptual dari kebijakan penganggaran pada saat penyusunan APBD.

Kebijakan umum APBD atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUA,
merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun dan merancang
dan merencanakan penyusunan APBD, dengan formulasi dalam kebijakan -
yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan kebijakan fiscal
daerah. Adapun kebijakan operasional anggaran, adalah terkait dengan
besaran alokasi penganggaran yang akan dialokasikan ke dalam ke dalam
Kebijakan Umum APBD. ' '

Setelah disusun lalu diajukan kepada DPRD untuk dilakukan
pembahasan bersama-sama dengan pihak DPRD dan pemerintah daerah,
guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan oleh pihak DPRD, sebagai
lembaga yang mempunyai kewenangan dan memiliki fungsi pengawasan dan
budgeting. Sementara itu, penganggaran dapat diartikan sebagai suatu proses
untuk menyusun sebuah anggaran; dan anggaran (APBD) dapat diartikan
sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintab daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan daerah. '

Namun demikian, dalam konteks penyusunan anggaran pemerintah,
pada tahap-tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara demain
perencanaan dan penganggaran.
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Bahkan di dalam definisi pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan
di dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005, dan telah
diperbaharui direvisi dengan Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2007,
tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, tidak digunakan istilah
perencanaan dan penganggaran ' melainkan hanya ‘perencanaan’ Hal ini
berarti bahwa di dalam istilah perencanaan tersebut sekaligus mengandung
makna penganggaran. :

Di dalam pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005,
dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan
paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam
konteks pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa
alasan berikut ini:

1. Aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila
perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan
vang direncanakan tidak tepat sasaran, rrhaka kita tidak dapat
mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil baik/tepat sasaran.

2. Perencanaan melibatkan aspirasi semua pihak pemangku
kepentingan pembangunan (stakeholders} baik masyarakat,
pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi
{propinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah
perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat
kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat
kabupaten/kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk
menyerasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/
propinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional}.

3. Spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (Rencana
Pembangunan fangka Panjang Daerah); jangka menengah (5 tahun)
yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan ]angké Menengah
Daerah); dan jangka pendek {satu tahun) yang disebut RKPD
(Rencana Kerja Pememerintah Daerah).

Sumber: Indra Bastian “Sistem Perenicanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah di Indonesia * Salemba  Empat,
Jakarta 2009}
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B. YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN ANGGARAN DAERAH

Kebijakan penganggaran daerah dipengaruhi oleh komitmen politik dari
para elite lit politik di daerah, tanpa adanya kemampuan politik yang kuat
untuk membernahi pengelolaan keuangan daerah, tanpa adanya komitmen
yang kuat mustahil akan dapat tercapai pengelolaan keuangan daerah
yang baik dan benar, dan juga sebaliknya kadang komitmen politik dapat
menggerakkan sistim yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga ini
memerjukan suatu kesepakatan yang benar dan sungguh-sungguh mengacu'
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Integrasi komitmen politik para elit pemerintah daerah diperlukan untuk
menjamin antara lain pencapaian kinerja yang prima dalam tiga hal, yaitu
pencapaian disiplin fiskal pemerintah daerah menyeluruh, jalannya prioritas
stratejik pemerintah daerah, dan pencapaian kinerja operasional pemerintah
daerah yang prima. Dengan komitmen politik yang kuat, maka diharapkan
pihak-pibak elite pemerintah daerah akan lebih fokus kepada kepentingan
pemerintah daerah jangka menengah dan jangka panjang.

Pengertian anggaran, anggaran merupakan proses kegiatan yang
mengalokasikan anggaran ke dalam setiap kegiatan dari program yang
telah disusun, dan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki
kewenangan untuk melakukan koordinasi, pengawasan, mengarahkan dan
mengorganisasikan setiap unit atau badan-badan yang-akan merencanakan
suatu kegiatan. Sehingga fungsi anggaran sangat strategis terhadap
keberhasilati dari suatu proses kegiatan, karena tanpa anggaran mustahil
kegiatan dapat dilaksanakan.

Pengalokasian anggaran dalam suatu kegiatan pada suaty pregram harus
memperhatikan:

a. Ketersediaan dana yang tersedia;

Membagi ketersediaan dana tersebut secara proporsional ke dalam
program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk djlaksanakan;

¢ Memperhatikan Standar biaya khusus maupun standar biaya umum;
Memperhattkan bagan akun standar yang ditetapkan dalam jenis-
jenis belanja;

e. Memperhitungkan antara alokasi setiap kegiatan dengan hasil yang
akan dicapai dalam implementasinya (output).

f.  Manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat atas program dan
kegiatan yang dialokasikan anggarannya {outcomes).
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Tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk mengalokasikan dana
yang tersedia dengan mempertimbangkan pada aspek ekonomis, efisien
dan effektif. Untuk itu penggunaan dana secara ekonomis merupakan
pertimbangan yang logis, dengan memperhatikan patokan harga dasar yang
lebih murah dengan kualitas barang yang diinginkan. Adapun penyusunan
anggaran yang sangat efisien menuntut adanya setiap pelaku para penyusun
anggaran untuk dapat menganggarkan volumen kebutuhan yang diinginkan
vang paling rendah, dengan tidak mengabaikan kualitas yang diinginkan,
dan penyusunan anggaran yang effektif di mana setiap penyusun anggaran
dituntut untuk mengalokasikan sumber dana berdasarkan prioritas manfaat
ydng akan diperoleh,

‘Untuk lebih jauh kita memahami arti penting dari penganggaran daerab,
diperlukan cakupan-cakupan yang lebih luas dan bermakna, adapun aspek
aspek yang dicakup meliputi:

1. Anggaran daerah adalah alat bagi pemerintah daerah untuk
menjamin dan mengarahkan adanya kesinambungan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat daerah.

2. Anggaran daerah sangat dibutuhkan di karenakan adanya keinginan
masyarakat yang tidak terbatas dalam memenuhi kebutuhannya
yang diakibatkan adanya proses perkembangan dari pengaruh
internal maupun eksternal, adapun ketersediaan sumber daya
tersedia sangat terbatas, sehingga diperlukan adanya skala prioritas
dalam pengalokasiannya.

3. Anggaran daerah merupakan komponen yang sangat penting

di dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Menurut pendapat (Mardiasmo, 2004), peran anggaran daerah
berdasarkan fungsi utamanya meliputi:

1. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang antara lain
digunakan untuk:

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan sesuai dengan visi
dan misi yang ditetapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai
tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber
pembiayaannya.
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¢. Mengalokasikan sumber-sumber ekonomi pada berbagai
program dan kegiatan yang disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan
antara lain untuk:

a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran.
b. Membatasi kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Daerah.

c. Mencegah adanya averlapping, understanding, dan salah sasaran
(misappropriation) dalam pengalokasian anggaran pada bidang
lain yang bukan merupakan prioritas.

d. Memonitor kondisi kevangan dan pelaksanaan operasional
program atau kegiatan pemerintah.

3. Anggaraan sebagai alat kebijakan fiscal, guna menstabilkan ekonomi
dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah.

4. Anggaran sebagai alat politk, di mana digunakan untuk dapat
memutuskan prioritas-prioritas keuangan, anggaran merupakan
dokumen politik dan merupakan bentuk kesepakatan antara
eksekutif dengan legeslatif.

5. Anggaran merupakan sebagai alat untuk koordinasi antara unit kerja
pemerintah daerah. '

6. Anggaran sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja jajaran aparatur
pemerintah daerah, ‘

7. Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manajemen Pemerintah
Daerah agar dapat bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien
dalam mencapai target kinerja yéng diinginkan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara umum dapat
digarisbawahi, bahwa anggaran merupakan proses penentuan jumlah
alokasi dana untuk setiap program dan kegiatan dan aktivitas dalam satuan
moneter. Proses awal penganggaran dimulai dari ketika perumusan strategi
dan perencanaan sirategis telah selesai dilaksanakan.

Anggaran merupakan artikulasi perumusan strategi dan perencanaan
strategis yang dibuat. Sehingga tahap pe’nganggamn sangat penting, hal ini di
karenakan anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi kepada kinerja
akan dapat mengagalkan sebuah perencanaan yang telah disusun secara
cermat. :
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C. KETERKAITAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Sebelum lebih jauh kita bahas tentang keterkaitan perencanaan dan
penganggaran, terlebih dahulu terlebih dahulu, kita kaji dari beberapa
pandangan dan pendapat para pakar tentang perencanaan.

1.

4.

Arthur W. Lewis (1965): “Suatu kumpulan kebijaksanaan dan
program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta
untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih
produktif”, _ _

M. L. Jhingan {1984): “Perencanaan pembangunan pada dasarnya
merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan
sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai
suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu
pula”.

Michael Todaro {2000}: “Suatu upaya pemerintah secara sengaja
untuk melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi
dalam jangka panjang untuk memengaruhi secara langsung maupun
tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variabel utama
perekonomian nasional”. ‘

John Friedmann (1987) meliputi:
a. Planning as policy analysis;

Perencanaan sebagai analisis kebijakan, dengan logika berpikir
ilmu manajemen, administrai publik, ekonomi neoklasik dan
tehnologl informasi. Dengan tujuan untuk membantu pengambilan
keputusan dan memahami konsekuensi berbagai alternatif alternatif
keputusannnya. Perencana sebagai analis/teknorat dan masyarakat
sebagai obyek dari rckayasa pemerintahan.

b. Planning as social learning;

Perencanaan sebagai pembelajaran sosial, ide dasarnya adalah
merubah kedudukan masyarakat dari ohyek menjadi subyek
pembangunan. Berawal dari kritik tentang ilmu pengetahuan
di mana pengetahuan bukan merupakan building block
untuk rekontruksi sosial, karena pengetahuan diperoleh dari
pengalaman dan disempurnakan melalui praktek. Pendekatanya
melalui dialog antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan
dan diperlukan adanya penekanan pembelajaran sosial yang
dilakukan melalui proses dialogis, relasi non hierarkis, komitmen
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pelaksanaan eksperimen sosial, toleransi terhadap perbedaan
dan pengutamaan transaksi sosial.

c. Planning as social reform;

Perencanaan sebagai perubahan sosial, merupakan wujud dari
pelembagaan praktek perencanaan di mana peran negara sangat
dominan dengan menempatkan perencanaan merupakan bagian
dari aparatur pemerintah. Hal ini disebabkan untuk adanya
pehekanan pada updya penemuan cara yang paling effektif bagi
negara dalam pereitcahaan. Perencariaan sebagai teknorat di
mahd pereticana harus ddpat mendengarkan stiara masyarakat
tetapi tiddk harus memperhatikannya. karena perubahan
sosial dipéngaruhi oleh tradist pemikiran positivisme dari
pada penekanan terhadap keterlibatan aktor sosial dalam
proses perencanaan dan tradisi ini bersifat top down planning,
di mana masyarakat masih dianggap belum mampu dan tidak
meinpunyai kompetensi perencanaan.
d. Planhing as social mobilization.

Perencanaan sebagai mobilisasi sosial, merupakan wujud

- partsipasi riasyarakat dalam perencanaan, sehingga diperlukan
adanya penekanan kepada emansipasi kemanusiaan terhadap
penindasan sosial. Tipe dari perencanaan ini akan selalu
berhadapan dengan segdla kekuatan penindas, baik yang
terstruktur (birokrat) mauptin yarig kecil (preman). Prinsip dari
tipe ini adalah kebebasan merupakan hak individu yang dibatasi
oleh kebebasan individu lainnya, dan perencanaan ini disebut
dengan peteticanadh yang radikal. Pada hal peran perencanaan
addlah sebagai fasilitator dtdii penasehat masyarakat dan tidak
membuat jarak dengai thasyarakat. .

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas inaka dapat disimpulkan bahwa
perencanaan merupakih proses kegiatan dalam menatap masa depan yang
lebih baik dari sekaratig dengan berbagai tahapan-tahagan, dan penggunaan
sumber dayd térsedia secard efektif dan efisien dengan memperhatikan
kandisi lingkungan sekitar; baik lingkungan sosial kemasyarakatan maupun
kondisi lingkungan ekonomi. Dan hasil dari sebuah perencanaan yang
baik, adalah memiliki otitput dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat
(manfaat) baik secard langsung maupun tidak langsung. Sehingga berdaripak
adanya perubahan masa kini dengan masa mendatang.
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D. BEBERAPA PENDEKATAN DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAERAH

Di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dapat
dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi: :

a.

Pendekatan politik.

Pendekatan politik dalam perencananan terkait dengan upaya
memenubhi janji-janji politik pemimpin yang dipilih secara langsung
oleh rakyat baik presiden maupun para gubernur, para bupati
dan para walikota. Hal ini harus dilakukan sebab sudah menjadi
kewajiban pemimpin terpilih untuk menjalankan janji-janjinya
dalam kampanye yang dilakukan, di mana rakyat memilih mereka
karena visi, misi dan janji yang mereka sampaikan kepada warga
pemilih. Untuk memenuhijanji-janji sesuai dengan kebutuhan rakyat
itu, maka proses perencanaan. dan penetapan program-program
pembangunan harus sesuai dengan janji-janji politik mereka. Bila
tidak, Presiden/Kepala Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan
kritikan oleh pemilihnya, dan bahkan dapat dinilai membohongi
rakyat, yang berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat
terhadap pimpinan pemerintahan itu. Oleh karena itu, perencanaan
daerah harus didasarkan pada program-program pembangunan
yang ditawarkan sesuai dengan janji-janji dan agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada saat
kampanye, baik itu rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
visi jangka panjang maupun program tahunan,

Pendekatan teknokratik.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja
yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

Pendekatan partisipatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua
pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan.
Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan informasi mengenai
kebutuhan riil masyarakat serta menerima- aspirasi rakyat, guna
menciptakan rasa saling memiliki terhadap program pembangunan
dan mengurangi resistensi rakyat atas pelaksanaan program yang
ditetapkan secara bersama.
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d. Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bettom-up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

e. Berdasarkan alokasi suumber daya

Perencanaan anggaran merupakan kunci pokck dari sebuah
perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran yang cukup.
akan banyak membantu kelancaran dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan dapat dicapai.
Sehingga alokasi sumber daya merupakan kunci pokok di' dalam
menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Perencanaan fisik.

Perencanaan fisik pada dasarnya adalah suatu upaya untuk
menjabarkan ‘program dan kegiatan pembangunan melalui
pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga dapat
memaksimalkan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi
“masyarakat. Keseimbangan fisik hanya akan dapat dicapai metalui
perkiraan yang tepat dan terencana dalam hubungan antara kegiatan
investasi dan produksi. Dalam hal ini perencanaan lebih banyak
didasarkan pada koefisien investasi yang dapat dihitung untuk masing-
masing jenis produksi, baik barang maupun jasa. Koefisien investasi
ini pada dasarnya menunjukkan berapa nilal investasi diperlukan
diperlukan untuk dapat menghasilkan satu unit produksi.
Taksiran menyeluruh terhadap kebutuhan investasi yang diperlukan
disusun berdasarkan sumber daya nyata yang tersedia. Perencanaan
fisik memerlukan penetapan sasaran fisik yang konkret menyangkut
dengan produksi sektor pertanian, industri dan jasa untuk memenuhi
konsumsi maupun untuk ekspor, serta lapangan kerja yang dapat
disediakan untuk masyarakat. .

f. Pendekatan waktu _
Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan jangka
waktu, untuk anggaran tahunan daerah, disusun setiap tahun
- dengan dimensi waktu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember
tahun berjalan.
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Atas dasar uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa
keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan
pembangunan pemerintah pusat dan pengalokasian anggarannya sangat
mempunyai hubungan keterkaitan yang sangat erat sekali, perencanaan
pembangunan dan daerah merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan nasional, atau bagian yang intergral dari perencanaan
pembangunan nasional.

Pengalokasian penganggaran merupakah sebuah proses lanjut dari
sebuah perencanaan pembanguhan daerah dan pembangunan nasional.
Tanpa adanya ketersediaan atiggaran yang dapat dialokasikan untuk
mendukung sebuah perencanaan daerah dan perencanaan nasional, maka
apa yvang telah direncanakan dalam sehuah dokumen perencanaan tidak
akan dapat dilaksarnakan.

Fenomena dari Undang-Undang 25 tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa perencanaan dan
pengariggaran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan di dalam
menyusun sebuah perencanaan pembangunan nasional dan dan daerah.

E. FUNGSI, MANFAAT DAN TIPE ANGGARAN BERADASARKAN UNDANG-
UNDANG 17 TAHUN 2003, APBN/APBD

1.. FonGsi

a. Furngsi Otoritasi: anggaran negara menjadi dasar untuk pelaksanaan
alokasi pendapatan dan belanja pada tahun yang bersatigkutan yang
dapatdipertanggung jawabkan kepada rakyat.

b. Fungsi Perencanddr: anggaran dapat dijadikan pedoman untuk

' merencanakan program dan kegiatan pada tahun anggaran tersebut
dan tahun anggaran mendatang guna dapat- mendukung kegiatan
pembelajaan.

c. Fungsi Pengawasan: anggaran dapat digunakan sebagai pedoman
di dalamh mengukur keberhasilan pada tingkat pelaksanaan apakah
sudah sesuai atau tetjadi penyimpangan di dalam penggunaan
anggaran yang telalh dialokasikan, sehmgga dapat dlmlaz akan
kebenararinya.

d. Fungsi Alokasi: anggaran dapat dijadikan suatu pedoman untuk
mengalukasikan berbagai sumber pendapatan untuk menyediakan
pelayan thasyarakat. '
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Fungsi Distribusi: Pendapatan Negaradandaerah daripajakdanbukan
* pajak tidak semua digunakan secara langsung untuk menyediakan
pelayanan publik. Tetapi dapat juga didistribusikan dalam bentuk
dana subsidi dan dana pensiun. Pengeluaran pemerintah semacam
ini disebut transfer payment.

Pengeluaran ini ditujukan untuk diantaranya untuk mengurangi
disparitas dengan menglokasikan anggaran pada kelompok yang
berpendapatan rendah (pro poor)

Fungsi Stabilisasi: Fungsi stabilisasi APBD adalah dengan besaran
alokasi berdasarkan kebutuhan dapat menstabilkan fluktuasi harga
dan sehingga dapat mengurangi kondisi eksternalitas secara ekonomi
dan dapat mewujudkan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat.

Fungsi Pedoman Kerja: anggaran adalah sebuah rencana kerja
pemerintah dan pemerintah daerah disusun dan direncanakan
secara sistematis dan dinyatakan dalam bentuk moneter. Dimana
dalam penyusun anggaran yang dijadikan dasar adalah pengalaman
masa lahu untuk dapat dijadikan penaksiran masa yang akan datang,
sehingga anggaran merupakan pedoman kerja utama bagi para
pejabat pengelola keuangan pemerintah dan pemerintah daerah.

Fungsi Koordinasi: anggaran merupakan alat koordinasi baik
secara individu maupun kelompok guna tercapainya kesepakatan
dan keselarasan dalam melakukan pelaksanakan kegiatan dengan
dukungan anggaran yang tersedia, sehingga dapat tercapainya
tujuan yang diharapkan bersama.

Fungsi Pengendalian, Tanpa dulungan anggaran pemerintah dan
pemerintah daerah tidak dapat melakukan pembelajaan, dan
anggaran juga merupakan sebagai alat pengendalian di dalam
melakukan pengeluaran atas membiayai pengeluaran pada sekfor
belanja publik, dengan anggaran juga dapat mengendalikan
pemborosan pemborosan pengeluaran, sehingga dapat dijadikan
alat untuk membatasi kekuasaan dalam pelaskanaannya. -

Fungsi Kebijakan Fiskal: anggaran memberikan rencana detail atas
pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang
dilakukan -dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa
anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-
pemborosan pengeluaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan
untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif,
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k. Fungsi Alat Politik: Pembuatan anggaran publik membutuhkan

dukungan politik, sehingga anggaran tidak terlepas dari komitmen
bersama antara eksekutif danlegeslatif, namun walaupun merupakan
komitmen bersama tetapi anggaran harus tidak memiliki keber
pihak kan dari salah satu kelompok saja, tetapi anggaran adalah
untuk kebutuhan masyarakat banyak yang disetujui dan disepakati
oleh Ekskutif dan legeslatif. karena mereka diberi kewenangan oleh
masyarakat di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. '

Fungsi Alat Penitaian Kinerja: anggaran merupakan wujud komitmen
dari budget holder ({eksekutif] kepada pembefi wewenang
(legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian
target anggaran dan efisiensi anggaran. Kinerja manajer publik
dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan
anggaran yang telah ditetapkan. '

2. MANFAAT ANGGARAN

Menurut Marconi dan Siegel (1983) dalam Hehanusa (2003, p.406-40‘?)
manfaat anggaran adalah:

a.

Anggaran merupakan hasil dari proses perencanaan, berarti
anggaran mewakili kesepakatan negosiasi di antara partisipan yang
dominan dalam suatu organisasl mengenai tujuan kegiatan dimasa
yang akan datang.

Anggaran merupakan gambaran tentang prioritas alokasi sumber
daya yang dimiliki karena dapat bertindak sebagai blueprint
aktivitas perusahaan. . _

Anggaran merupakan alat komunikasi internal yang
menghubungkan departemen yang satu dengan departemen yang
lainnya dalam organisasi maupun dengan manajemen puncak.

Anggaran sebagai alat pengendalian yang mengarah manajemen
untuk menentukan bagian organisasi yang kuat dan lemah, hal ini
akan dapat mengarahkan manajemen untuk menentukan tindakan
koreksi yang harus diambil.

Anggaran mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan
untuk bekerja dengan konsisten, efektif dan efisien dalam kondisi
kesesuaian tujuan -antara fujuan perusahaan dengan tujuan
karyawan. ‘ :
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3. TIPE ANGGARAN

a.

Ceiling Budget

Tipe anggaran yang dipakai untuk tujuan-tujuan pengawasan
dinamakan Ceiling Budget. Anggaran jenis ini mengawasi suatu
instansi secara Jangsung dengan cara menentukan batas-batas
pengeluaran melalui peraturanpenggunaan/pemberian, atau secara
tidak langsung dengan cara membatasi penghasilan instansi pada
sumber yang diketahui dan jumlah yang terbatas.

Line-Item Budget

Tipe ini menggolongkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan
jenis, digunakan untuk mengawasi jenis-jenis pengeluaran dan juga
jumlah totalnya’ .

Performance and Program Budgets

Tipe ini berguna untuk menspesifikasi aktivitas-aktivitas atan
program-program berdasarkan mana dana digunakan, dan
dengan cara demikian membantu dalam evaluasinya. Dengan
cara memisahkan pengeluaran-pengeluaran berdasarkan fungsi
(seperti kesehatan atau keamanan publik) atau berdasarkan jenis
pengeluaran (seperti kepegawaian dan peralatan) atau berdasarkan
sumber penghasilan seperti pajak kekayaan atau biaya-biaya
pemakaian {user fees), para administrator dan para anggota legislatif
bisa mendapatkan laporan-laporan yang tepat mengenai transaksi-
transaksi keuangan, untuk mempertahankan baik efisiensi ke dalam
maupun pengawasan dari Juar. '

F. SISTEM PENGANGGARAN

Sebelum reformasi keuangan daerah, sistem penganggaran, masih
menggunakan sistem penganggaran tradisional (line-item/object of
expenditure budget), yaitu pendekatan penganggaran dengan pendekatan
pos belanja, penyusunannya tidak berdasarkan kepada pemikiran dan analisis
dari rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai
tujnan yang ditetapkan sebelumnya. Penekanannya lebih dititikberatkan
kepada kebutuhan belanja/pengeluaran dan perhatiannya ditekankan
kepada bagaimana mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan anggaran
yvang digunakannya. '
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Distribusi dan pengalokasian anggaran hanya sebatas kepada jatah atau
pagu yang harus diberikan kepada setiap SKPD. Sebelum reformasi keuangan
daerah dikenal adanya belanja rutin dan belanja pembangunan, hal ini dapat
menyebabkan adanya dua lisme pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan,
sehingga timbulnya inefislensi dalam penggunaan anggaran di daerah
maupun di pusat. Tolok ukur keberhasilan kerja adalah apabila anggaran
yang disediakan atau dialokasikan dapat direalisasi secara penuh/digunakan
sampai 100 %, maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan berhasil.

Anggaran tradisional menampilkan anggaran dalam perspektif sifat
dasar (nature) dari sebuah pengeluaran atau belanja. Ciri kedua adalah
penggunaan konsep inkrementalisme, yaitu jumlah anggaran tahun tertentu
dihitung berdasarkan jumlah tahun sebelumnya dengan tingkat kenaikan
tertentu.

Reformasi Keuangan Negara dan Daerah dengan ditetapkannya 3 paket
Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Daerah, yaitu Undang-Undang
17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang 1 Tahun
2004, tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang 15 tahun 2004,
tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara,
maka sistem penganggaran diberlakukannya sistem penganggaran dengan
pendekatan: :

1. Penganggaran Terpady;
2. Penganggaran Berbasis Kinerja, dan
3. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM}.

1. PENERAPAN PENGANGGARAN SECARA TERPADU

Dengan pendekatan ini, semua kegiatan instansi pemerintah disusun
secara ferpadu, termasuk mengintegrasikan . anggaran belanja rutin
dan anggaran belanja pembangunan. Hal tersebut merupakan tahapan
vang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa
penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan
pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. '

Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara
keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional

Pada anpggaran secara terpadu, dipisahkan antara anggaraan untuk
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan penganggaran yang sifatnya
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untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan ﬁmgsi, contohnya: dulu
adanya anggaran rutin dan pembangunan (DIP dan DIK). DIK merupakan
daftar isian kegiatan yang dalamnya mengakomodir seluruh program dan
kegiatan operasional rutin, sedangkan anggaran pembangunan diakomodir
ke dalam dokumen perencanaan yang diberi nama Daftar Isian Proyek.
Dalam pelaksanaan sering terjadi tumpang tindih pembiayaan sehingga
terjadi pemborosan penggunaan anggaran, sehingga di era reformasi diambil
kebijakan oleh pemerintah, dengan menggabungkan dua sistem anggaran
tersebut dijadikan satu sistem penganggaran terpadu. Untuk dilakukan
pola manajemen pengelolaan yang terpadu sehingga mudah dilakukan
pengawasan dalam pengelolaannya, dengan berbagai instrumen di dalamnya.

2. MEKANISME PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA

Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang
menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran
kinerja. Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan
pada setiap input yang dialokasikan. Sedangkan pada sistem anggaran kinerja
pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetap1 }uga pada output dan
outcome.

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kinerja, merurpakan
proses perencanaan jangka pendek dan merupakan jabaran dari perencanaan

- jangka menengah daerah dan merupakan bagian dari jangka panjang daerah.

Dimana mengutakan hasil kinerjam berarti apa atau berapa besar dana
yang dialockasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
dahulu diukur berapa besar cut put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam
penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betil memperhitungkan
daya yang dimiliki, baik pada kinerja aparatur yang melaksanakan, tujuan
dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelaksanaannya
Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, harus betrul-betul
mempertimbangkan berapa besar alokasidana yang dibutuhkan dari masing-
masing program dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dlcapax dari
masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, saat ini lebih difokuskan pada perencanaan
berbasis kinerja (PBK), dan pendekatan anggaran terpadu dan KPJM, untuk
penerapan PBK. Penerapan anggaran terpadu prasyarat bagi penerapaan‘
PBK. Adapun pendekatan KPJM merupakan jaminan kontinyuitas penyediaan
angparan kegiatan, hal ini di karenakan telah dirancang untuk tiga sampai
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lima tahun kedepan. Ciri utama penerapan anggaran berbasis kinerja (PBK)
adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkajtan antara
pendanaan (input), dan hasil yang diharapkan (out comes), sehingga dapat
memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi kegiatan.

Perencanaan dan penganggaran APBD berbasis kinerja, merupakan
proses perencanaan jangka pendek dan merupakan jabaran dari perencanaan
jangka menengah daerah dan merupakan bagian dari jangka panjang daerah.
Dimana mengutakan hasil kinerjam berarti apa atau berapa besar dana
yang dialokasi untuk mendukung program dan kegiatan, harus terlebih
dahulu divkur berapa besar out put yang akan dihasilkan. Sehingga dalam
penyusunan dan penganggaran APBD harus betul-betil memperhitungkan
daya yang dimiliki, baik pada kinerja aparatur yang melaksanakan, tujuan
dan sasaran setiap program dan kegiatan harus jelas dalam pelaksanaannya
Sehingga dalam merancang dan menyusun APBD, harus betrul-betul
mempertimbangkan berapa besar alokasi dana yang dibutuhkan dari masing-
masing pragram dan kegiatan dan berapa besar hasil yang akan dicapai dari
masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.’

1. Tujuan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

a. Memberikan panduan bagi Kementerian dan lembaga serta
pemerintah daerah dalam penerapan pengganggran berbasis kinerja
sesuai kerangka logis penganggaran berbasis kinerja.

b. Bahan evaluasi dan monitoring penerapan PBK yang hasilnya
digunakan sebagai umpan balik dalam rangka perbaikan sistem
. perngg anggaran. : ' S ‘
2. Ruang Lingkup Pgﬁnerapén Penganggéran Berbasis Kinérja
a. Konsep landasan berppikir dan konsep-konsep yang mempunyai

kaitan erat dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja.

b. Tata cara Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Berisikan materi
mengani mekanisme penerapan penganggaran berbasis kinerja.

c. Mekanisme Transformasi di Masa Transisi berisikan mekanisme
penerapan PBK, agar dapat dilaksanakan melalui pemetaan
arsitektur program/kegiatan beserta alokasi anggarannya. Dasar
pijakannya adalah program/kegiatan hasil restrukturisasi yang
dapat mengakomodir visi dn misi presiden terpilih, sebagaimana
tertuang dalam RPJM Nasional. ' '
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3. Prinsip Penganggaran Berbasis Kinerja

a. Alokasi anggaran yang disusun dalam dokumen rencana kerja dan
anggaran, sumber daya yang efisien. Dalam hal ini, program /kegiatan
harus diarahkan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya
dengan menggunakan untuk mencapai hasil dan keluaran yang tefah
ditetapkan dalam rencana.

b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan -
tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages).
Prinsip tersebut menggambarkan kelleluasaan manager unit kerja
dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai keluaran sesuai
rencana. Keleluasaan tersebut meliputi poenentuan cara dan tahapan
suatu kegiatan untuk mencapai keluaran dan tahapar suatu kegiatan
untuk mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan
tersebut meliputi penentuan cara dan tahapan suatu kegiatan untuk
mencapai keluaran dan hasilnya pada saat pelaksanaan kegiatan.
Cara dan tahapan kegiatan beserta alokasi anggaran pada saat
perencanaan merupakan dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

¢. Money follow function, Function followed by structure.

Money follow function merupakan prinsip yang menggambarkan
bahwa pengalokasian anggaran untuk mendanai suatu kegiatan
di dasarkan pada tugas dan fungsi unit kerja sesuai maksud
pendiriannya. (biasa dinyatakan dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku). Lalu prinsip tersebut dikaitkan dengan
prinsip fuction followed by structure, yaitu suatu prinsip yang
menggambarkan bahwa struktur organisasi yang dibentuk sesuai
dengan fungsi yang diemban. Tugas dan fungsi suatuorganisasi dibagi
habis dalam unit-unit kerja yang ada dalam struktur organisasi,
sehingga dapat dipastikan tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi.

4. Komponen Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Dalam penyusunan penganggaran berbasis kinerja memerlukan tiga
komponenuntukmsing-masing program dankegiatan, halinidiisyaratkan
dalam pasal 7 (ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004
tentang Penyusunan Rencana kerja dan anggaran Kementrian Negara/
Lembaga yang meliputi:
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a. Indikator kinerija.
Merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program dan

kegiatan. Yang digunakan sebagai alat ukur adalah Key Performance
Indikator [KPI) atau indikator kinerja utama (IKU), yaitu alat untuk
menilai kinerja kegiatan, dan indikator untuk menilai kinerja sub
kegiatan.

b. Standar Biaya

Merupakan Masukan pada tahap awal penyusunan perencanaan
dan penganggaran berbasis kinerja, dan dijadikan standar biaya
keluaran. Atau dalam istilah sehari-hari dinamakan Standar Biaya
Umum. Standar Biaya umum merupakan dasar bagi para perencaaan
dan penganggaran untuk menyusun perencanaan anggaran dan
mengalokasikannya pada program dan kegiatan disetiap sektor
pembiayaan. Dan merupakan dasar bagi para pengelola keuangan
daerah untuk melakukan realisasi anggaran disetiap pelakasanaan
kegiatan. o

¢. Evaluasi Kinerja

Merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah
implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi
peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas
dari suatu program dan kegiatan. Dengan membandingkan antara
target dan realisasi terhadap pemanfaatan sumber daya. Dan ini
digunakan sebagai umpan balik (feed back) bagi organisasi untuk
memperbaiki kinerja.

5. Dasar Hukum Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Dasar hukum-’;,jrang digunakan untuk menyusun anggaran berbasis
kinerja meliputi:
1. Undang-Undang 17 tahun 2003, tentang keuangan Negara;

2. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, 'tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
- Pembangunan Nasional (SPPN).

4. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian/lembaga (RKA-KL)
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5. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004, tentang Rencana Kerja
Pemerintah.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam penyusunan dan penganggaran APBD berbasis kinerja yang
perlu diperhatikan dan dipertimbangkan bahwa masyarakat merupakan
tujuan dan sasaran awal dan akhir dari setiap pelaksanaan program dan
kegiatan, sehingga masyarakat berhak mengetahui semua informasi
yang jelas mengenai sasaran, tujuan dan hasil serta manfaat yang akan
diperoleh dari setiap pelaksanaan prgram dan kegiatan yang dialokasikan
pendanaannya melalui APBD, apakah aspirasi mereka telah tertampung
dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, utamanya apakah
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat telah terakomodir.

Masyarakat juga berhak untuk memintakan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan program dan kegiatan dalam APBD, jadi prinsip transparan
dan akuntabel dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berbasis
kinerja sangat diutamakan, tidak ada yang disembunyikan setiap
kepentingan hajat hidup masyaralat banyak.

Pemerintah Daerah harus menampung seluruh aspirasi masyarakat
dengan memilah-memilah mana yang merupakan skala prioritas
tinggi dan utama dan mana skala prioritas sedang dan rendah dari
aspek program dan kegiatan yang masih dapat ditunda. Tentu semua
ini diperlukan transparansi dalam merancang dan menyusun serta
merencanakan dan mengalokasikan anggarannya dalam APBD, dengan
melakukan terlebih dahulu musyawarah kerja pembangunan, baik pada
tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan propinsi dan dilanjutkan
pada tingkat Nasional.

a. Disiplin
Dalam menyusun dan merencanakan serta mengalokasikan setiap
program dan kegiatan dalam APBD, diperlukan prediksi atau pun
perkiraan kemampuan sumber-sumber penerimaan daerah yang
akan dijadikan pendapatan daerah yang diperuntukkan untuk
menyusun dan merencanakan program dan kegiatan. Perkiraan
atau predsiksi ini sangat diperlukan, karena perkiraan perkiraan
secara terukur dibutuhkan dalam mengalokasikan anggaran
setiap pos-pos atan pasal-pasal dalam program dan kegiatan
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yang dialokasikan merupakan batasan tertinggi bagi pengeluaran
belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya
kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan
tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan/proyek yang belum /tidak
tersedia anggarannya dalam APBD/maupun APBD perubahan.

b. Keadilan

Pemerintah daerah  wajib mengalokasikan penggunaan
anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian
pelayanan karena pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh
melalui peran serta masyarakat.

¢. Efisiensi dan Efektivitas

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan azas
efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya
dapat dipertanggungjawabkan.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin
untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang
maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Penerapan prinsip yang terakhir ini (prinsip ketiga) berkaitan erat
dengan kinerja yang menjadi tolok ukur efektivitas pengalokasian
anggaran. Hal ini berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

a. Efisiensi alokasi anggaran dapat dicapai, karena dapat dihindari
overlapping tugas/fungsi/kegiatan.

b. Pencapaian output dan outcomes dapat dilakukan secara
optimal, karena kegiatan yang diusulkan masing-masing unit
kerja benar-benar merupakan pelaksanaan dari tugas dan
fungsinya.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka dapat disimpulkan tujuan
penerapan anggaran bebasis kinerja diharapkan dapat:

a. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerjayang
akan dicapai (directly linkages between performance and budget);

b. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan
{operational efficiency);
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c. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit dalam
melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and
accountability).

Sumber. Pedoman Penerapan Penganggaran berbasis kinerja (PBK),
Departemnen Keuangan R | dan Bappenas, Tahun 2007.

3. PENDEKATAN PENGANGGARAN DENGAN PERSPEKTIF JANGKA MENENGAH

Penyusunan anggaran dengan perspektif jangka menengah
memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan
antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin
fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis,
dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan
pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien.

Dengan melakukan proyeksi jangka menengah, dapat dikurangi
ketidakpastian di masa yang akan datang dalam penyediaan dana untuk
membiayai pelaksanaanberbagaiinisiatifkebijakanbaru dalam penganggaran
tahunan tetap dimungkinkan, tetapi pada saat yang sama harus puia dihitung
implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks keberianjutan fiskal
dalam jangka menengah (medium term fiskal sustainability}. Cara ini juga
memberikan peluang kepada SKPD dan PPKD untuk melakukan analisis
apakah perlu melakukan perubahan terhadap kebijakan yang ada, termasuk
menghentikan programprogram yang tidak efektif, agar kebiiakan-kebijakan
baru dapat diakomodasikan.

Dengan memusatkan perhatian pada kebijakan-kebijakan yang dapat
dibiayai, diharapkan dapat tercapainya disiplin fiskal, yang merupakan
kunci bagi tingkat kepastian ketersediaan sumber daya untuk membiayai
kebijakan-kebijakan prioritas.

Sebagai konsekuensi dari menempuh proses penganggaran dengan
perspektif jangka menengah secara disiplin, manajemen mendapatkan
imbalan dalam bentuk keleluasaan pada tahap implementasi dalam kerangka
kinerja yang dijaga dengan ketat.

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah (anggaran} harus tetap

berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik,
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antara lain: akuntabilitas, transparansi, value for money, pengendalian, dan
pengawasan.

Akuntabilitaskeuangandanpengendalian dalam eksekutifdimulaiden gan -

penyiapan anggaran yang memberikan fondasi untuk semua pengukuran
berikutnya. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, pelaksanaannya
menjadi tanggung jawab satuan kerja (satker) yang mengelola anggaran dan
eksekutif secara keseluruhan.

a.

Tujuan dan Sasaran KPJM

Tujuan adalah untuk memberikan kerangka kerja perencanaan dan

penganggaran yang menyeluruh dengan manfaat yang optimal dengan
harapan:

1. Transparancy aloaksi sumber daya anggaran yvang lebih baik
(aftocative efficiency);

2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve
option); _

3. Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policy
option};

4. Meningkatkan disiplin fiscal (fiscal dicipline);

5. Menjamin adanya kesinambungan fiscal {fiscal sustainability).

Proyeksi penganggaran jangka menengah, tingkat kepastian
ketersediaan dana anggaran dimasa mendatang dapat dikurangi, baik
dari sisi penyediaan kebutuhan dana unutk membiayai pelaksanaan
berbagai inisiatif kebijakan prioritas baru maupun untuk terjaminnya
keberlangsungan kebijakan prioritas baru maupun terjaminnya
keberlangsungan kebijakan prioritas yang tengah berjalan (on-going
policies). Sehingga desaian kebijakan dapat menjanjikan perencanaan
penganggaran yang berorientasi kepada pencapaian sasaran dan hasil
secara utuh, komprehensif, serta dalam konteks yang tepat berdasarkan
kerangka perencanaan yang ditetapkan.

Dasar Hukum Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM):

1. Undang-Undang 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
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2. Undang-Undang 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaamn
Pembangunan Nasional {SPPN)

3. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004, tentang Petunjuk
Penysunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-KL).

b. Kerangka KPJM

Kerangka KPjM berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004, tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

Tersirat dalam kedua Undang-undang tersebut telah diatur mengenai
mekanisme penyusunan rencana keja nasional baik yang bersifat jangka
panjang (20) tahun, jangka menengah 5Tahun maupun jangka pendek
1 {satu) tahun. Sedangkan pemerintah daerah menyesuaikan dalam
pelaksanaan penyusunan perencanaan penganggaran bagi daerahnya
masing-masing, dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPM
Nasional.

Pada intinya KPJM adalah alat yang dapat digunakan oleh pembuat
kebijakan dalam memotret implikasi kebijakan yang disusun dan
ditetapkan terhadap dampak anggaran yang akan ditimbulkan pada
tahun-tahun anggaran berikut Misalnya pada tahun 2012 pemerintah
menetapkan kebijakan A. untuk dilaksanakan dan direncanakan untuk
dilanjutkaan beberapa tahun kedepan. Setelah APBN 2012 ditetapkan
maka besarnya alokasi anggaran untuk kebijakan A tersebut dijadikan
baseline kebijakan dan indikasi pendanaann}ra untuk 3 tahun kedepan,
yaitu 2013, 2014 dan 2015.

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) Kementedan Keuangan dan

Bappenas Tahun 2003,

Kerangka KPJM tergambar pada gambar 3.2 di bawah ini:
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Gambar 3.3,

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM) Kementerian Keuangan dan
Bappenas Tahun 200
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Cara Kerja KPJM.

KP]M adalah proyeksi berdasarkan baseline untuk seluruh penerimaan
dan pengeluaran selama tiga tahun yang melampaui anggaran tahun
beikutnya. Setelah anggaran ditetapkan, tahun pertama dari perkiraan
maju menjadi dasar bagi anggaraan tahun berikutnya dan ditambahkan
satu tahun lagi dalam perkiraan maju.

Tahun anggaran 2012 dan KPJM tahun 2013-2015

2012 2013 2014 2015

APEN Perkiraan Perkiraan|Perkiraan
Maju Maju Maju

TO T+1 T+2 T+3

Tahun anggaran 2013 dan KPJM tahun 2014- 2015.

2012 2013 2014 2015 2016

REALISASI APBN/APBD |Perkiraan{Perkiraan|Perkiraan
Maju Maju Maju

T-1 TO T+1 T+2 T+3

Tahun anggaran 2014 dan KPJM 2015- 2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Realisasi | Realisasi |A P B N /|Perkiraan|Perkiraan|Perkiraan
APBD Maju Maju Maju
t-2 t- 1 T0 T+ 1 T+ 2 T+3
Gambar 3.4.

Cara kerja KPJM

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM), Kemenkeu dan Bappenas 2009.

Perkiraan maju pada dasarnya mempresentasikan implikasi anggaran
untuk sebuah kebijakan dikaitkan dengan pengeluaran-pengeluaran
pada masa yang akan datang. Jika tidak ada kebijakan baru ataupun
penyesuaian lain seperti standar biaya baru atau indeks volume yang
akan dipergunakan maka perkiraan maju hanya menghitung biaya-biaya
dari seluruh program yang berjalan tetapi tidak termasuk pengeluaran
tambahan untuk program-program baru pada tahun anggaran berikutnya
atau perluasan program karena kebijakan pemerintah.
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d. Tahapén Penerapan KPJM

4. Bertanjut;

) _ Tahapan Penerapan KPIM b. Bihentikan:
Kebijakan Pemerintah 4

Yang ada =Ditinjau;

* -
[ ioritas Kembali 1, Belanjut
[ empriaritas i }pk.an
2. Kebijakan Baru
g 1.Kebijakan lama: realisasi,
Proses Penganggaran trend analisis, penyesuaian.
l —

A 2 Kebijakan Baru; penilaians

Menetapkan

Yang dihitung Total = Lama +

Baseline baru

=
Merumuskan parameter

Parameter Indeks ; .

L 2

. 2012, 2013, 2014

. v

r ~ Forward Estimate

Menghitung FE
- 2012, 2013, 2014, 2015,
S ~ 20186, 2017,
Gambar:3.5.
Tahapan Penerapan KPJM

Sumber; Pe_durnan penerapan kerangka pengeluaran jangka
menengah (KPJM} Kementerian Keuangan dan
Bappenas Tahun 2009

Penerapan KPJM disesuaikan dengan kerangka konseptual daan
kerangka kerja KPJM, maka diperlukan tahapan implementasi KPJM
secara operasional. Secara umum, implementasi sistem penganggaran
dalam KPJM secara operasional memerlukan tahapan-tahapan yang
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sistematis dan bersifat runtut (sequential) meliputi:

Evaluasi kebijakan berjalan;

Penyusunan Prioritas;

Proses Penganggaran;

Penetapan baseline anggaran;

Penetapan Parameter/indikator yang akan mempengaruhj besaran
alokasi:

6. Penetapan tiga tahun perkiraan maju.

Vi W

Evaluasi Kebijakan Berjalan

Evaluasi kebijakan merupakaan prasyarat mutlak bagi implementasi
KPJM. Hal ini terkait erat dengan penerapan paradigma rolling budget,
Rolling budget dapat dimplementasikan dengan baik jika dalam proses
perencanaan terdapat mekanisme dengan baik jika dalam proses
perencanaan terdapat mekanisme untuk melakukan evaluasi terhadap
kebijakan yang telah ditetapkan untuk mengetahui apakah pada tahun
anggaraan selanjutnya masih tetap dilaksanakan atau dihentikan.

Dalam melaksanakanevaluasiini, pembuat kebijakan dapat menggunakan
beberapa pendekatan dalam tujuan kebijakannya diantaranya:

1. Fokus pada kebijakan dengan alokasi anggaran yang sangat besar,
bersifat sensitif, kompleks, dan mengandung risiko yang besar;

2. Kewajaraan {appropriatness)

Kebijakan rencana didukung lingkungan yang kondusif dan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja pemerintah yang
melaksanakan;

3. Efektivitas
Menilai bagaimana rencana disusun dan penggunaan dana yang
telah dialokasikan untuk menghasilkan output serta mencapai
gutcome secara riil;

4. Efisiensi
Menilai berapa besar anggaran yang digunakan untuk menghasilkan
output dengan memperhatikan kualitas output yang dihasilkan;

5. Integrasi

Bagaimana menilai penciptaan sinergi dalam menyatukan berbagai
program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kebijakan
tersebut.
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6. Penilaian kinerja

Mempertimbangkan realisasi pencapaian kinerja dibandingkan
dengan rencana yang ditetapkan dan menganalisis faktor-faktor
yang terkait.

Penyelaraskan dengan kebijakan strategis (strategic Poficy Aligment)
Memperhatikan kebijakan-kebijakan lain yang terkait dalam
mewujudkan pencapaian outcome secara nasional.

Untuk melaksanakan penilaian dan evaluasi terhadap berbagai
kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, maka pemerintah dapat
menggunakan metodelogi evaluasi sebagai berikut:

1.

Evaluasi berhasis teori (theory based evalution)

Evaluasi yang dilakukan dengan berfokus pada logika sekuensial di
mana sebuah intervensi kebijakan diharapkan dapat memberikan
sebuah tahapan efek yang diinginkan. Di samping itu, evaluasi
ini juga berusaha untuk mengidentifikasi mekanisme bagaimana
sebuah kebijakaan/program-program dapat menghasilkan sebuah
dampak positif seperti yang diinginkan oleh perencana kebijakan
{policy planner).

Evalusi berdasarkan tujuan {goals-based evalution)

Evaluasi ini merupakan evaluasi yang paling sering mengemukakan
dalam menilai tingkat keberhasilan sebuah kebijakan publik (public
policyefectiveness], yaitu menanyakan/memonitor apakah cut come
(dampak positif) yang diharpkan dari sebuah/beberapa inisiatif
kebijakan pemerintah telah dapat dicapai melalui sebuah atau
beberapa parameter'terte_ntu. Misalnya: meningkatkan kemampuan
baca dan tulis anak-anak dan dewasa telah dicapai.

Evaluasi bebas (goals-free evalution}

Pembuat kebijakan dan. evaluation biasanya tertarik terhadap
koonsekuensi atau outcome kebijakan/program/kegiatan yang
tidak diharapkan. OQut come yang tidak diharapkan ini kemungkinan
juga menghasitkan manfaat atau justru baerdampak negatif. Metode
Evaluasi ini fokus pada pencapaian efek yang aktual atau outcome
kebijakan/program/kegiatan tanpa perlu mengetahui apakah tujuan
yang diharapkan telah dicapai.

Evaluasi eksperimen dan aguasi eksperimen (eksperimentaal and
guasi-eksperimentaal evaalution)
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Metode evaluasi ini menyediakan bukti yang valid dan dapat
diandalkan mengenai keefektifan relatif sebuah intervensi
kebijakan dibandingkan dengan intervensi kebijakan lainnya,
atau dibandingkan jika tidak ada intervensi kebijakan. Di samping
itu metode ini juga menyediakan bukti yang tepat mengenai
pertanyaan-pertanyaan seperti apakah penyediaan jasa konsultasi
untuk masyaraakat yang berpenghasilan rendah lebih efektif atau
kurang efektif dibandingkan dengan misalnya menyediakan training
keterampilan atau tidak melakukan apa pun. :
Evaluasi Kualitatif {Qualitative evaluation}

Metode ini dibuat untuk mempelajari isu-isu yang dipilih
secaramendalam dan mendetail. Kedalaman analisis dan tingkat
kedetailan tinggi sangat diperlukan untuk menentukan pertanyaan-
pertanyaan yang tepat dalam melakukan evaluasi dan untuk
mengidentifikasi kondisi situsional dan kontekstual, di mana
kebijakan/program/kegiatan yang telah dilaksanakan menghasilkan
suatu parameter tertentu yang akan menunjukkan secara jelas gagal
untuk mencapai tujuan yang didesain untuk dicapai.

Penilaian dan evaluasi ekonomi {economic appraisal and evalution]

Kebijakan pemerintah berupa program dan Kkegiatan yang
menimbulkan konsekuensi alokasi sumber daya publik {dalam
konteks ini adalah alokasi anggaran ) yang langka dan terbatas, harus
berkompetisi terhadap berbagai perminataan dan kepentingan.

Penyusunan Pricritas

Prioritas disusun oleh pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi pada
tehap sebelumnya. Penyusunan prioritas kembali ini perlu dilakukan
untuk memastikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan
dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Pemerintah akan
mengetahui seluruh kebijakan kebijakan publik yang akan dijalankan
pada tahun anggaraan berikutnya, baik berupa kebijakan-kebijakan
terusan/lanjutan maupun kebijakan-kebijakan baru {new initiatives)
sehingga pemerintah dapat melakukan alokasi pendanaan anggaraan
sesual dengan tingkat urgensinyaa pada tahapan selanjutnya.
Sehingga tahapan yang paling penting dilakukan pemerintah adalah
menyusun sebuah daftar prioritas kebijakan-kebijakan yang akaan
dilaksanakan agar dalam proses berikutnya Pemerintah, dalam hal
ini adalah Menteri Keuangan sebagai otoritas fiskal, dapat melakukan
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penghitungan alokasi pendanaan yang dibutubkan dan disesuaikan
dengan sumber daya anggaran yang tersedia (resources availability).

8. ProsesPenganggaran

Proses Penganggaran merupakaan tahapan ketiga ini, akan dilakukan
proses penghitungan alokasi pendanaan masing-masirig kebijakan
berdasarkan daftar prioritas kebijakan yang ada sesuai dengan
sumber daya anggaran yang tersedia. Proses penganggaran akan
dilaksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. J}ika merupakan kebijakan lanjutan maka identifikasi
pendanaannya menggdnakan asumsi pendanaén tahun
sebelumnya ditambah dengan penyesuaian penyesuaian
terhadap parameter parameter yang ada.

2. )ika merupakan kebijakan baru maka identifikasi pendanaannya
menggunakan metodelogi penilaian kebutuhan (need assesment}
dan penilaian ekonomi {economic appraisal).

9. Penetapan Base line

Base line dalam konteks ini merupakan seluruh biaya yang
ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat
Tahun anggaran ini dan tahun-tahun berikutnya dalam jangka
menengah. Sehingga pemerintah harus menetaapkan base fine
berdasarkan penjumlahan antara pendanaan kegiatan berjalan dan
pendanaan atas usulan kegiatan baru.

10. Penetapan parameter

Merupakan parameter ekonomi atau specifik (terkait) program di
mana pengelola/pelaksana operasional kebijakan & Pemerintah
tidak memiliki kendali untuk mempengaruhi harga atau biaya dari
keluaran. Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk perkiraan
maju (forward estimate} digunakan 2 jenis parameter, yaitu
parameter ekonomi dan parameter non ekonomi. _

11. Penetapan Perkiraan maju 3 tahun anggaran

Perencanaan dan Penganggaraan di Indonesia, implementasi
mekanisme Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah idealnya
adalah untuk jangka 5 tahun, sesuai dengan masa jabatan seorang
Presiden terpilih atau kepala daerah terpilih. Hal ini disebabkan
pada prinsipnya KPJM di Indonesia adalah perwujudan visi Presiden
terpilih yang disampaikan pada masa kampanye, sehingga dalam hal
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ini KPJM akan berperan sebagai salah satu instrumen akuntabilitas
pemerintah terhadap masyarakat. Akan tetapi memperhatikan dan
mempertimbangkan kendisi situasi dan lingkungan makro ekonomi
nasional yang begitu dinamis, akan relatif sulit untuk menyajikan
inidikasi ketersediaan sumber daya anggaran {resource envelope}
yang relatif akurat sebagaai indikasi pendanaan jangka menengah.

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah {KPJM} Kementerian Keuangan dan
Bappenas tahun 2009,

Penggunaan KP|M

Penggunaan kerangka jangka menengah untuk mengaitkan
kebijakan, perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan sesuai
kemampuan masing-masing Negara. Sebagian Negara menggunakan
pendakatan top-down, yaitn dengan membuat kerangka jangka
menengah secara keseluruhan untuk mengalokasikan sumber
daya antar sektor. Sebagian lagi memulainya dari tingkat sektor
untuk kemudian menghasilkan pendekatan jangka menengah
yang komprehensif. Gabungan dari dua pendekatan ini dapat
menghasilkan keseimbangan yang lebih baik antara kebijakan dan
sumber daya lintas sektor. Hasil yang ideal bisa diperoleh dengan
menggunakan pendekatan jangka menengah dalam pengambilan
keputusan dan alokasi sumber daya di seluruh sektor pemerintah,
yaitu kombinasi pengambilan keputusan top-down dan bottom-up
untuk alokasi belanja. "

Penggunaan perspektif mult tahunan dalam penganggaran penting
dilakukan untuk penganggaran yang baik. Medium Term Expenditure
Framework (MTEF) atau Kefangka Pengeluaran Jangka Menengah
(KPJM} merupakan cermin dari penggunaan perspektif multi
tahunan tersebut, umumnya dalam kerangka tiga sampai lima tahun.
KPJM didefinisikan sebagai:

A whole-of-government strategic policy and expenditure framework
within which ministers and line ministries are provided with greater
responsibility for resource allocation decisions and resources use.
The key of successful MTEF is that institutional mechanisms assist
and require relevant decision-makers to balance what is affordable
in aggregate against the policy priorities of the country. {(Public
Expenditure Management Handbook, World Bank, 1998, p.46)
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Tujuan- dari penyusunan KPJM menurut World Bank adalah:

1.

Memperbaiki keseimbangan makro ekonomi, terutama disiplin
anggaran, dengan menyusun sebuah kerangka kerja sumber
daya yang konsisten dan realistis;

Memperbaiki alokasi sumber daya terhadap prioritas strategis
antar dan dalam sektor;

Meningkatkan komitmen terhadap perkiraan, baik dalam hal
kebijakan maupun pendanaan sehingga unit pemerintahan
dapat menyusun rencana dan program dapat dilanjutkan;

Memberikan batas anggaran yang tegas bagi - unit-unit
pemerintahan dan meningkatkan otonomi, yang pada akhirnya

meningkatkan insentif bagi penggunaan dana secara efisien dan
efelktif.

Serupa dengan KPJM, “perencanaan dan prakiraan belanja” memiliki
dua tujuan utama {William Ailan, 1999), yaitu:

1.

Menyediakan informasi biaya-biaya jangka menengah dari
kebijakan belanja saat ini dengan lebih baik dan karenanya
memberikan keleluasaan dalam melakukan perubahan
kebijakan anggaran yang membutuhkan waktu lebih dari satu
tahun untuk pelaksanaannya; dan’

Menunjukkan kaitan antara belanja modal dan biaya-biaya
recurrent di masa datang terkait dengan barang modal tersebut,
dan karenanya memungkinkan adanya analisis dampak dari
investast publik tersebut terhadap anggaran dalam jangka
menengah.

Penerapan KPJM dilakukan melalui proses perencanaan strategis secara
top-down (dari Menteri Keuangan dan Kabinet) dan secara bottom-up (di
kementerian sektoral) yang terintegrasi. Top-down meliputi: (1) proyeksi
sumber daya keseluruhan untuk tiga tahun ke depan (dalam negeri dan
luar negeri), dan {2) mengalokasikan sumber daya tersebut ke sektor-
sektor berdasarkan prioritas dan kebijakan pemerintah. Bottem-up proses

- meliputi: (1} kementerian memperkirakan biaya pelaksanaan kebijakan dan
pencapaian output yang disepakati melalui penyusunan anggaran kinerja
yang terintegrasi untuk tiga tahun ke depan; (2) meneruskan informasi ini ke
Menteri Keuangan dan Kabinet sehingga dapatdilakukan penyesuaian alokasi
antar sektor dan kementerian yang didasarkan pada biaya pelaksanaan
kebijakan dan program prioritas.
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Penyusunan KPJM dapat dilakukan di tingkat sektor maupun di tingkat
nasional. Langkah-langkah penyusunan yang dilakukan di kedua sektor
sedikit berbeda. Penyusunan KPJM di tingkat sektor dilakukan melalui
tahapan berikut:

1. Melakukan reviu dan menyepakati tujuan dan kebijakan sektor
Idealnya dilakukan secara bottom-up/top-down sehingga baik di
tingkat politis maupun tingkat teknis terlibat. Reviu dilakukan
dengan cara: (1) melihat apakah suatu kebijakan menjadi tanggung
jawab pemerintah atau bisa di alihkan ke pihak swasta; apakah
angearan merupakan carayang tepat untuk melaksanakan kebijakan;
(2) mendefinisikan tujuan dan sasaran kementerian sektoral dan
lembaga.

2. Menentukan alokasi sumber daya per sektor. Kesulitan terbesar
adalah menyusun proyeksi sumber daya untuk jangka menengah,
termasuk yang berasal dari pajak, donor, retribusi, organisasi
relawan, dan swasta.

3. Menilai implikasi belanja dan pendapatan dari kebijakan,
dan penyusunan KPJM. Para pembuat keputusan perlu
mempertimbangkan implikasi belanja dari prioritas kebijakan hasil
atas proses reviu di atas. Setelah melakukan analisis biaya, kemudian
lihat kaitannya dengan hasil reviu prioritas kebijakan sektor dan
alokasi sumber daya yang telah ditetapkan untuk sektor.

Sumber: Pedoman penerapan kerangka pengeluaran jangka
menengah (KPJM} Kementerian Keuangan dan
Bappenas Tahun 2009

Di tingkat nasional, KPJM yang komprehensif disusun melalui 7 {tujuh}
tahapan berikut:

» Tahap1

Merupakan tahap penyusunan kerangka makro ekonomi yang akan
digunakan dalam memproyeksikan pendapatan dan belanja selama 3
tahun ke depan. Tahap ini memeriukan analisis dan penyusunan model.
Tahap ini meliputi:

0. Mengaitkan proyeksi ekonomidengan target anggaran. Penerjemahan
rencana ke dalam anggaran rawan terhadap terjadinya inkonsistensi.
Misalnya, keputusan yang diambil tidak mempertimbangkan
batasan sumber daya secara agregat atau biaya-biaya pemeliharaan
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yang ditimbulkan. Model yang telah disusun dapat membantu
mengidentifikasi masalah, yaitu memeriksa konsistensi internal
dari usulan anggaran; menyediakan prakiraan yang akurat;
mengilustrasikan trade-offs diantara alternatif penggunaan sumber
daya; dan menjelaskan asumsi-asumsi dasar yang digunakan.
Penggunaan perangkat komputer dapat lebih memudahkan
pembuatan model dan analisis. '

b.  Pembuatan dan penggunaan model. Kualitas pembuatan model
ditentukan dari seberapa besar keterlibatan pihak-pihak yang
tertarik untuk melakukan reviu data, mendiskusikan pandangan
yang berbeda tentang hubungan-hubungan yang terjadi, dan
- menentukan kriteria data yang dapat digunakan.

Tahap 2

Tahap ini bisa dilakukan bersamaan dengan Tahap 1. Pada tahap ini
dilakukan reviu per sektor di mana sasaran dan kegiatan masing-masing
sektor disepakati dan kemudian dihitung biayanya. Ada tiga langkah
dalam melakukan reviu, yaitu:

a. Menyepakati sasaran, output dan kegiatan;
b.  Mereviu/menyusun program dan sub-program yang disepakati; dan
€. Menghitung biaya dari program-program yang disepakati.

Setelah ketiga langkah di atas dilakukan, proses selanjutnya adalah
menentukan prioritas sehingga biaya-biaya program dapat disesuaikan
dengan sumber daya yang tersedia. Dengan kata lain, pada tahap ini
ditetapkan plafon awal untuk masing-masing program. Program-
program yang harus dikurangi karena keterbatasan sumber daya
harus diidentifikasi. Semua informasi tadi kemudian digunakan dalam
menyusun kerangka dan plafon belanja.

Tahap 3

Pada tahap ini dilakukan dengar pendapat antara Menteri Keuangan
(sebagai penanggung jawab penyusunan KPjM) dengan kementerian/
lembaga yang melaksanakan program untuk bersama-sama membahas
prioritas dari masing-masing kementerian/lembaga serta output-
cutput yang telah disepakati pada Tahap 2. Pada tahap ini data yang
tersedia dianalisis sehingga dapat disusun anggaran yang benar-benar
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berdasarkan prioritas dan terpadu. Kuncinya adalah pada seberapa
intensif dan refiable data yang tersedia.

Tahap 4

Hasil dari Tahap 1 dan 2 kemudian digunakan oleh Menteri Keuangan

untuk menyusun strategic expenditure framework. Kerangka ini berfungsi

sebagai:

a. Alat analisis trade-off antar dan dalam satu sektor atas keputusan
pendanaan tertentu

b. Dasar penentuan plafon belanja sektor untuk satu tahun ke depan
serta dua tahun berikutnya. .

KPJM membutuhkan disiplin anggaran, dan ini bisa dicapai jika ada
konsensus di tingkat para pembuat kebijakan. Dengan konsensus
ini maka tercipta disiplin dalam mematuhi target-target belanja,
termasuk proses penyesuaiannya. KPJM dapat berjangka tiga atau
lima tahun dan mencantumkan beberapa hal berikut secara jelas:

c. Tujuan kebijakan secara luas dan peran pemerintah dalam
perekonomian;

d. Perlunya disiplin dalam manajemen makro ekonomi;

e. Target-target pendapatan dan belanja publik secara keseluruhan;

f. Prosedur penyusunan dan revisi KP|M;

g. Tanggung jawab unit-unit kunci.

Tahap 5

Pada tahap ini dilakukan pengambilan keputusan alokasi sumber
daya per sektor untuk jangka menengah dengan memertimbangkan
kemampuan dan prioritas antar sektor sebagai dasar. Plafon anggaran
masing-masing sektor untuk tiga tahun ke depan juga ditetapkan pada
tahap ini. Keseimbangan antara kebijakan dan sumber daya yang tersedia
akan menentukan berguna atau tidaknya plafon yang telah ditetapkan.
Beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan alokasi
sumber daya guna menetapkan plafon anggaran:

a. Aspek politik berperan besar dalam melakukan alokasi sumber
daya, karenanya disarankan untuk menyepakati kriteria yang akan
digunakan dalam menentukan alokasi tersebut.
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b. Perubahan politik, sosial, ekonomi akan membawa berpengaruh pada
prioritas pemerintah. Plafon anggaran harus dapat menggambarkan
trade-off antara kebijakan dan program di tingkat sektor.

¢. Perlu adanya panduan untuk dana-dana bantuan asing dan dalam
negeri, belanja modal dan belanja operasional.

Tahap 6

Kementerian/Lembaga melakukan revisi dan finalisasi atas perkiraan
anggaran untuk disesuaikan dengan plafon yang telah diberikan. Setelah
kementerian menyusun rencana dan perkiraan, diajukan ke Menteri
Keuangan untuk direviu apakah telah sesuai dengan kebijakan, rencana,
prioritas dan plafon yang telah disepakati.

Tahap 7

Anggaran kementerian/lembaga direviu ulang oleh Departemen
Keuangan dan hasilnya di ajukan ke legislatif untuk dibahas dan
dimintakan persetujuannya. Perkiraan tahun pertama sifatnya tetap
sementara perkiraan tahun kedua dan ketiga bersifat indikatif.

Penyusunan anggaran dengan format Kerangka Pengeluaran Jangka

Menengah (KPJM), dimasukkan ke dalam klasifikasi anggaran sebagai berikut.

1)

2)
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Klasifikasi anggaran.

Klasifikasi anggaran merupakan pengelompokan anggaran berdasarkan
organisasi, fungsi dan jenis belanja (ekonomi). Pengelompokkan ini
bertujuan untuk melihat besaran lokasi anggaran menurut organisasi
pemerintah daerah, tugas-fungsi pemerintah, dan belanja daerah.

Klasifikasi Menurut Organisasi

Klasifikasi organisasi merupakan pengelompokan alokasi anggaran
belanja sesuai dengan struktur organisasi pemerintah daerah yang
dimaksud organisasi adalah pemerintah daerah, yaitu organisasi yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang
berlaku. Suatu Unit Kerja dapat terdiri beberapa unit kerja lainnya
yang merupakan bagian dalam lingkungan pemerintah daerah yang
bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan dan
berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) disetiap unit kerja
dalam lingkungan pemerintah daerah.




3)
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Klasifikasi anggaran belanja berdasarkan organisasi menurut unit kerja

pemerintah daerah disebut Bagian anggaran (BA). Dilihat dari apa yang

dikelola, BA dapat dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis.

* Pertama, Bagian anggaran Pemerintah Daerah merupakan kelompok
anggaran yang dikuasakan kepada Gubernur Kepala Daerah selaku
Pengguna Anggaran {PA). '

» Kedua, Bagian anggaran Bendahara Umum Daerah; yang selanjutnya
disebut BA-BUD adalah kelompok anggaran yang dikelola oleh
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Penetepan suatu organisasi sebagaiBagian Anggaran dalam hubungannya
dengan pengelolaan keuangan daerah mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Pengelola Keuangan Pemerintah Daerah:

a. Gubernur Kepala Daerah adalah Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang bagi Daerah yang dipimpinannya (pasal 4 ayat 1 UU
nomor 1 tahun 2004 tentang Negara)

b. Sekretaris Daerah, ditunjuk oleh Gebernur Kepala Daerah
sebagai koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

c. Kepala SKPD, ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran dilingkungan Dinasnya.

d. Dan Pejabat di bawahnya ditunjuk sebagai Pe;ahat Pembuat
Komitmen di setiap SKPD.

Klasifikasi Menurut Fungsi

Klasifikasi anggaran menurut fungsi, merinci anggaran belanja menurut
fungsi dan subfungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan
dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan nasional. Sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut
dari fungsi.

Penggunaan fungsi dan subfungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan
fungsi masing-masing SKPD. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan
(merupakan penjabaran program) yang dilaksanakan, sehingga suatu
program dapat menggunakan lebih dari satu fungsi. Yang dimaksud
program adalah penjabaran kebijakan SKPD dibidang tertentu yang
dilaksanakan dalam bentuk upaya vang berisi satu atau beberapa
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
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mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan
instansi atau masyarakat dalam koordinasi SKPD yang bersangkutan.

4) Klasifikasi Jenis Belanja (Ekonomi}

Jenis Belanja dalam klasifikasi belanja digunakan dalam dokumen
anggaran baik dalam proses penyusunan anggaran, pelaksanaan
anggaran dan pertanggung jawabn/pelaporan anggaran. Namun
penggunaan jenis belanja dalam dokumen tersebut mempunyai tujuan
berbeda. Berkenaan dengan proses penyusunan anggaran dalam
dokumen RKA SKPD tujuan penggunaan jenis belanja ini dimaksudkan
untuk mengetahui pendistribusian alokasi anggaran ke dalam jenis-jenis
belanja. Jenis-jenis belanja yang digunakan dalam penyusunan RKA-
SKPD adalah sebagai berikut:

(1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan konpensasi
terhadap pegawaibaik dalam bentuk uang maupun barangyang harus
diberikan kepada pegawai pemerintah (pejabat negara, pegawai
negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah
yang belum berstatus PNS) yang bertugas di dalam maupun dituar
negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan
kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan medal dan
atau kegiatan mempunyai output dalam katogori belanja barang.

(2} Belanja Barang

Belanja Barang, yaitu pengelnaran untuk menampung pembelian
barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan
jasayang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan
barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada
masyarakat dan belanja perjalanan. Dalam pengertian belanja

- dimaksud termasuk honorarium yang diberikan dalam kerangka
pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Belanja
Barang dapat dibedakan menjadi Belanja Barang Operasional dan
Belanja Barang Non Operasional. Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan,
serta Belanja Perjalanan Dinas.

[3) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan
dalam rangka memperoleh atau menambah nilai asset tetap dan
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asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode
akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut
dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan
kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat
dalam registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk dijual. Contoh
pengadaan tanah, gedung dan bangunan jaringan jalan dan irigasi,
peralatan dan mesin maupun dalam bentuk fisik lainnya.

Bunga Utang

Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga
(interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang
baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, baik utang
dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan
posisi pinjaman. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan
dan Bagian Anggaran BUD.

Subsidi

Subsidi, yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/
lembaga yang memproduksi, menjual, mengexpor, atau mengimpor
barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak
sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh
masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk menyalurkan
subsidi kepada perusahaan negara dan perusahaan swasta. Jenis
belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari Bagian Anggaran
BUD.

Bantuan Sosial

" Belanja bantuan sosial, yaitu transfer uang atau barang vang

diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna
melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan
sosial dapat langsung diberikan kepada masyarakat dan atau
lembaga kemasyarakatan termasuk di dalamnnya bantuan untuk
lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang
lain yang berperan untuk melindungi individu kelompok dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadi risiko sosial.

Belanja bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang atau barang

dan jasa, Belanja sosial bersifat sementara atau berkelanjutan guna
memberikan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial,
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pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar dapat
meningkatkan taraf kesejahteraan kualitas kelangsungan hidup,
dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian,
Belanja Bantuan sosial diberikan dalam bentuk: {1} bantuan
langsung; (2} penyediaan aksessibilitas, dan/atau(3) penguatan
kelembagaan

(7) Hibah

Merupakan belanja pemerintah pusat kepada pemerintah negara
lain, organisasi international, dan pemerintah daerah yang bersifat
sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali
serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian
antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak
dalam bentuk nang ataun barang dan jasa. Termasuk dalam belanja
hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri vang di terus
hibahkan kepada pemerintah daerah.

(8) Belanja Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah
yang tidak masuk dalam kategori belanjapegawai, belanjabarang,
belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja
hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak
dapat diprediksi sebelumnya.

Yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa secara operasional
prinsip utama penerapan PBK adalab adanya keterkaitan yang
jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen perencanaan
nasional dan algkasi anggaran yang dikelola Kementerian Negara
dan Lembaga sesuai.

Sumber: Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka
Menengah (KPJM} Kementerian Keuvangan dan
Bappenas tahun 2009).

3.5 Latihan

1. Jelaskan tentang belanja lain-lain.
2. Apayang dimaksud dengan dana Hibah.

3. Apayang dimaksud dengan dana bantuan sosial
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Apa yang dimaksud dengan belanja modal.
Jelaskan tentang KPJM.
Jelaskan tentang anggaran terpadu.

N ;e

Bagaimana keterkaitan anggaran terpadu, dengan KP]JM dan
anggaran Berbasis Kinerja.

Apa yang dimaksud dengan klasifikasi anggaran menurut fungsi.
Jelaskan anggaran disusun berdasarkan pendekatan waktu.

10. Dananggaran disusun berdasarkan top down planning dan botton up
planning. '

3.6 Rangkuman

1. Proses penyusunanperencanaan dan penganggaran daerah. Dimana
masyarakat daerah dilibatkan, hal ini dikarenakan masyarakat
sebagai yang memiliki kepentingan dalam pembangunan. Dan
tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan masyarakat adalah kesejahteraan masyarakat daerah.

2. Untuk menjaga kerangka ekonomi daerah dan menjamin keberlangsungan
hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan daerah, secara umum
pernenntah daerah memliki tiga fungsi utama di dalam menstabilkan
perekonomian, yaitu: :

1. Fungsi alokasi;
2. Fungsi distribusi, dan
3. Fungsi Stabilisasi.

Fungsi alokasimerupakan bentuk campur tangan pemerintah daerah
dalam bentuk, bagaimana pemerintah daerah dapat menyediakan
dan memenuhi kebutuhan barang publik atau dalam bentuk
kebijakan penggunaan seluruh sumber daya untuk digunakan
memproduksi barang swastadan barang publik

Fungsi distribusi merupakan upaya untuk memanfaatan sumber-
sumber potensi pendapatan guna mengurangi kesenjangan sosial
antar pendapatan masyarkat.

Peranan lainnya adalah sebagai alat distribusi pendapatan atau
kekayaan.

Distribusi pendapatan tergantung dari besar kecilnya kepemilikan
faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi,
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dan akses seseorang untuk memperoleh pendapatan. Kebijakan
ekonomi ini dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut daapat
dilakukan untuk memperbaiki keadaan pendapatan dari kelompok
masyarak miskin. Pemerintah dapat mempengaruhi distribusi
pendapatan secaralangsung dengan pajak yang progresif, dengan
memberikan beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif
lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan fransfer pavment
atau subsidii bagi golongan miskin.

Pada fungsi stabilisasi, digunakan untuk meredam pgoncangan
ekonomi seperti inflasi dan penganggaran baik pada jangka pendek
maupurn jangka panjang.

3. Kebijakan anggaran {budget policy formulation), dan perencanaan
operasional anggaran (budget operational planning) merupakan
kerangka konseptual dari kebijakan penganggaran pada saat
penyusunan APBD.

Kebijakan umum APBD atau yang lebih dikenal dengan singkatan
KUA, merupakan kebijakan pemerintah daerah dalam menyusun
dan merancang dan merencanakan penyusunan APBD, dengan
formulasi dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
yang terkait dengan kebijakan fiscal daerah.

Adapun kebijakan operasional anggaran, adalah terkait dengan
besaran alokasi penganggaran yang akan dialokasikan ke dalam ke
dalam Kebijakan Umum APBD.

4. Kebijakan penganggaran daerah dipengaruhi oleh komitmen politik
dari para elite lit politik di daerah, tanpa adanya kemampuan
politik yang kuat untuk membenahi pengelolaan keuangan daerah,
tanpa adanya komitmen yang kuat mustahil akan dapat tercapai
pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, dan juga
sebaliknya kadang komitmen politik dapat menggerakkan sistim
yang tidak transparan dan akuntabel, sehingga ini memerlukan
suatu kesepakatan yang benar dan sungguh-sungguh mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk mengalokasikan
dana yang tersedia dengan mempertimbangkan pada aspek
ekonomis, efisien dan effektif. Untuk itu penggunaan dana
secara ekonomis merupakan pertimbangan yang logis, dengan
memperhatikan patokan harga dasar yang lebih murah dengan
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kualitas barang yang diinginkan. Adapun penyusunan anggaran
yang sangat efisien menuntut adanya setiap pelaku para penyusun
anggaran untuk dapat menganggarkan volumen kebutuhan yang
diinginkan yang paling rendah, dengan tidak mengabaikan kualitas
yvang diinginkan, dan penyusunan anggaran yang efektif di mana
setiap penyusun anggaran dituntut untuk mengalokasikan sumber
dana berdasarkan prioritas manfaat yang akan diperoleh.

Untuk lebih jauh kita memahami arti penting dari penganggaran
daerah, diperlukan cakupan-cakupan yang lebih luas dan bermakna,
adapun aspek aspek yang dicakup meliputi:

a. Anggaran daerah adalah alat bagi pemerintah daerah untuk
menjamin dan mengarahkan adanya kesinambungan dalam
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

b. Anggaran daerah sangat dibutuhkan di karenakan adanya
keinginan masyarakat yang tidak terbatas dalam memenuhi
kebutuhannya yang diakibatkan adanya proses perkembangan
dari pengaruh internal maupun eksternal, adapun ketersediaan
sumber daya tersedia sangat terbatas, schingga diperlukan
adanya skala prioritas dalam pengalokasiannya.

¢. Anggaran daerah merupakan komponen yang sangat penting
di dalam menunjang proses penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat daerah.

Beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran daerah

Di dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah dapat
dilakukan dengan beberapa pendekatan, meliputi:

a. Pendekatan politik. '

Pendekatan politik dalam perencananan terkait dengan upaya
memenuhi janji-janji politik pemimpin yang dipilih secara
langsung oleh rakyat baik presiden maupun para gubernur, para
bupati dan para walikota. Hal ini harus dilakukan sebab sudah
menjadi kewajiban pemimpin terpilih untuk menjalankan
janji-janjinya dalam kampanye yang dilakukan, di mana rakyat
memilih mereka karena visi, misi dan janji yang mereka
sampaikan kepada warga pemilih. Untuk memenuhi janji-janji
sesuai dengan kebutuhan rakyat itu, maka proses perencanaan
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dan penetapan program-program pembangunan harus sesuai
dengan janji-janji politik mereka. Bila tidak, Presiden/Kepala
Daerah terpilih itu akan selalu mendapatkan kritikan oleh
pemilihnya, dan bahkan dapat dinilai membohongi rakyat,
yang berdampak pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap
pimpinan pemerintahan itu. Oleh karena itu, perencanaan
daerah harus didasarkan pada program-program pembangunan
yang ditawarkan sesuai dengan janji-janji dan agenda-agenda
pembangunan yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah pada
saatkampanye, baik itu rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RP[M), visi jangka panjang maupun program tahunan.

Pendekatan teknokratik.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan
metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan
kerja yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.

Pendekatan partisipatif.

Yaitu bahwa perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan
semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap
pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan
informasi mengenai kebutuhan riil masyarakat serta menerima
aspirasi rakyat, guna mencipatakan rasa saling memiliki terhadap
program pembangunan dan mengurangi resistensi rakyat atas
pelaksanaan program yang ditetapkan secara bersama.

Pendekatan atas-bawah (top-down} dan bawah-atas (bottom-
up).

Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Berdasarkan alokasi sumber daya

Perencanaan anggaran merupakan kunci pokok dari sebuah
perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran vyang
cukup akan banyak membantu kelancaran dalam pelaksanaan
program dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan
dapat dicapai. Sehingga alokasi sumber daya merupakan kunci
pokaok di dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. -
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Perencanaan fisik.

Perencanaan fisik pada dasarnya adalah suatu upaya untuk
menjabarkan program dan kegiatan pembangunan melalui
pengalokasian faktor produksi dan hasil produksi sehingga
dapat memaksimalkan penyediaan lapangan kerja dan
pendapatan bagi masyarakat. Keseimbangan fisik hanya akan
dapat dicapai melalui perkiraan yang tepat dan terencana dalam
hubungan antara kegiatan investasi dan produksi. Dalam hal ini
perencanaan lebih banyak didasarkan pada koefisien investasi
yang dapat dihitung untuk masing-masing jenis produksi, baik
barang maupun jasa. Koefisien investasi ini pada dasarnya
menunjukkan berapa nilai investasi diperiukan diperlukan
untuk dapat menghasilkan satu unit produksi.

Taksiran menyeluruh terhadap kebutuhan investasi yang
diperlukan disusun berdasarkan sumberdaya nyata yang tersedia.
Perencanaan fisik memerlukan penetapan sasaran fisik vang
konkret menyangkut dengan produksi sektor pertanian, industri
dan jasa untuk memenuhi konsumsi maupun untuk ekspor, serta
lapangan kerja yang dapat disediakan untuk masyarakat.
Pendekatan waktu

Penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan
jangka waktu, untuk anggaran tahunan daerah, disusun setiap
tahun dengan dimensi waktu dari 1 Januvari sampai dengan 31
Desember tahun berjalan.

Atas dasar uraian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan,
bahwa keterkaitan antara perencanaan pembangunan daerah
dengan perencanaan pembangunan pemerintah pusat dan
pengalokasian anggarannya sangat mempunyai hubungan
keterkaitan yang sangat erat sekali, perencanaan pembangunan
dan daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan
nasional, atau bagian yang intergral dari perencanaan
pembangunan nasional.

Pengalokasian penganggaran merupakan sebuah proses
lanjut dari sebuah perencanaan pembangunan daerah dan
pembangunan nasional. Tanpa adanya ketersediaan anggaran
yang dapat dialokasikan untuk mendukung sebuah perencanaan
daerah dan perencanaan nasional, maka apa yang telah
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direncanakan dalam sebuah dokumen perencanaan tidak akan
dapat dilaksanakan.

3.7 Test Formatif

1.

94

Beberapa pendekatan dalam penyusunan anggaran daerah

a. Berdasarkan alokasi sumber daya, pendekatan atas bawah,
pendekatan partisipatif dan pendekatan politik serta pendekatan
teknokratik

b. Pendekatan waktu, berdasarkan alokasi sumber daya,
pendekatan atas bawah, pendekatan partisipatif dan pendekatan
politik serta pendekatan teknokratik.

¢. Pendekatan waktu, berdasarkan alokasi sumber daya,

pendekatan atas bawah, pendekatan partisipatif dan pendekatan
politik serta pendekatan teknokratik.

Perencanaan anggaran merupakan kunci pokok dari sebuah
perencanaan pembangunan. Ketersediaan anggaran yang cukup
akan banyak membantu kelancaran dalam pelaksanaan program
dan kegiatan, sehingga target sasaran pembangunan dapat dicapai.
a. Pendekatan waktu.

b. Pendekatan alokasi sumber daya.

c. Pendeskatan atas bawah.

Pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up).
Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan
melalui musyawarah pada:

a. Tingkat Nasional.

b. Tingkat Kabupaten/Kota.

¢. Semuanya salah.

Untuk menjaga kerangka ekonomi daerah dan menjamin
keberlangsungan hidup bernegara, melalui pengelolaan keuangan
daerah, secara umum pemerintah daerah memiliki fungsi utama di
dalam menstabilkan perekonomian, yaitu:

a. Fungsi stabilisasi.

b. Fungsi otorisasi.
¢. Fungsi Alokasi, stabilisasi dan distribusi.
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Dalam rangka menetapkan angka-angka untuk perkiraan maju
{forward estimate) digunakan 2 jenis parameter, yaitu parameter:

a. Ekonomi dan parameter non ekonomi.
b. Para meter stabilisasi dan distribusi.

¢. Para meter otorisasi dan stabilisasi.

Evaluasi kebijakan merupakaan prasyarat mutlak bagi:
a. Implementasi Penganggaran terpadu..
b. Implementasi KPJM

c. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja.

Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang:

a. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
b. Tentang Keuangan Negara.

¢. Tentang Perbendaharaan Negara.

Kebijakan penganggaran daerzh dipengaruhi oleh:
a. Komitmen bersama. -
b. Komitmen politik

¢. Komitmen partai.

Perencanaan sebagai pembelajaran sosial, ide dasarnya adalah
merubah kedudukan masyarakat dari: '

a. Obyek menjadi subyek pembangunan. -

b. Subyek menjadi obyek pembangunan. ol

¢. Hanya menjadi obyek pembangunan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam menyﬁ_su_n d-?n merancang dan
merencanakan penyusunan APBD.

a. Kebijakan Makro Ekonomi.

b. Kebijakan Umum APBD.

c. Kebijakan PPAS.

3.8 Jawaban

1.
2.
3.

p g B
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Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah jumlzah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi
kegiatan belajar 3.

Rumus:

. ]unilah jawaban yang benar
Tingkat penguasaan = 0 x100 %

Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

* 909%-1009% = baik sekali

« 80%-89% = balk

» 70%-79% = cukup

>69% = kurangBila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 %

atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan kegiatan belajar 4. Bagus!
Tetapi bila tingkat penguasaan Anda kurang dari 80 %, maka Anda harus
mempelajari kembali kegiatan belajar 3, terutama bagian yang belum
Anda kuasai.




Bab IV
SUMBER-SUMBER PENERIMAAN DAERAH

4.1 Latar Belakang

ebelum kita melakukan pengalokasian anggaran, terlebih dahulu
harus diketahui sumber-sumber penerimaan daerah. Hal ini sangat
penting untuk diketahui. Pengalokasian anggaran.

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang 33
Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri
dari:
1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah.

b. Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipiéahkan.

d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan terdiri dari:
a. Dana Bagi hasil.
b. Dana Alckasi Umum {DAU).
¢. Dana Alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:-
a. Bantuan Dana. '
b. Hibah.
c. Dana Darurat.
d. Dana Penyesuaian (Bana OTSUS).
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang dirinci menurut
ohyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak
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daerah dan retribusi daerah. Sedangkan Jenis hasil pengelclaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurutobyek pendapatan
yang mencakup:

1)

2)

3)

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD;

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN;

bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam
jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang

mencakup:

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2) jasagiro;

3) pendapatan bunga;

4] penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;

5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai
akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/ataun
jasa oleh daerah;

6) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

7) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

8) pendapatan denda pajak;

9) pendapatan denda retribusi;

10) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

11) pendapatan dari pengembalian;

12) fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;

dan

14] pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
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4.2 Tiniauan Umum

‘Pada Bab ini, akan dibahas tentang sumber-sumber penerimaan daerah
yang menjadi sumber pendapatan Daerah, guna dialokasikan dalam
Rancangan APBD, setiap tahunnya.

Sumber-sumber Daerah baik yang sudah tersedia, maupun yang akan dan
sedang dikembangkan untuk dapat digali sebagai sumber penerimaan
daerah dimasa datang. ’

4.3 Tinjauan Khusus

=

Pendapatan Asli Daerah.

Jenis retribusi Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
Lain-lain PAD yang Sah.

Dana Perimbangan.

Dana Bagi hasil.

Dana Alokasi Umum.

Dana Alokasi Khusus.

Dana transfer lainnya.

ol A e i

4.4 Kegiatan Belajar
PENDAPATAN DAERAH

A. GAMBARAN UMUM

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening
kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah
dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali cleh daerah.

Klasifikasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok terdiri dari:
1. Kelompok pendapatan asli daerah;

2. Kelompok dana perimbangan; dan

3. Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari pendapatan
daerah yang bersumber dari potensi daerah sendiri yang dipungut
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berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi beberapa
jenis yaitu: (1} Pajak Daerah, (2} Retribusi Daerah, {3) Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah.

1. PAJAK DAERAH

1} Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut pendapat beberapa pakar perpajakan
antara lam:

a)

b)

Prof. Dr. P. J. A, Adriani: Pajak adalah ifuran masyarakat kepada
negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib
membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-
undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung
dapat ditunjuk dan yang berguna untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan.

Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH: Pajak adalah iuran rakyat kepada
kas Negara berdasarkan undang-undang (vang dapat dipaksakan)
dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang
berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari
pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin
dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan
sumber utama untuk membiayai publicinvestment.

Menurut perspektif ekonomi pajak dipahami sebagai “beralihnya
sumber daya dari sektor swasta kepada sektor publik”. Pemahaman
ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua
situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan
individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan
penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan
keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang
merupakan kebutuhan masyarakat.
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Atas dasar penjelasan tersebut di atas maka dapatditarik kesimpulan

dari aspek pengertian dan perspektif pajak terdapat 5 (lima) unsur

utama pajak yang meliputi: )

a. Merupakaniuranatau pungutan yang diperoleh dari masyarakat.

b. Dipungut atas dasar Undang-Undang dan peraturan yang
berlaku.

¢. Dapat dipaksakan, bahkan dapat dikenakan sanksi bagi yang
tidak membayar.

d. Tidak menerima kontra prestasi secara langsung.

Digunakan untuk membiayai pengeluaran umun pemerintah

Pajakdaerahadalahiuranwajib masyarakatdaerah atau kontribusi
wajib masyarakat daerah kepada pemerintah daerah yang terutang
oleh crang pribadi atau badan yang dapat dipaksakan berdasarkan
undang-undang.

2) Jenis-fenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi Daerah,
pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut 5 (lima) jenis pajak
provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/kota, yaitu:

(1) Pajak Provinsi

a.

Pajak Kendaraan Bermotor

Objek pajak ini adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan
yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajaknya berupa
badan maka kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau
kuasa badan tersebut.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Objek pajak ini adalah penyerahan kepemilikan kendaraan
bermotor dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang
dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sedangkan yang
menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
menerima penyerahan kendaraan bermotor. '
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Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Objek pajakiniadalah bahanbakar kendaraan bermotoryang disediakan
atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan
bakar yang digunakan untuk kendaraan di air Kemudian, subjek pajak
ini adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan
yang menjadi wajib pajaknya adalah crang pribadi atau badan yang
menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak Air Permukaan
Objek pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air

~permukaan dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan

yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
permukaan. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah
grang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Pajak Rokok

Objek pajak ini adalah konsumsi rokok dan subjeknya adalah
konsumen rokok. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya
adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok
yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang
Kena Cukai.

(2) Pajak Kabupaten/Kota

a.

Pajak Hotel

Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan
pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel
yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk
fasilitas olah raga dan hiburan. Kemudian subjek pajak ini adalah
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada
orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel..

Pajak Restoran

Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dan
subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan
dan/atau minuman dari restoran. Sedangkan yang menjadi wajib
pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan
restoran.
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Pajak Hiburan

Objek pajak ini adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan
yang menikmati hiburan. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya
adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Pajak Reklame

Objek pajak ini adalah semua penyelenggaraan reklame dan
subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
reklame. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang
dihasilkan sendiri maupun yang dipercleh dari sumber lain dan
subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan
tenaga listrik. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang
pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal
tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka yang menjadi wajib
pajaknya adalah penyedia tenaga listrik.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam
dan batuan dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang
dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan
yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Parkir

Objek pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

. Pajak Air Tanah

Objek pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah
dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan yang
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menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Objek pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang
burung walet dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung
walet. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah orang pribadi
atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan
sarang burung walet.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan
yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh
manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan. Sedangkan yang menjadi wajib pajaknya adalah
orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

K. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Objek pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan
dan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh
hak atas tanah dan/atan bangunan. Sedangkan yang menjadi wajib
pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak
atas tanah dan/atau bangunan.

2. RETRIBUSI DAERAH

1) Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah iuran yang diterima dari masyarakat, atas
penggunaan beberapa asset daerah, dan mendapatkan imbalan secara
langsung, dipungut berdasarkan Undang-Undang dan peraturan pemerintah
dan peraturan daerah, digunakan dalam rangka untuk pembangunan daerah
guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah.
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Apa yang terjadi saat ini adalah di mana hasil penerimaan pajak dan
retribusi daerah belum dapat memberikan kontribusi yang sangat signifikan
terhadap APBD daerah, Daerah masih sangat tergantung dengan bantuan
Pemerintah yang dialokasikan dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah, khususnyaKabupaten/Kota. Pemerintah berharap, kelakkemandirian
pemerintah daerah dapat terwujud dalam memenuhi pendanaannya dalam
APBD, sehingga ketergantungannya akan semakin berkurang lambat laun.

2) Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan
Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut
3 (tiga) objek retribusi, yaitu: (1) Retribusi Jasa Umum, (Z} Retribusi Jasa
Usaha, dan (3) Retribusi Perizinan Tertentu.

(1] Retribusi Jasa Umum

Merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa umum. Subjek retribusi jasa
umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati
pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Objek retribusi jasa umum
adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan. Sedanglkan wajib retribusi jasa umum
adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.

Retribusi jasa umum dapat terdiri dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan
di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai
pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan
kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh
pemerintah daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. Dikecualikan
dari objek retribusi pelayanan kesehatanadalah pelayanan kesehatan
yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Objek retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah
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pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah, meliputi:

1. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara,

2. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi

pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah, dan

3. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan persampahan/
kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman,
tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akta Catatan Sipil

Sipil Objek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
dan akta catatan sipil adalah pelayanan; kartu tanda penduduk, kartu
keterangan bertempat tinggal, kartu identitas kerja, kartu penduduk
sementara, kartu identitas penduduk musiman, kartu keluarga, dan
akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian,
akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga
negara asing, dan akta kematian.

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Objek retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah
pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi;

1. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan
pengurukan,

Pembakaran/pengabuan mayat; dan

Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat
yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah
penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan
oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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f. Retribusi Pelayanan Pasar

Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar
tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola
pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar adalah pelayanan
fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan
pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di '
air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakarzin

Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah
pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam
kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan
jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran,
alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang
dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Objek retribusi penggantian biaya cetak peta adalah penyediaan
peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Objek retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus adalah
pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan
oleh pemerintahdaerah.D ikecualikan dari objekretribusi penyediaan
dan/atau penyedotan kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau
penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh
BUMN, BUMD dan pihak swasta.

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

Objek retribusi pengolahan limbah cair adalah pelayanan
pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh
pemerintah daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.




Dikecualikan dari objek retribusi pengolahan limbah cair adalah
pelayanan pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, pihak swasta, dan
pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase, dan/
atau sarana pembuangan lainnya.
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L Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Objek retribusi pelayanan tera/tera ulang adalah; (2) pelayanan
pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
(b) pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Objek retribusi pelayanan pendidikan adalah pelayanan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh pemerintah
daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan pendidikan
adalah; (a) pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah, (b} pendidikan/pelatihan
yang diselenggarakan oleh pemerintah, (c) pendidikan/pelatihan
yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan (d) pendidikan/
pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta,

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Objek retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah
pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan
umum.

(2} Retribusi Jasa Usaha

Merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, Subjek retribusi

jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/

menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Objek retribusi jasa

usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan

menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah
yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan
secara memadai oleh pihak swasta. Wajib retribusi jasa usaha
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adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi
jasa usaha.

Retribusi jasa usaha dapat terdiri dari:

a.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah pemakaian
kekayaan daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pemakaian
kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah
fungsi dari tanah tersebut.

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah penyediaan
fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/
pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan
oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi pasar
grosir dan/atau pertokoan adalah fasilitas pasar yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Retribusi Tempat Pelelangan

Objek retribusi tempat pelelangan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah
untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan
termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di
tempat pelelangan. Termasuk objek retribusi tempat pelelangan
adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak
lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. Dikecualikan dari
objek retribusi tempat pelelangan adalah tempat pelelangan yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola cleh BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Retribusi Terminal

Objek retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek
retribusi terminal adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.




Monut MATA KLzian FMP [PDN

110

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi tempat khusus
parkir adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola cleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah
pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan
dari objek retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah
tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola cleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek retribusi rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan
pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
Dikecualikan dari objek retribusi rumah potong hewan adalah
pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah
pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek
retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat
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rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/
atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

j.  Retribusi Penyeberangan di Air

Objek retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan
orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di airyang dimiliki
dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek
retribusi penyeberangan di air adalah pelayanan penyeberangan yang
dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek
retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan
produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

{3) Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu. Subjek
retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Objek retribusi
perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah
daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah arang pribadi
atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Retribusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin
untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan
peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya
agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana
tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan
(KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian
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e,

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang
meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan
bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek
retribusi izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk
bangunan milik pemerintah atau pemerintah daerah.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah
pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di
suatu tempat tertentu.

Retribusi Izin Gangguan

Objek retribusi izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/
kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan
ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban linglkungan, dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan kerja. Tidak termasuk objek
retribusi izin gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang telah
ditentukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Retribusi Izin Trayek

Objek retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

- Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Objek retribusi izin usaha perikanan adalah pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha
penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Sumber: 1). Undang- Undang No. 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,2} Undang-Undang No. 23
tahun 2004 tentang perimabngan keuangan pusat dan
daerah,3) Undang- Undang No. 28 tahun 2009 tentang
Pajak daerah dan Retribusi Daerah,.4) Peraturan daerah

yang mengatur mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah.
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3. HasIL PENGELOLAAN KERAVAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut
obyek pendapatan yang mencakup:

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD;

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
- pemerintah/BUMN; dan '

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan mlllk swasta . N
atau kelompok usaha masyarakat. ‘

4, LAIN-LAIN PAD YANG SAH

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk
menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak
daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
2) jasagiro;

3) pendapatan bunga;

4) penerimaan atas tuntutan gant kerugian daerah;

5) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/fatau pengadaan barang dan/atau jasa oleh
daerah;

6) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing;

7] pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
8) pendapatan denda pajak;
9] pendapatan denda retribusi; '

10} pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

11) pendapatan dari pengembalian;

12) fasilitas sosial dan fasilitas umum;

13) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatiban; dan

14) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
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C. DANA PERIMBANGAN

Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam
mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi
ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan danayang bersumber dari
APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi
Umum {DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan
keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU
No. 32 Tahun 2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan

" pemerintah daerah bias lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk
membiayai belanja modal di daerahnya.

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah selain
DAU adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No. 33 tahun 2004). DAK
ini penggunaannya diatur oleh Pemerintah Pusat dan hanya digunakan
untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur
jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan
sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana
prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan
yang semuanya itu termasuk dalam komponen belanja modal dan pemerintah
daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10%
dari nilai DAK yang diterimanya untuk mendanai kegiatan fisik.

Kelompok Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdiri atas:

1) dana bagi hasil;

2) dana alokasi umum; dan

3) dana alokasi khusus.

Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas cbjek pendapatan dana
alokasi umum. Sedangkan jenis dana alokasi khusus dirinci menurut objek
pendapatan menurut kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

1. DANA BAGI HASIL

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan pendapatan pemerintah yang
dibagihasilkan dengan daerah/wilayah di mana lokasipendapatan itu
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dihasilkan sesuai dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan
(proportionality ofcollection). Pengertian dan definisi dari DBH inf juga
mengindikasikan bahwa fokus dari DBH adalah untuk mengatasiketimpangan
vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Ketimpangan Vertikal disebabkan
oleh penguasaan sumberpendapatan oleh pusat jauh melebihi penguasaan
sumber pendapatan olch daerah, sehingga daerah tidak akan dapatmembiayai
urusannya tanpa adanya transfer/bagi hasil atas pendapaan pusat tersebut.
Ketimpangan vertikal juga bisadiartikan sebagai kesenjangan antara potensi
sumber pendapatan daerah dengan kebutuhan pendanaan urusan daerah.

Dibandingkan dengan jenis dana transfer lainnya DBH merupakan dana
transfer yang relatif penting di dalam menjamintingkat desentralisasi (high
degree of decentralization) melalui unconditionality dalam penggunaan
dana. Dana transferDBH umumnya bersifat unconditiona! (bebas digunakan
oleh penerima). Penggunaan DBH yang diatur dan diarahkanjuga akan
mengaburkan tujuan dari alokasi dana bagi hasil itu sendiri.

DBH yang diterapkan selama ini memiliki issue terkait dengan: 1)
proporsi bagi hasil, 2) penentuan total penerimaan yang dibagihasilkan, 3}
eligibility untuk daerah penerima DBH, dan 4) alokasi periode PNBP (pool
revenue) yang dibagihasilkan.

Jenis dana bagi hasil dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:
a. Bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil sumber daya alam.

(1) Bagi Hasil Pajak

a. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan,
Perhutanan, dan Pertambangan (PBBP3)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki peran yang cukup besar
bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan, sehingga perlu
ditangani dan dikelola lebih intensif Penanganan dan pengelolaan
tersebut diharapkan mampu menuju tertib administrasi serta mampu
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan
Subyek Pafak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang
- nyata-nyata memiliki dan/atau menguasai bumi dan/atau bangunan.
Obyek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan bangunan. Bumi
adalah tubuh bumi, permukaan bumi atau tanah, bémgunan yang ada di
atasnya, perairan maupun udara di atas tanah tersebut. Sedangkan yang
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dimaksud dengan bangunan adalah gedung, jalan, kolam renang, pagar,
tempat olahraga, dermaga, tanaman, dan lain-lain yang memberikan
manfaat. Waijib pajak adalah orang atau badan yang memenuhi. Syarat-
syarat obyektif, yaitu yangmemiliki obyek yang nilai jualnya melebihi
nilai minimum yang dibebankan dari pengenaan pajak.

Berdasarkan karakteristik objek pajaknya, Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dapat dikelompokkan menjadi:

1. PBB Sektor Pedesaaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah
yang memiliki ciri-ciri pedesaan seperti sawah, ladang, empang
tradisional dan lain-lain.

9. PBB Sektor Perkotaan adalah objek PBB dalam suatu wilayah yang
memiliki fasilitas perkotaan, seperti: pemukiman penduduk yang
memiliki fasilitas perkotaan, real state, komplek pertokoan, industri,
perdagangan dan jasa.

3. PBB Sektor Perkebunan adalah objek PBB yang diusahakan dalam
bidang budidaya perkebunan, baik yang diusahakan oleh BUMN,
BUMD, maupun swasta.

4. PBB Sektor Perhutanan adalah objek PBB di bidang usaha yang
menghasilkan komoditas hasil hutan, sepertikayu tebangan, rotan,
dammar, dan lain-lain.

5. PBB Sektor Pertambangan adalah objek PBB di bidang usaha yang

menghasilkan komoditas hasil tambangseperti emas, batubara,
minyak, dan gas bumi dan lain-lain.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

- tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU
PDRD), maka PBB sektor Perdesaan dan Perkotaan {PBB P2) diserahkan
menjadi pajak daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah (dalam hal ini
pemerintah kabupaten/kota) harus mengelola sendiri PBB P2. Selama
ini PBBP2 dikelola dan dipungut oleh Pemerintah Pusat, kemudian
daerah menerima sebagian besar hasil pemungutannya.

Dengan UU PDRD pengelolaan dan pemungutan PBB P2 sepenuhnya
menjadi menjadi tanggung jawab dan hak pemerintah daerah kota/
kabupaten tanpa harus ‘membagi’ kepada pemerintah pusat. Pemerintah
Pusat dalam hal ini DJP (Direktorat Jendral Pajak) Kementerian Keuangan
bertanggung jawab mengelola PBBP2Z sampai 31 Desember 2013
sepanjang belum dilaksanakan oleh Kabupaten /Kota berdasarkan Perda.
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Akan tetapi mulai 1 Januari 2014 pengelolaan PBB sepenuhnyamenjadi
tanggung jawab Kabupaten/Kota.

Sementara itu, PBB P3 tetap merupakan penerim'aan pemerintah pusat
yang dibagihasilkan dengan daerah. Adapun penyaluran Dana Bagi Hasil
PBB dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a)

b)

Untuk DBH PBB bagian provinsi {(16,2%) bagian kabupaten/kota
(64,8%) dan biaya pemungutan PBB (9%) dari sektor perdesaan,
perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan nonmigas.
Penyaluran dilaksanakan secara mingguan melalui penerbitan
SPM oleh KPPN setempat berdasarkan realisasi pembayaran PBB
di masing-masing kabupaten/kota kecuali untuk penyaluran DBH

' PBB sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan panas

bumi.

Untuk DBH PBB sektor pertambangan migas dan sektor
pertambangan panas bumi bagian daerah, alokasi sementara
DBH PBB sektor pertambangan migas dan sektor pertambangan
panas bumi yang bersumber dari rencana penerimaan PBB sektor
pertambangan migas dan sektor pertambangan panas bumi dalam
APBN tahun anggaran berjalan digunakan sebagai dasar penyaluran
triwulan |, [[ dan Ill tahun anggaran berjalan, masing-masing sebesar
25% dari alokasi sementara. Realisasi PBB sektor pertambangan
migas dan sektor pertambangan panas bumi tahun anggaran berjalan
ditetapkan sebagai alokasi definitif DBH PBB sektor pertambangan
migas dan sektor pertambangan panas bumi.

Penyaluran triwulan IV merupakan selisih antara alokasi definitif
dengan jumlah dana yang telah dicairkan pada triwulan I s.d TIL.
Khusus untuk alokasi DBH PBB sektor pertambangan migas
dihitung dengan formula yang memperhatikan jumlah penduduk,
luas wilayah, PADdan potensi produksi sumber daya migas.

Penyaluran DBH PBB bagian pemerintah menggunakan alokasi
sementara yang menjadi dasar penyaluran tahap | dan I, di mana
ditetapkan masing-masing sebesar 25% dan 50% dari perkiraan
alokasi sementara. Untuk penyaluran DBH PBBbagian pemerintah
tahap 1], prognosa realisasi penerimaan yang ditetapkan oleh Ditjen
Pajak digunakan sebagai dasaralokasi definitif. Penyaluran tahap III
merupakan selisih antara alokasi definitif dengan jumlah dana yang
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telah dicairkanselama tahap I dan [I. Dalam penyaluran tahap III ini
disalurkan pula insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi
penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun
anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan
yang ditetapkan.

Perhitungan DBH PBB migas dan panas bumi

Perhitungan alokasi DBH PBB migas dan panas bumi ditatausahakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1) PBB migas onshore dan panas bumi ditatausahakan berdasarkan
letak dan kedudukan objek pajak dan dibagi by origin;

-2) PBB migas gffshore dan PBB migas tubuh bumi ditatausahakan per

kabupaten/kota dengan menggunakan formula dan dibagi sesuai
persentase DBH PBB, di mana perhitungan PBB migas offshore dan
PBB migas tubuh bumi per kabupaten/kota dari PBB migas yang
ditanggung Pemerintah ditetapkan:

a. 10% menggunakan formula.

b. 90% dibagi secara proporsional sesuai realisasi PBB migas
tahun anggaran sebelumnya.

Formula yang digunakan untuk menghitung PBB migas yang ditanggung
pemerintah, PBB migas yang dibayar langsung oleh KKKS ke bank
persepsi menggunakan formula:

Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri)

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan
kemampuan ekonomis dalam bentuk apa pun, baik diperoleh dari
Indonesia atau luar negeri, digunakan untuk konsumsi atau menambah
kekayaan wajib pajak. Secara umum ada dua jenis pajak penghasilan,
yaitu (i) pajak penghasilan {PPh) badan dan (ii) pajak penghasilan {[PPh)
individu.

PPh Badan tidak dibagihasilkan dan sepenuhnya menjadi pendapatan
pemerintah pusat. Sedangkan PPhindividu termasuk jenis yang
dibagihasilkan dengan daerah otonom. jenis PPh yang dibagihasilkan
adalah PPh yang diatur pada pasal 21 dan pasat 25/29.

Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah,
honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam
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bentuk apa pun sehubungan dengan pekérjaan atau jabatan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Pajak Penghailan Pasal
21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh Pemotong Pajak, yaitu pemberi
kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan
dan penyelenggaraan kegiatan. Pelaporan penerimaan PPh Pasal 21
dilakukan berdasarkan tempat kerjaPPh Pasal 25 terkait dengan Pajak
Penghasilan orang pribadi dalam negeri yang menjalankan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas atau memperoleh penghasilan teratur
lainnya yang bersifat tidak final yang diangsur setiap bulannya.

Sedangkan PPh Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan yang harus dilunasi
oleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai akibat PPh Terutang dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar dari
pada kredit pajak yang telah disetor sendiri. Pencatatan penerimaan
PPh Pasal25/29 berdasarkan asas domisili wajib pajak Secaraumum
dapat dikatakan bahwa PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas
penghasilan yang diterima dari pemberi kerja, sedangka PPh pasal 25
adalah pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak pada tiap
bulan.

Objek pajak penghasilan
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawaitetap, baik berupa
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;

2. Penghasilan yang diterima atau dipercleh penerima pensiun secara
teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan
penghasilan sehubungan dengan pensiun yvang diterima secara
sekaligus berupa nang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan
hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis;

4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa
upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau
upah yang dibayarkan secara bulanan;

5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium,
komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk

-apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan;

6. [mbalan kepada peserta kegiatan, antara lain bempa uang saku, uang
representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan
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dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis
dengan. nama apa pun.penerimaan Negara dari PPh Pasal 21 dan
Pasal 25/29 WPOPDN yang dibagihasilkan ke daerah sebesar 20%
dari realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN
dengan rincian sebagai berikut:

a) Bagian Provinsi sebesar 8%.
b) Bagian Kabupaten atau Kota sebesar 12%, dengan rincian:
1) 8,4% untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar

2) 3,6% untuk seluruh kabupaten/kota dalam provinsi yang
 bersangkutan dengan bagian yang sama besar.

Penyaluran DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 WPOPDN dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi sementara, yang ditetapkan oleh Menteri Kenangan paling
- lambat 2 {dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
- dilaksanakan, digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan |, Il dan
Il tahun anggaran berjalan masing-masing sebesar 20% dari alokasi
sementara.

2. Alokasi definitif, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
_paling lambat pada bulan pertama triwulan IV tahun anggaran
berjalan, digunakan sebagai dasar penyaluran triwulan IV dengan
memperhitungkan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan
I, [l dan HL

Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH CHT)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakan (DBH CHT) merupakan dana
bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah
penghasil dari pembayaran pajak berupa cukai tembakau. Pembayar
cukai tembakau adalah konsumen pemakai bahan baku produksi yang
memiliki pita cukai dan hasil tembakau mentah yang dijualbelikan untuk
produksi pabrik

Sesuai amanat UU 39 Tahun 2007 mulai tahun 2008 cukai hasil tembakau
dibagihasilkan sebesar 2% dari penerimaan cukai hasil tembakau kepada
kabupaten/kota/provinsi yang menghasikan cukai hasil tembakau
dengan rincian pembagian sebagai berikut:

a) 30% untuk provinsi penghasil
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b} 40% untuk kabupaten/kota penghasil
c) 30 % untuk kabupaten/kota lainnya

Penggunaan DBH CHT bersifat specific grant, yaitu untuk:

a} Peningkatan kualitas bahan baku

b} Pembinaan industri

c) Pembinaan lingkungan sosial

d) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

e) Pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi Nemor 54/PUU-VI/2008
tanggal 14 April 2009, DBH CHT yang semula hanya dibagihasilkan
kepada daerah penghasil cukai hasil tembakau, mulai tahun 2010 juga
- dibagihasilkan kepada daerah penghasil tembakau.

Pembagian alokasi DBH CHT per provinsi sesuai PMK No 197/
PMK.07/2012 tentang Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau adalah sebagat berikut:

a) penerimaan cukai hasil tembakau sebesar 57,5%;

b) Rata-rata produksi tembakau kering sebesar 37,5%;

¢) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 3%;

d) Tingkat penyerapan CHT sebesar 1%; dan

€) Tingkat pemberantasan cukai ilegal sebesar 1%. _

Setelah alokasi DBH CHT per provinsi ditetapkan, selanjutnya pembagian
alokasi DBH CHT untuk bagian provinsi dan kabupaten/kota dalam

provinsi, merupakan wewenang gubernur yang dituangkan dalam
Peraturan Gubernur.

Sesuai dengan PMK Nomor 06/PMEK.07/2012 penyaluran DBH CHT
dilakukan secara triwulanan dengan perincian sebagai berikut:

a) Triwulan I sebesar 20% dari alokasi sementara.

b) Triwulan Il sebesar 30% dari alokasi sementara

c) Triwulan Il sebesar 30% dari alokasi sementara

d) Triwulan IV selisib antara alokasi definitif dengan alokasi yang sudah
disalurkan pada triwulan i s.d. triwulan IV.

Khusus untuk penyaluran triwulan IV dipersyaratkan laporan
realisasi penggunaan alokasi DBH CHT semester I tahun anggaran
bersangkutan.
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(2} Bagi Hasil Sumber Dayu Alam {SDA)

Pengertian dan Filosofi dana bagi hasil sumber daya alam adalah
bersifat Non Renewable Resources atau tidak dapat diperbaharui. Hal ini
telah menjadibahan diskusi para akademisi di berbagai Negara mengenai
batasan dan kriteria penerimaan SDA mana yang dapat dibagihasilkan
kepada daerah. Beberapa sektor SDA yang menurut best practices dapat
dibagihasilkan antara lain sumber daya mineral yang berasal dari minyak
bumi, gas bumi, pertambangan umum, dan geothermal karena diasumsikan
memiliki keterbatasan input dan tidak terbarukan. Namun demikian,
terdapat sektor SDA lainnya seperti kehutanan dan perikanan dapat pula
dibagihasilkan walaupun secara teoritis termasuk sumber daya yang
terbarukan {replenishable) karena hal ini dimungkinkan dengan asumsi masa
pemulihan yang relatif lama, tingkat eksploitasi dan konsumsi lebih tinggi
daripada upaya untuk memperbaharuinya, dan memiliki nilai ekonomi yang
cukup signifikan terhadap penerimaan negara.

Di Indonesia, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam {DBH SDA) adalah
Pendapatan Negara dari SDA yang dibagihasilkan dengan daerah di mana
lokasi SDA itu berasal. DBH SDA merupakan salah satu bentuk dana transfer
ke daerah yangmerupakan bagian dari dana pe'rimbangan dan sangat penting
bagi daerah-daerah yang memiliki SDA di daerahnya.

Sebagai bagian dari dana transfer, DBH lebih ditujukan untuk mengurangi
ketimpangan vertikal, yaitu ketimpangan antara Pusat dan Daerah.
Pembagian hasil pendapatan Negara dari SDA ke daerah didasari oleh
alasan antara lain:

a. Sumber daya alam sebagai Biaya Kompensasi Eksternalitas
Eksploitasi SDA memiliki potensi risiko yang tinggi terutama
menimbulkan  eksternalitas  (dampak lingkungan) yang
membutuhkan kompensasi biaya sosial dan biaya perbaikan
infrastruktur serta reklamasi be kas tambang. Pengeboran minyak
dan gas alam dapat mencemari lingkungan dan menimbulkan biaya
sosial serta community development untuk masyarakat sekitar.
Kegiatan penebangan kayu dan berbagai jenis pertambangan dapat
menimbulkan biaya pemulihanlahan agar dapat kembali pada
kondis1 awal, atau dapat menimbulkan biaya sosial yang tinggi
jika lahan tempatperusahaan berproduksi tersebut tidak dapat
dipulihkan.
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Selain socinl cost, hal lain yang paling banyak membutuhkan
biaya adalah biaya infrastruktur. Eksplorasi dan EksploitasiSDA
harus difasilitasi dengan infrastruktur pendukung agar dapat
memperlancar proses produksi dan transportasitermasuk jalan,
utilitas umum, fasilitas pelabuhan, dan infrastruktur pendukung
lainnya. Biaya-biaya lainnya yang perludiantisipasi adalah terkait
dengan pelayanan kepada masyarakat sekitar lokasi produksi
bahkan dapat lebih besardaripada biaya untuk melayani pegawai
perusahaan yang meliputi biaya pendidikan, kesehatan, penegakan
hukum, dan pelayanan masyarakat umum lainnya.

Sumber daya alam sebagai Endowment yang Terbatas

Meskipun menurut UUD 45 SDA adalah milik Negara, namun
SDA seringkali dianggap sebagai "warisan” olehmasyarakat di
daerah penghasil yang dapat dijadikan sumber bagi kesejahteraan
masyarakat di daerah tersebut.

Berbeda dengan warisan keindahan alam dan budaya untuk
pariwisata yang masa “eksploitasi"nya tidak terbatas, SDAdibatasi
oleh jumlah kandungan deposit cadangan mineral yang tidak dapat
diperbaharui. Apabila dibandingkan dengan sektor perpajakan
yang ‘selalu meningkat seiring dengan pertumbuhanan ekonomi
dan jumlah penduduk, SDA dibatasihanya pada masa tertentu
sesuai dengan dengan periode eksploitasinya yang suatu ketika
akan berakhir. Dengan demikian, argumen bahwa SDA yang bersifat
terbatas harus dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan
negara dan terutama bagi daerah penghasil dan daerah lain di
sekitarnya dalam satu provinsi. =~

Meskipun demikian, keberadaan DBH SDA memiliki berbagai
permasalahan, antara lain:

1)

2)

DBH SDA berpotensi tidak stabil. Pendapatan yang bersumber dari
DBH SDA secara inheren tidak stabil, sehingga alokasi belanja dalam
APBDuntuk penyediaan pelayanan di daerah tidak boleh bertumpu
pada sumber pendanaan yang tidak stabil.

DBH SDA berpotensi menimbulkan ketitnpangan keuangan antar
daerah. Tujuan utama dari pelaksanaan bagi hasil sumber daya
alam adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikal {memenuhi
kebutuhan belanja daerah penghasil). Namun disisi lain, DBH




Mopur MATA KULiag FMP IPDIN

SDA berpotensi menimbulkan ketimpangan antar daerah, karena
sumber daya alam yang belokasi di daerah tertentu saja.

{Sumber; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005} '

Pada Pasal 1 ayat 20, Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005
disebutkan bahwaDana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkanangka
persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi.

Dari definisi di atas terlihat bahwa DBH SDA ditujukan untuk membiayai
kebutuhan pendanaan tugas daerah karenadesentralisasi, bukan tugas
Pusat di daerah. DBH dialckasikan berdasarkan prinsip by origin, yaitu ke
daerah penghasil (baik daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota).
Sedangkan penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip byactual, di
mana besarnya DBH yang disalurkan kepada daerah didasarkan atas realisasi
penyetoran penerimaan NegaraPajak (PNP) dan penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) tahun anggaran berjalan.

DBH SDA yang diatur saat ini berasal dari PNPB bidang kehutanan,
pertambangan umum, perikanan, pertambanganminyak bumi, pertambangan
gasbumi, dan pertambangan panas bumi. Perhitungan Dana Bagi Hasil SDA
dilakukanberdasarkan penerimaan Negara bukan Pajak dari masing-masing
jen'is sumber daya alam yang menurut ketentuanUndang-Undang Nomor
33 tahun 2004 dibagibasilkan kepada daerah. Dasar perhitungan DBH SDA
adalah sebagai berikut:

1] DBH SDA Minyak bumi, dihitung berdasarkan produksi minyak vang
terjual (Zifting) dan produksi gas yang terjual dari masing-masing
Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) setelah dikurangi dengan
Domestik Market Obligation (DMO), Fee Usaha Hulu Migas,
Pajak-pajak (PPN dan PBB), serta Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

2) DBH SDA Pertambangan Umum, dihitung berdasarkan penerimaan
dari iuran yang diterima negara sebagaiimbalan atas kesempatan
penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada suatu wilayah
kerja (Landrent] dan iuran produksi pemegang kuasa usaha
pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi

(Royalty).
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DBH SDA Kehutanan, dihitung berdasarkan penerimaan negara dari
luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan {IIUPH), Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR). IIUPH merupakan pungutan
yang dikenakan kepadaPemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukansekali pada saat
izin usaha diberikan. PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai
pengganti nilai intrinsic dari hasil yang dipungut dari Hutan Negara.
Sedangkan DR adalah dana yang dipungut dari Pemegang IzinUsaha -
Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam yang berupa kayu dalam
rangka reboisasi dan rehabilitasihutan.

DBH SDA Perikanan, dihitung berdasarkan Pungutan Pengusahaan
Perikanan (P3) dan Pungutan HasilPerikanan (PHP). Pungutan
Pengusahaan Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan
kepadapemegang Izin Usaha Perikanan dan/atau Persetujuan
Penggunaan Kapal Asing (PPKA) sebagai imbalan ataskesempatan
yang diberikan oleh Pemerintah untuk melakukan usaha perikanan
dalam Wilayah PerikananRepublik Indonesia. Pungutan Hasil
Perikanan adalah pungutan negara yang dikenakan kepada
pemegangSuratPenangkapan Ikan (SPI) dan atau Surat Izin Kapal
Penangkap dan Pengangkut Tkan Indonesia (SIKPPII) dan atau
Surat 1zin Penangkapan Ikan (SIPI) sesuai dengan hasil produksi
perikanan yang diperoleh dan dijualdi dalam negeri dan atau luar
negeri.

DBH SDA Panas Bumi, dihitung berdasarkan setoran bagian
Pemerintah setelah dikurangi kewajibanperpajakan dan pungutan
laihnya atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi yang
ditandatangani sebelumUndang-undang Nomor 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi ditetapkan dan luran Tetap dan Iuran Produksi.

Iuran Tetap merupakan iuran yang dibayarkan kepada negara
sebagai kesempatan atas eksplorasi, studikelayakan, dan ekspoitasi
pada suatu wilayah, sedangkan luran Produksi adalah iuran yang
diberikan kepadanegara atas hasil yang dipercleh dari usaha
pertambangan panas bumi.

< Formula Alokasi DBH SDA

Dana Bagi Hasii SDA memegang peranan cﬁkup dominan dalam
memberikan kontribusi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) terutama kepada daerah-daerah penghasil yang
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bersumber dari penerimaanNegara Bukan Pajak (PNBP) dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

penerimaan DBH SDA diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005, bersumber dari PNBP dalam APBNyang dibagihasilkan kepada
daerah dengan angka persentase tertentu didasarkan atas daerah penghasil
untuk mendanaikebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
DBH SDA berasal dari penerimaan:

Pertambangan Minyak Bumi; Pertambangan gas Bumi;
Pertambangan umum;

Pertambangan Panas Bumi;

Kehutanan; dan

Perikanan.

Alokasi DBH SDA ditunjukkan dalam skema berikut ini.

/e n onp

1. DBH SDA Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (DBH SDA Migas)

Pola Pembagian DBH SDA Migas: Porsi pembagian DBH SDA Minyak dan
Gas menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.

Pola pembagian tersebut tidak berlaku untuk Daerah Otonomi Khusus,
yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Papua Barat, selain
mendapatkan DBH Migas, daerah otonomi khusus tersebut mendapatkan
tambahan DBH Migas yang merupakan bagian dari penerimaan
pemerintah provinsi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bagian dari pertambangan Minyak Bumi sebesar 55%; dan

b. Bagian dari pertambangan Gas Bumi sebesar 40%.
2. DBH SDA Pertambangan Umum

penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pertambangan umum
terdiri dari iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalty) dan iuran tetap
{(landrent). Kedua iuran tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 45Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen ESDM.

Dalam peraturan tersebut, tarif iuran tetap merupakan tarif satuan atas
nilai US$ per luas area eksploitasi/eksplorasi (hektar). Besarnya tarif
dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status {perpanjangan atau
tidak) untuk KuasaPertambangan, tarif iuran tetap yang dikenakan
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pada Kuasa Pertambangan merupakan tarif satuan atas nilai rupiah
per satuan luas eksploitasi/eksplorasi (hektar} dan besarnya tarif juga
dibedakan atas dasar tahap kegiatan dan status {perpanjangan atan
tidak). Pemungutan iuran tetap, yang dikenakan di sektor pertambangan
dilakukan setiapsemester.

[uran Eksplorasi/Eksploitasi (reyalty} adalah iuran produksi yang
diterima Negara dalam hal Pemegang KuasaPertambangan Eksplorasi
mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan
eksplorasi yang diberikan kepadanya serta atas hasil yang diperoleh dari
usaha pertambangan eksploitasi satu atau lebih bahagian galian. Royalty
adalah pembayaran kepada Pemerintah berkenaan dengan produksi
mineral yang berasal dari areapenambangan. Royalti harus dibayar
dalam satuan rupiah atau satuan lainnya yang disetujui bersama. Tarif
royalty untuk pertambangan mineral dan batubara ditetapkan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003, tariff royalti bersifat
advalorem [dalam persentasi} dan dikenakan terhadap harga jual yang
telah dikalikan dengan jumlah produksi.

DEBEH SDA Kehutanan

Dana Bagi Hasil SDA Kehutanan berasal dari penerimaan Negara Bukan
Pajak dari sektor kehutanan terdiri:

a) lIuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (HUPH};

Adalah pungutan yang bersifat license fee (terkait dengan perizinan)
yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
atas suatu kawasan hutantertentu yang dilakukan sekali pada saat
izin tersebut diberikan. Tarif IIUPH terakhir diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998. Di dalam peraturan tersebut
dinyatakan bahwa tarif yang dikenakan adalahtarif satuan Rupiah
per satuan luas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (hektar). Besarnya
tarif tergantung dari(1) kategori wilayah dan (2} status HPH (baru/
perpanjangan/HPHTI). THPH dikenakan satu kali untuk jangka
waktuberlakunya HPH (atau sekitar 20 tahun}.

b} Dana Reboisasi [DR);

Adalah dana yang dipungut dari pemegang Jzin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan dariHutan Alam yang berupa kayu dalam rangka
reboisasi dan rehabilitasi hutan.
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¢) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

adalah pungﬁtan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik
darihasil yang dipungut dari Hutan Negara.

Tarif PSDH tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan
Perkebunan Nomor 859/Kpts-11/1999. Dalamperaturan tersebut,
tarifyang dikenakan adalah tarifsatuan Rupiah perm3, yang besarnya
tergantung dari(1) kategoriwilayah dan (2) kelompok jenis kayu/
bukan kayu. Provisi Sumber Daya Hutan {PSDH) dikenakan terhadap

~ pemegangHPH, pemegang HakPemungutan Hasil Hutan (HPHH)
dan pemegang [zin Pemanfaatan Kayu (IPK) (lihat Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
1999). Pada HPH, untuk penyaluran produksike industri terkait
dengan HPH, pembayaran' dilakukan oleh pihak industri penerima.
Untuk produksi yang disalurkan ke industri yang tidak terkait
dengan pemegang HPH, pembayaran dilakukan oleh pemegang HPH
pada saat pengangkutan. Pembayaran dilakukan setiap bulan atas
dasar produksi bulan sebelumnya, disetor langsung ke Rekening
Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Perhitungan jumlah kayu yang dikenai kewajiban untuk membayar -
PSDH dan Dana Reboisasi didasarkan dari Laporan Hasil Penebangan
(LHP). Sistem pelaporan produksi hasil hutan tersebut bersifat
self assessment, yaitu perusahaan pemegang HPH mengisi volume
produksi dan jenis tanatnan. Setelah itu diterbitkan dokumen
Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan (SKSHH) yang sebelumnya
disebut Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO). Pengesahan LHP
dilakukansetelah diadakan pengukuran sampling 10% dari area
produksi oleh petugas kehutanan untuk menguji kebenaran
pengisian dokumen LHP. Jika terjadi penyimpangan volume 5%, LHP
tetap disahkan, namun tidak berlalku untuk kesalahan pengisian
jenis tanaman. - '

4. DBH SDA Perikanan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan berasal dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan {PPP) dan Pungutan Hasil Perikanan (PHP).
Pungutan Pengusahaan Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan yang
dikenakan kepada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh
Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan lkan Penanaman
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Modal (APIPM), dan Surat ljin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai
imbalanatas kesempatan yang diberikan cleh Pemerintah indonesia
untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik
Indonesia. Pungutan Hasil Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan
yang dikenakan kepadaperusahaan perikanan Indonesia yang melakukan
usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapanlkan (SPi}
yang diperoleh. Pungutan untuk sektor perikanan ini diatur dalam SK
Menteri Pertanian Nomor 424 /Kpts/7/1977.

Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) bersifat license fee, dikenakan
satu kali pada saat pengajuanpermohonan Surat Ijin Kapal Perikanan.
Tarif PPP merupakan tarif nominal (US$) dan didasarkan atas ukuran
kapalpenangkapan ikan {Dead weight Ton- DWT). Dalam hal ini tarif
dikenakan atas dasar berat kosong kapal. Adapun Pungutan Hasil
Perikanan (PHP) dikenakan pada hasil produksi sektor perikanan yang
diekspor. Tarif yang dikenakan bersifat ad valorem (persentasi), di mana
besar tarif dibedakan menurut kelompok jenis ikan.

DBH SDA Pertambangan Panas Bumi

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi
diperhitungkan berdasarkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berasal dari:

a) Setoran Bagian Pemerintah

Setoran pengusahaan panas bumi yang diterima pemerintah sebesar
34% dari pemerimaan bersih usaha atau NetOperating Income
{NOI) setelah dikurangi kewajiban perpajakan. Setoran bagian
pemerintah ini dikenakan ataskontrak pengusahaan panas bumi
yang ditandatangani sebelum berlakunya UU No. 27 Tahun 2003
tentang PanasBumi.

b) TIuran Tetap dan luran Produksi

furan Tetap adalah Iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai
kesempatan atas eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi SDA
pada suatu wilayah. Sedangkan Iuran Preduksi adalah juran yang
diberikan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha
pertambangan panas bumi. Penerimaan Iuran Tetap dan Iuran
Produksi ini dikenakan atas kontrak pengusahaan panas bumi yang
ditandatangani setelah berlakunya UU No. 27 Tahun 2003 tentang
Panas Bumi.
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PNBP dari pertambangan panas bumi sampai dengan tahun 2011
(existing): masih berasal dari Setoran Bagian Pemerintah yang
ditempatkan pada Rekening Panas Bumi nomor 508.000084 pada
Bank Indonesia. Selain untuk menampung penerimaan setoran
bagian Pemerintah, rekening tersebutjuga digunakan untuk
membayarkan pengeluaran kewajiban Pemerintah terkait dengan
kegiatan usaha panas bumi, yaitu:

1. Pembayaran kembali (reimbursment) Pajak Pertambahan Nilai
(PPN);
2. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Pembayaran lainnya. Selisih dari penerimaan dan pembayaran
kewajiban pemerintah tersebut merupakan penerimaan negara
yang dapat dibagihasilkan kepada daerah dalam bentuk DBH
SDA Panas Bumi.

DBH SDA Panas Bumi sesuai Pasal 14 huruf g UU No. 33 tahun
2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah dibagi dengan imbangan 209 bagian
Pemerintah dan 80% bagian daerah.

Bagian daerah dengan rincian: 16% bagian provinsi, 32% bagian
kab/kota penghasil dan 32% bagian kab/kota lainnya dalam
provinsi yang bersangkutan.

Z. DANA ALOKASI UMuM

= Konsep Dasar, Tujuan dan Fungsi DAU

Dana Alokasi Umum [DAU) di berbagai Negara disebut General Purpose
Grants adalah salah satu jenis transfer yangmenjadi pendapatan umum bagi
penerimanya. Jenis transfer ini juga disebut unconditional grant di mana
grant yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apa pun oleh
sipemberi. Unconditional grant bukanlah satu-satunya bentuk transfer antar
pemerintahan. Terdapat berbagai jenis transfer dari Pemerintah Pusat ke
daerah yang dipraktekkan di dunia antara lain seperti grant untuk bidang
tertentu (specific grant), matching grant, grant untuk menutupi defisit (deficit
grant) dan kondisi tak terduga (emergency grant), dil.

Unconditional grant yang penggunaannya bebas adalah hentuk transfer
dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yangmemberikan -
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keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai
dengan prioritas daerah (lecal priorities). Dengan kata lain, tujuan pemberian
grant ini adalah untuk mendukung ketersediaan dana bagi Pemerintah
Daerah dalammenjalankan fungsi yang telah didesentralisasikan. Tujuan
pemberian grant ini sangat berbeda dengan tujuan berbagai jenis specific
grants yang biasanya diberikan kepada daerah untuk pencapaian tujuan
nasional (national priorities) tertentu yang pelaksanaan tugasnya sudah
menjadi tanggungjawabh daerah.

Dengan sifatnya yang bebas digunakan, unconditional grant pada
umumnya juga digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan
fiskal antar daerah. Sehingga jenis tranfer ini juga dinamai equalization grant
(grant pemerataan). Program pemerataan kemampuan fiskal dipraktekkan
oleh banyak negara di dunia, baik negara federasi maupun negara kesatuan.
Program ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-
daerah pada posisifiskal yang sama untuk menjalan tugasnya.

Program pemerataan fiskal dilakukan dengan berbagai cara didasarkan
kepada prinsip tertentu dan sasaran yang ingin dicapat oleh negara tersebut.
Di Kanada, sebagai contoh, sasarannya adalah untuk memberdayakan setiap
propinsinya dapat menyediakan pelayanan publik pada tingkat yang relatif
sama kepada seluruh penduduknya dengan pengenaan tingkat pajak yang
relatif sama pula. Demikian juga halnya dengan Australia di mana sasaran
yang dideklarasikan adalah untuk mengoreksi ketidakmerataan fiskal
horizontal [ketidak merataan antar negara bagian) untuk menyediakan
pelayanan dengan standar nasional tertentu kepada penduduknya.
Meskipun beberapa negara memiliki sasaran yang hampir sama untuk
program pemerataan fiskalnya, namun penerapannya bisa saja berbeda.
Sebagai contoh, Australia dan Kanada memiliki sasaran pemerataan fiskal
yang sama, namun metode yang digunakan dalam mengalokasikan dana
sangat berbeda. Sistem di Kanada hanya meng{lpayakan pemerataan
kapasitas fiskal tanpa mempertimbangkan kebutuhan fiskal dari
propinsi-propinsinya. Sedangkan sistem pemerataan fiskal di Australia
mengakomodasi keduanyanya (kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal).
Sistem Pemerataan Fiskal di Australia dikenal sebagai salah satu sistem
yang paling komprehensif di dunia.

Namun secara umum dapat dikatakan bahwa program pemerataan
fiskal dirancang untuk membantu daerah yang rendah pendapatannya dan/
atau tinggibiaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah
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yang tinggi pendapatannya dan/atau rendah biaya pelayanannya (Walsh
& Thomson, 1994). Meskipun demikian, tidak akan pernah ada sistem
pemerataan fiskal yang sempurna. Yang terjadi pada prakteknya adalah
upaya untuk mengurangi ketimpangan fiscal diantara daerah yang se- tingkat
sampai ke tingkat yang dapat diterima [acceptable level).

Dalam praktek di berbagai negara, ada dua cara untuk mengalokasikan
equalisation transfer ke daerah, yaitu dengan formula dan tanpa formula.
Bagaimanapun juga pengalokasian dengan formula memiliki banyak
kelebihan. Diantaranya yang paling peting sebagaimana yang dijelaskan Ma
(1997) adalah terhindarinya upaya untuk melakukan lobi cleh Pemerintah
daerah. Dengan penggunaan formula diharapkan terjadinya sistem alokasi
yvang adil dan transparan.

Pengunaan formula sudah dilakukan oleh banyak negara maju seperti
Australia, Inggris, Kanada, Jerman, Swiss dan Jepang. Namun, formula
memerlukan ketersediaan data yang dapat diandalkan untuk memperkirakan
kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal daerah. Sistem grant pemerataan di
Inggris, misalnya, menggunakan sekitar 30 variabel dalam tujuhkategori
belanja pemerintah daerah untuk mengestimasi kebutuhan belanjanya.
Commanwealth Grant Commission (CGC) di Australia, sebagai contoh,
menggunakan sekitar 11 kategori belanja dengan 5 variabel pada setiap
kategori untuk mengukur kebutuhan fiskal negara bagiannya2. Perhitungan
yang sangat komprehensif di Australia dan di Inggris adalah hasil dari
pengembangan sistem dalam beberapa dekade.

Sumber dana dari equalization transfer biasanya ada dua macam.
Pertama dari penerimaan pemerintah pusat dan kedua dari kumpulan dana
tertentu di tingkat negara bagian/propinsi/daerah. Di beberapa negara
seperti Inggris, Jepang dan Korea, sumber danaequalisation transfer adalah
penerimaan pemerintah pusatnya. Namun di Jerman, sumber transfer adalah
kumpulan dari penerimaan negara bagian, yaitu pajak pertambahan nilai
(PPN) dan pembayaran pemerataan antar negara bagian (Ma, 1997 & Spahn,
1997). Lotz (1997, p. 200) menyebut model Jerman sebagai model Robin-
Hood di manasumber daya diambil dariwilayah yang kaya dan diberikan ke
wilayah miskin tanpa adanya dana dari Pemerintah Pusat.

Dalam menentuan jumlahdanayangditransferuntuk pemerataan, beragam
cara dipraktekkan di dunia. Di beberapa negara jumlahnya dipatok sebagai
prosentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat. Namun di negara
tertentu, jumlah yvang ditransfer sepenuhnya merupakan kewenangan dari
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pemerintah pusat untuk menentukannya. Yang menjadiperhatian disini adalah
adalah keandalan (refiability} dan prediktabilitas dari dana. Apabila jumlahnya

' dipatok sebagai prosentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat, maka
refiable dan predictable dari jumlah dana akan mengikuti kondisi penerimaan
negara. Namun jika jumlah yang ditransfer ditentukan oleh pemerintah pusat,
akan ada ketidakpastian dalam hal jumlah yang akan ditransfer:

Indonesia sejak tahun 2001 telah mendistribusikan Dana Alokasi Umum
(DAU). DAU didistribusikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
daerah dengan sasaran untuk memeratakan kemampuan fiskal antar daerah,
sebagaimana tertulis pada pasal 1 ayat 18 UU No. 25 Tahun 1999 dan juga
pasal 1 ayat 21 UU No. 33 Tahun 2004 sebagai berikut:

e Dana Alckasi Umum adalah dana yang berasal dar] APBN, yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan
antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan Desentralisasi.

* Dana Alokasi Umum (DAU} adalah bagian dari dana perimbangan
yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk
tujuan mengurangi ketimpangan fiskal horizontal (horizontal fiscal
imbalance). Itu berarti DAU juga disebut equalization grant, yaitu
grant [bantuan) yang ditujukan untuk memeratakan kemampuan
keuangan daerah. Daerah yang “miskin” (kemampuan keuangan yang
rendah) akan mendapat DAU yang relatif lebih besar dari daerah
yang "kaya"” (kemampuan keuangan yang tinggi). '

Sebagai general purpose grant, keberadaan DAU dilandasi oleh prinsip
cathegorical equity [keadil'an kategori) menyatakan bahwa seluruh warga
negara di manapun berada berhak mendapatkan pelayanan dasar (seperti
pendidikan dasar, pelayanan kesehatan, infrastruktur daerah, dll) pada
standar minimumtertentu. Oleh karena pelayanan dasar merupakan
tanggungjawab Pemerintah Daerah, maka Pemda yang “miskin” harus diberi
bantuan dana agar dapat menyediakan pelayanan dasar dengan standar
minimum tersebut. Artinya pengalckasian DAU yang optimal adalah dapat
memeratakan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyediaan
pelayanan dasar tertentu pada standar minimum nasional.

{Sumber: Undang-Undang 33 tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah

dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2005,

tentang Dana Perimbangan}.
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3. Dana ALokasi KHusus {DAK)

= Konsep Dasar, Tujuan, dan Fungsi DAK

DAK (Dana Alokasi Khusus) adalah salah satu jenis dana transfer {grant)
dari Pemerintah Pusat ke Daerah di Indonesia. Secara umum terdapat dua
jenis grant dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, vaitu:

a) General Purpose Grant (Grant Bersifat Umum)
b) Specific Grant (Grant Bersifat Khusus)

Grant bersifat umum (general purpose grant) atau bantuan tanpa syarat
funconditional grant) yang di Indonesia disebut Dana Alokasi Umum (DAU)
adalah jenis bantuan yang bebas digunakan oleh si penerima. Tidak ada
arahan terhadap penggunaan dana tersebut dan umumnya ditujukan untuk
pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Sementara itu Specific Grant
sesual namanya merupakan grant bersifat khusus atau bantuan bersyarat
(conditional grant). Grant spesifik biasanya ditujukan untuk membiayai
bidang tertentu yang telah menjadi kewenangan daerah otonom, namun
Pemerintah Daerah {Pemda) sebagai si penerima tidak boleh menggunakan
dana tersebut kecuali untuk kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi.

Specific grant sangat beragam jenisnya dengan berbagai tujuan yang
dirancang oleh si pemberi, diantaranya:
a) Untuk mencapal tujuan nasional tertentu, namun fungsi dan

kewenangannya urusannya telah didesentralisasikan ke daerah
otonom.

b) Untuk mempengaruhi pola belanja daerah penerima.

¢) Untuk mengakomeodasi spillover benefit (penyediaan pelayanan
publik oleh daerah tertentu tetapi dimanfaatkan oleh penduduk
daerah lain/tetangga).

Bantuan spesifik dapat digunakan cleh pemberi {pemerintah pusat)
untuk tujuan dan prioritas nasional, misalnya untuk mencapai tujuan
nasional di bidang pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastrutur namun
urusannya telah didesentralisasikan ke daerah. karena pusat tidak dapat
mendikte daerah untuk penggunaan dana bantuan umum, maka pusat dapat
melakukannya dengan menyediakan bantuan spesifik Bantuan spesifik
dapat juga ditujukan untuk mempengaruhi pola belanja daerah. Dengan
penggunaannya yang spesifik dan mensyaratkan dana pendamping dari
sumber pendapatan daerah lainnya, akan tersedia sejumlah dana yang harus
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dibelanjakan oleh daerah untuk bidang yang diinginkan pusat. Lebih spesifik
lagi; bantuan dapat disediakan oleh si pemberi untuk mengakomodasi
beban pembiayaan bagi daerabh tertentu, misalnya daerah yang menyediakan
pelayanan yang juga dimanfaatkan oleh penduduk daerah lain. Bantuan
spesifik tentunya juga dapat disediakan oleh pusat untuk mengakomodasi
kekhususan daerah, yang terkait dengan ketidakmampuan daerah tersebut
untuk membiayai pelayanan khusus.

- Berbagai jenis specific grant (bantuan khusus) dipraktek didunia, antara
lain: ' ' 7
a) Grantuntuk program/kegiatan /pelayanan tertentu (specific grant},

b) Grant yang mengharuskan dana pendamping dari penerima
(matching grant),

¢) Grant untuk menutupi defisit {deficit grant),
d) Grant untuk membantu daerah menghadapi situasi darurat/
‘emergensi (emergency grant),

e) Grantuntuk belanja modal (capital grant).

Kerﬁudian dari sisi penenttian jumlah bantuan spesifik yang akan
ditransfer ke daerah, dapat pula dikelompokkan pada dua jenis (lihat
Bergvall, et al, 2006):

1) Closed-ended grant (jumlah yang akan ditransfer ke daerah telah

ditetapkan dari awal dan realisasinya sama dengan pagu anggaran ).

2} Open-ended grant (jumlah jumlah akhir dari grant ditentukan oleh
realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang
sangat menantanguntuk dapat direalisasikan oleh daerah). Dengan
variasi yang demikian, pemerintah dapat memilih jenis bantuan
khusus sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk tujuan mencapai standar pelayanan minimum nasional di seluruh
daerah, jenis bantuan yang paling direkomendasi adalah bantuan khusus
tanpa dana pendamping, yang diikuti dengan spesifikasi penggunaan dana
bagi standar pelayanan minimum. Untuk tujuan mengakomodasi spitiover
benefit (pelayanan yang disediakan suatu daerah yang juga dimanfaatkan
penduduk daerah lain) direkomendasikan jenis bantuan khusus dengan
dana pendamping (matching grant), dengan tingkat dana pendamping
yang bervariasi. Bagi daerah yang tingkat spiflover benefitnya tinggi, dana
pendamping tentunya lebih rendah. Sedangkan untuk tujuan mempengaruhi
pola belanja daerah di bidang yang merupakan prioritas nasional disarankan
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untuk menggunakan open-ended matching grant (bantuan khusus dengan
dana pendamping dengan jumlah akhir yang dapat saja lebih kecil ataupun
lebih besar dari pagunya). Open-ended grant mengisyaratkan bahwa jumlah
bantuan yang diterima oleh setiap daerah ditentukan cleh realisasinya untuk
bidang yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.

Dana Alokasi Khusus (DAK) di indonesia diatur oleh UU 33 Tahun 2004
dan PP 55 Tahun 2005. Namun demikianpengaturan yang sama juga ada
di UU 32 Tahun 2004. Dari peraturan tersebut DAK di Indonesia dapat
dikatakansebagai specific matching grant, yaitu bantuan yang bersifat
khusus dengan mensyaratkan dana pendamping. Namun dalam peraturan
perundang-undangan tidak ditentukan apakah DAK ini merupakan close-
ended grant atau open-endedgrant. Dalam prakieknya selama ini DAK
merupakan close-ended grant dalam arti jumlah yang akan diterima
oleh daerah untuk satu tahun anggaran sudah ditentukan dari awal tahun
anggaran. Seterusnya apabila daerah tidak bisa menggunakan DAK
sebagaimana ketentuan teknisnya, sisa DAK diakhir tahun anggaran akan
menjadi SILPA (sisa lebih perhitungan anggaran ) dan dapat digunakan
untuk tujuan yang sama pada tahun anggaran berikutnya. Dengan itu dapat
dipahami bahwa DAK di Indonesia tidak mencakup berbagai jenis specific
grant lainnya seperti bantuan khusus tanpa dana pendamping, bantuan
defisit, bantuan emergensi, dil.

Tujuan DAK menurut UU 32 Tahun 2004 dan UU 33 Tahun 2004 adalah
untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah
dan sesuai dengan prioritas nasional. Seterusnya dijelasan bahwa DAK
dialokasikan kepadadaerah tertentu yang memenuhikriteria yang ditetapkan
(kriteriaumum, kriteria teknis dan kriteria khusus). Dengan demikian tidak
semua daerah mendapatkan alokasi DAK. Sebagai tambahan dari regulasi
tersebut, DAK juga diatur oleh PP 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan
yang membatasi DAK hanya untuk kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana
tertulis pada pasal 60 ayat 3 yang berbunyi sbh:

Moout kiatA Kuiiaw FMP IPDN

* DAKtidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan,
penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan
dinas.

* Pembatasan DAKIebihlanjutdi PP No. 55 Tahun 2005 mengakibatkan
tidak adanya DAK untuk kegiatan yang bersifat non-fisik.

DAK berdasarkan Undang-undang 32 tahun 2004, dan direvisi dengan
Undang-Undang 23 Tahun 2014, Pada Pasal 162, tentang Pemerintahan
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Daerah, serta Undang-Undng 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan
antar Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pada Pasal 1 ayat (23) dan Pasal
38-41. DAK diperuntukkan bagi daerah tertentu dalam rangka pendanaan
Pelaksanaan desentralisasi untuk:

1.

DAK untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan
urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, mendanai

~ kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas

10.

nasionai

Dialokasikan tiap tahun dalam APBN mendanai kegiatan khusus
yang diusulkandaerab tertentuDialokasikan kepada Daerah
tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakanurusan
Daerah Penyusunan kegiatan khusus ditentukan oleh Pemerintah
dikoordinasikan dengan Gubernur

Kegiatan khusus sesuai dengan fungsi dalam APBN

Penyusunan kegiatan khusus yang diusulkandaerah tertentu
dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang
bersangkutan.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK yangmeliputi kriteria umum,
kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah

Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan
Keuangan Daerah dalam APBD

Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan karakteristik Daerah

Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/Departemen
Teknis
Dana pendamping:*Minimal 10% dari alokasi DAK Dianggarkan

dalam APBD Pengecualian bagl daerah dengan kapasitas fiskal yang
rendah.

11. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah

Sumber:  Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan

Pemerintah Daerah.
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4. Dana TRANSFER LaiNNya {Dana OTSUS, Dana PENYESUAIAN, DaNA
BOS, DID, TPG, DAN DaNA TaMSIL GURU)

1. Déna Otsus [Otonomi Khusﬁs)

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan
undang-undang otonomi khusus. Ada dua undang-undang yang mengatur
Otonomi Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (jo) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh. Dana otonomi khusus merupakan dana yang khusus diberikan untuk
pércepatan pembangunan di daerah. _

Alokasi Dana Otsus untuk Papua ditetapkan sebesar 2% {dua persen)
dari plafon DAU Nasional per-tahunnya dan berlaku selama 20 {dua puluh)
tahun. Dari Alokasi tersebut, ditetapkan bahwa Provinsi Papua mendapatkan
proporsi 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya untuk Provinsi Papua Barat
Selain dana Otsus, kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga mendapatkan
alokasi Dana Tambahan Infrastruktur yang besarnya disesuaikan kemampuan
keuangan Negara dan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA
Gas Bumi masing-masing sebesar 55% dan 40% dari PNBP SDA Minyak Bumi
dan SDA Gas Bumi yang berasal dari wilayah propinsi yang bersangkutan.

Dana Otsus untuk Provinsi Aceh adalah berdasarkan Undang-Undang
No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otsus ini juga berlaku
.untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun
pertama sampai dengan tahun ke-15 besarnya setara dengan 2 % (dua
persen] plafon DAU Nasional dan untuk tahun ke-16 sampai dengan tahun
ke-20 besarnya setara dengan 1 9% (satu persen) plafon DAU Nasional.
Sedangkan tambahan porsi DBH SDA Minyak Bumi dan DBH SDA Gas Bumi
besarnya sama dengan untuk Propinsi Papua dan Papua Barat, yaitu masing-
masing sebesar 55% dan 40% dari PNBP SDA Minyak Bumi dan SDA Gas
Bumi yang berasal dari wilayah propinsi yang bersangkutan. Penyaluran
Dana Otsus tersebut dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangﬁn dari
Menteri Dalam Negeri. Penyaluran Dana dilaksanakan secara bertahap dan
tidak dapat dilakukan sekaligus, yaitu:

a. Tahap I: 30 % dari alokasi (Maret)
b. Tahap Ii: 45 % dari alokasi (Juli)
¢. Tahap HI: 25 % dari alokasi [Oktober).
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2. Dana Penyesnaian

Dana Penyesuaian adalah dana transfer yang bersifat adhoc. Pada
dasarnya dana penyesuaian ini bertujuan untuk menampung program-
program tertentu yang tidak tertampung dalam definisi dana perimbangan,
terutama tidak tertampung dalam definisi DAK di Indonesia.

3. Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diatur dengan
beberapa peraturan menteri, yaitu:

a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2011 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah
Tahun anggaran 2012. Peraturan Menteri ini antara lain mengatur
mekanisme penyaluran dana BOS dari kas Umum Negara ke kas
Umum Daerah serta pelaporannya.

b. Peraturan Menteri Kenangan Nomor 26/PMK.07/2012 tentang
Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional untuk
Sekolah di Daerah Terpencil Tahun anggaran 2012.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang
- Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Peraturan Menteri ini antara lain mengaturmekanisme pengelolaan
dana BOS di daerah dan mekanisme penyaluran dari kas Umum
Daerah Propinsi ke Sekolah dengan hibah.

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 tahun 2011
tentang Petunjuk Teknis tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dan Laporan Kenangan BOS tahun anggaran 2012.

e. PeraturanMenteriiniantaralain mengatur mekanisme pengalokasian
dana BOS dan penggunaan dana BOS di Sekolah.

Dana BOS merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah kabupaten
dan kota untuk meringankan bebanmasyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (duabelas) tahun yang bermutu.
Adapun sekolah penerima BOS adalah Sekolah Dasar/Sekola Dasar Luar
Biasa (SD/SDLB) dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah
Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Terbuka {SMP/SMPLB/
SMPT) baik Negeri maupun swasta, termasuk SD-SMP Satu Atap (SATAP)
Sekolah Menengah Atas dan yang sederajad dan Tempat Kegiatan Belajar
Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun
swasta di seluruh provinsi di Indonesia.
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Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah danayang digunakan
terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai
pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai
beberapa kegiatan lain sesuai pertunjuk teknis Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan.

Sejak tahun 2011 penyaluran BOS dilakukan melalui transfer
langsung dari Rekening kas Umum Negara ke Rekening kas Umum Daerah,
menggantikan mekanisme sebelumnya di mana dana BOS disalurkan melalui
DIPA Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana konsep
dekonsentrasi. Untuk tahun 2011 dana BOS disalurkan langsungkepada
Pemerintah Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara triwulanan masing-
masing sebesar % (satu perempat) dari pagu alokasi kepada pemerintah.
Selanjutnya pemerintah daerah wajib menyalurkan BOS kepada masing-
masing sekolah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di
Rekening KUD.

Untuk tahun angaran 2012 alokasi untuk SD dan SMP per siswa per
tahun diberikan sebesar:

1. SD/SDLB di kabupaten dan kota sebesar Rp.580.000,00 per siswa
per tahun;

2. SMP/SMPLB/SMPT di Kabupaten dan kota sebesar Rp.710.000,00
per siswa per tahun.

4. Pencairan Dana Cadangan (Buffer Fund} dan Perlakuan atas Lebih
Salur '

Dana cadangan BOS (Buffer fund) pencairannya dilakukan setelah
mendapatkan rekomendasi kurang salur BOS dari Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan berdasarkan ketersediaan dan perkembangan data jumlah
siswa per triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Infarmasi terkait kurang salur BOS selanjutnya ditindaklanjuti dengan
penyampaian rekomendasi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada
Menteri Keuangan untuk menjadi dasar pencairan dana cadangan BOS vang
selanjutnya akan disalurkan ke provinsi.

5. DID (Dana Insentif Daerah)

Tujuan utama dialokasikannya DID adalah untuk mendorong agar
daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan iebih baik yang
ditunjukkan dari perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan
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Keuangan Pemerintah Daerah, dan berfungsi membantu daerah dalam rangka
melaksanakan program pendidikan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat.

6. Dana TPG (Tunjangan Profesi Guru) dan Tamsil Guru

Dana TPG {Dana Tunjangan Profesi Guru) diberikan kepada Guru
Pegawai Negeri Sipil Daerah yang telah memiliki sertifikat pendidik dan
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Tunjangan Profesi Guru-PNSD diberikan sebesar maksimal 1 kali
gaji pokok PNS yang bersangkutan. Penyaluran TP Guru-PNSD dilaksanakan
dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD secara triwulanan pada
akhir triwulan yang bersangkutan, masing-masing triwulan sebesar 25%
pagu alokasi per daerah.

Dana Tamsil Guru (Tambahan Penghasilan Guru) diperuntukkan bagi
guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan
kesejahteraan guru PNSD.

D. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (LPDS) merupakan pendapatan
yang tidak dapat dipisahkan dari pendapatan yang secara keseluruhan masuk
dalam Pendapatan Pemerintah/Daerah.

LPDS ini merupakan wewenang dari daerah untuk mengelola dan
menggunakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perlu diperhatikan
bahwa "LPDS” (Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah) berbeda dengan
“LPADS” (Lain-lain PAD yang Sah).

= Penyajian dalam anggaran

Semua jenis pendapatan yang sah yang tidak masuk kepada kategori PAD dan
Dana Perimbangan merupakan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jenisnya antara lain:

Pendapat Hibah

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana Darurat

A

Lainnya.
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Dengan penjelasan tersebut di atas, bahwa penerimaan daerah yang
dijadikan sumber pendapatan daerah sangat jelas, Pendapatan daerah
merupakan sumber utama yang dijadikan rujukanuntuk menyusun
kebijakanumum APBD, dan PPAS, penga}okasian di dalam kerangka
penganggaran daerah. Di dalam menyusun dan mengalokasikan anggaran
daerah kepada setiap program dan kegiatan dari Satuan Kerja Pemerintah
Daerah dan unit-unit kerja lainnya dalam lingkungan daerah harus
memperhatikan ketersediaan anggaran yang akan didapat Pemerintah
Tiaerah, dengan berdemensi waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Sehingga di
dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah harus dilakukan
dengar. pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah,
anggaran berbasis kinerja serta penganggaran terpadu. Penganggaran yang
agiziah anggaran yang dapat mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan
nrogram dan kegilatan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas
dalam yelaksanaannya. Penjelasan lebih lanjut akan dijabarkan pada Bab

borikuboya.

Ol

Sumber: Undang-undang Momor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan MNegara, Peraturan Pemerintah
Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 59 tahun 2007

serta Peraturan PemerintahMomor 21 tahun 2011,

4.5 Latihan

1. Jelaskan tentang keberadaan Undang-Undang 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang 33 Tahun
2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Jelaskan terkait dengan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

3. Jelaskan terkait dengan Dana Tamsil Guru (Tambahan Penghasilan
Guru).

Jelaskan terkait tentang DID.
5. Jelaskan terkait tentang Dana Penyesuaian.

Jelaskan terkait tentﬁng Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi
Khusus.

7. lelaskan terkait tentang_ijajak dan retribusi daerah.
Jelaskan terkait tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD].
9. Jelaskan sumber-sumber PAD.
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10. Menurut pendapat saudara apakah pajak dan retribusi daerah
merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.

4.6 Rangkuman

Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-Undang 33
Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, terdiri:

1. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:
a. Pajak Daerah.
b. Retribusi Daerah.
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan terdiri dari:
a. Dana Bagi hasil.
b. Dana Alokasi Umum (DAU).
c. Dana Alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri dari:
a. Bantuan Dana.
b. Hibah.
¢. Dana Darurat.
d. Dana Penyesuaian [ Dana OTSUS).
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang dirinci menurut
obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak
daerah dan retribusi daerah. Sedangkan lenis hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan
yang mencakup:

1) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik

daerah/BUMD;

2) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN;

3) bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.
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Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan Retribusi
Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk memungut 5
(lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis pajak kabupaten/
kota, yaitu:

1. Pajak Provinsi

a. Pajak Kendaraan Bermotor

b.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
d.. Pajak Air Permukaan

e. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir

Pajak Air Tanah

Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

o]
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Jenis-jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak dan
Retribusi Daerah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk
memungut 3 (tiga) objek retribusi, yaitu:

1. RetribusiJasa Umum

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk
dan Akta Catatan

Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

R




Perencanann dan Pengangearan Daerah

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

. Retribusi Pelayanan Pendidikan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

B g mRETC T

2. Retribusi Jasa Usaha _
Merupakan retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, Subjek
retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang
menggunakan/menikmati  pelayanan jasa usaha yang
bersangkutan. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang
disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip
komersial yang meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan
daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum
disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Wajib
retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan
yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi jaéa usaha.

- Retribusi jasa usaha dapat terdiri dari:
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Retribusi Tempat Pelelangan

Retribusi Terminal

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribust Pelayanan Kepelabuhanan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Retribusi Penyeberangan di Air

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
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3. Retribusi Perizinan Tertentu

Merupakan retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu.
Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau
badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.
Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan
tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau
badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Wajib
retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk
pemungut atau pemctong retribusi perizinan tertentu. '
Retribusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkochol
Retribusi Izin Gangguan

Retribusi [zin Trayek

Retribusi Izin Usaha Perikanan.
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4. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
daerah/BUMD;
~ b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
pemerintah/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik
swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Dana Perimbangan
Kelompok Dana Perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan
yang terdiri atas:

1) dana bagi hasil;

2) dana alokasi umum; dan

3) dana alokasi khusus.
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erencanaan dan Penganggararn Daerah

4) Dana Bagi hasil
5) Dana transfer lainnya (Dana OTSUS, Dana Penyesuaian, Dana
BOS, DID, TPG, dan Dana TAMSIL Guru}. .

4.7 Test Formatif
1. Berapa jenis pajak Provinsi:
a. 11 ]enis; c. 5]Jenis
b. 7 ]enis;
2. Berapa jenis pajak Kabupaten/Kota:
a. 13jenis; c. 11 jenis.
b. 12 jenis; .
3. Jelaskan kelompok dana perimbangan menurut jenis pendapatan:
a. DBH, DAU; dan DAK. c. DBH dan DAU.
b. DAU dan DAK;
4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut
objek pendapatan yang mencakup:
a. 11 jenis; ¢ 14jenis.
b. 13jenis;
5. Retribusi terbagike dalam berapa kelompok:
a. 2kelompok; c. 4 kelompok;
bh. 3 kelompok;
6. Retribusi perizinan tertentu dapat terdiri atas:
a. 5jenisijim c. 4jenisijin.
b. 3 jenis ijin;
7. Retribusi jasa usaha dapat terdiri dari:
a. 11jenis jasa usaha; c. 10 jenis jasa usaha;
b. 9.Jenis jasa usaha;
8. Dana transfer lainnya meliputi:
a. 5 jenis dana transfer; c. 7 jenis dana transfer
b. 6 jenisdana transfer;
9. Retribusi jasa umum terdiri dari:

a. 14 jenis jasa umum; ¢. 12 jenis jasa umum;

b. 13 jenis jasa umum;
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10. Tujuan utama dialokasikannya DID adalah untuk mendorong agar
daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih baik.

a. Bisa benar dan bisa salah; c. Salah;
b. Benar:
4.8 Jawaban
1. c 3 a 5. b. 7.a. 9 a
2. ¢ 4 c 6.a. 8.b  10.b.

4.9 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi
kegiatan belajar 4.

Rumus:

Tingkat penguasaan = Jumlah ]awallzu;n yang benar x100%
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:
« 90%-100% baik sekali
* 80%-89% = baik
* 70%-79% = cukup
s >(94

kurang.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan kegiatan belajar 5. Bagus! Tetapi bila tingkat
penguasaan Anda kurang dari 80 %, maka Anda harus mempelajari
kembalj kegiatan belajar 4, terutama bagian yang belum Anda kuasai.
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ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD)

5.1 Latar Belakang

= Pengertian APBD :

nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat

PBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah

yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun
2003 Pasal 1 Butir 8 tentang Keuangan Negara).

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola
dalam APBD. penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut dalam rangka
pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan
pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi atau tugas
pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan
keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.

APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah
danSemua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan
daerah bertujuan untuk memenubhi target yang ditetapkan dalam APBD.
Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesunai jumiah
dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.

karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka
APBD menjadiDasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun
anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember
tahun yang bersangkufan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan
pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka
waktu tersebut.
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APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran
yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari
perencanaan alokasi.

Biaya atau input yang ditetapkan, dan pendapatan yang dianggarkan
dalam APBDmerupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat
direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan.
Berkaitan dengan belanja, jumtah belanja yang dianggarkan merupakan
batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak
boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian
tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat

_ dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk
membiayai pengeluaran tersebut. .

= Pendapat beberapa ahli tentang APBD

1. Pendapat Bastian (2006) “ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan pengejawantahan rencana kerja Pemerintah Daerah
dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun tahunan
dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

2. Pendapat Nordiawan, dkk. {2007), “APBD merupakan rencana
keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan
ditetapkan dengan peraturan daerah”.

3. Mardiasmo (2005), “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah
Daerzh.

Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral
dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran
daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan
dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan
. pembangunan, otorisasi Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan
semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang
ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan
ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD.




Perencanaan dan Peaganggaran Dacrah

karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka
APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan
pengawasan keuangan daerah.

= Fungsi-fungsi APBD
Berdasarkan Undang-Undang 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara
dalam Pasal 3 ayat (4}, APBD mempunyai fungsi-fungst sebagai berikut:
1} Fungsi Otorisasi
Anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belania pada tahun yang bersangkutan.
2} Fungsi Perencanaan

Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam
merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3) Fungsi Pengawasan
Anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai épakah kegiatan
penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang
ada. |

4} Fungsi Alokasi
Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran
dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan
efektivitas perekonomian.

5) Fungsi Distribusi
Anggaran daerah harus mengandung arti/memperhatikan rasa
keadilan dan Kepatutan tahun anggaran APBD dimulai dari tanggal
1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan,
sama seperti tahun anggaran dalam APBN )

5.2 Tinjauan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan dokumen
perencanaan yang memuat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah.

APBD merupakan instrumen penting di dalam mendukung operasional
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.
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5.3 Tinjauan Khusus

1.

U NS

Struktur APBD.
Siklus Belanja.
Mekanisme dan Proses Penyusunan APBD.

.. Proses dalam penyusunan APBD.

Penyusunan RAPERDA APBD.
Evaluasi RAPERDA APBD

5.4 Kegiatan Beiaié'r

STRUKTUR APBD

A. GAMBARAN UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari:

1.

2.
3.

Pendapatan.
. Belanja dan
Pembiayaan daemh

Apabila terjadi selisih antara pendapatan dan belanja daerah, maka
terjadi surplus, jika anggaran pendapatan lebih besar dari belanja daerah.

Jika terjadi surplus dalam APBD, dapat digunakan atau dimanfaatkan
untuk pembayaran pokok pinjaman/utang, penyertaan modal
(investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah
pusat/daerzah lain, transfer ke dana cadangan dan sisa lebih tahun
anggaran berjalan. Pemanfaatan dana surplus dimaksud dinamakan
pengeluaran pembiayaan.

Jika APBD dalam keadaan deficit, terjadi di mana belanja daerah

lebih besar dari pada pendapatan daerah, maka ditetapkan
pembiayaan menutupi deficit tersebut, bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu. Atau dapat menggunakan dana
cadangan, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan penerimaan kembali pemberian plnjaman atau
penerimaan piutang.

a. Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, definisi pendapatan daerah ialah
semua hak daerah yang diakui sebagal penambah nilai kekayaan bersih
dalam periode tahun anggaran daerah yang bersangkutan.




Ferencanaan dan Penganggaran Daerah

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

Pendapatan asli daerah, adalah pendapatan daerah yang diperoleh
dari atau proses penggalian sumber-sumber potensi daerah,
yang diakibatkan atas pemberian kewenangan yang diterima dari
pemerintah, berdasarkan otonomi daerah sebagai bentuk azas
desentralisasi.

Pendapatan asli Daerah bersumber dari:
1. Pajak danretribusi daerah;
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Danlain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari Pemerintah yang
dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK, serta
bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang
33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemermtah
antar Pemerintah Daerah.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain” pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarlan Undang-Undang.

{Sumber: Undang-Undang 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan
Keuangan antar pemerintah daerah).

b. Belanja Paerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui
sebagai pengurangan nilai kekayaan bersth. Belanja daerah adalah semua
pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umum daerah, mengurangi
ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam
satu tahun anggaran yang tidak akan dapat diperoleh pembayaran kembali
oleh pemerintah daerah.

Penggunaan Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dipergunakan untuk pelaksanaan tﬁgas-tugas
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten /kota yang
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meliputi urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang ditangani oleh dalam
bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan secara bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapat
dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Langsung dan
Belanja Tidak Langsung. ' '

Belanja Daerah dapat diklasifikasikan ke dal’am/ menurut:

1)

2}

1. Fungsi.

2. Organisasi.

3. Program.

4. Kegiatan.

5. Kelompok belanja.
.6. Dan jenis belanja.

Klasifikasi menurut urusan wajib, pilihan, dan fungsi
Pengertian urusan wajib adalah urusan yang bersifat sangat
mendasar sekali Berkaitan dengan kewajiab daerah dalam
melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat, yang wajib
dilakukan oleh pemerintah daerah, dan diprioritaskan dalam
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat daerah meliputi:
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial
dan fasilitas umum yang layak, dengan mewujudkan pepgembangan
sistem sosial yang diwwjudkan melalui prestasi kerja guna
pencapaian standar minimal.

Sedangka urusan pilihan adalah meliputi: urusan pemerintahan,
berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah
berdasarkan kondisi lingkungan, kekhasan, dan potensi unggulan
daerah bersangkutan, diantaranya: pertambangan, perikanan,
pertanian, perkebunan, perhutanan dan parawisata.

Klasifikasi belanja menurut Organisasi, Program dan Kegiatan

Klasifikasi belanja menurut organisasi adalah di mana susunan
organisasi Kepala Daerah, Sekretaris daerah, Sekretariat DPRD,
Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan serta
kelurahan, disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintah
daerah.
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Perencanaan dan Penganggaran Dacrah

Adapun Klasifikasi belanja berdasarkan program dan kegiatan
disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadikan
kewenangan dan tanggungjawabnya berdasarkan organisasi
pemerintahan.

Program merupakan instrument kebijakan dan berisikan satu atau
lebih kegiatan dan dilaksanakan, oleh instansi pemerintah/lembaga
atau masyarakat yang dikoordinasikan instansi- pemerintah guna
mencapai tujun dan sasaran serta memperoleh alokasi anggarannya.
Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program vang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja perangkat daerah dan
merupakan bagian dari pencapaian sasaran secara terukur dari
program dan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya, baik personil maupun sumber daya berupa barang modal
termasuk di dalamnya peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi
dari beberapa sumber daya yang digunakan dan merupakan
masukan {infut) dan untuk menghasitkan keluaran [output} dalam
wujud barang dan jasa.

Kelompok Belanja dan Jenis Belanja

Belanja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok yang
terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja tidak langsung.

Belanja langsung adalah belanja di mana anggarannya dapat
dipengaruhi secara langsung dengan adanya program dan kepiatan,
dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

» Dianggarkan bagi setiap program dan kegiatan yang disampaikan
oleh setiap SKPD.

» Besaran anggaran belanja langsung terkait dengan program dan
kegiatan dapat diukur secara langsung dengan cutput yang akan
dicapai.

» Target kinerja mempengaruhi variabilitas jumlah setiap jenis
belanja langsung guna tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kelompok belanja langsung dapat dibagi ke dalam:

1. Belanja pegawai.

Belanja pegawai, dipergunakan untuki membiayai pembayaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan
dan kegiatan pemerintah daerah.
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Belanja barang dan jasa

Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk membiayai
pengadaan barang dan jasa, yang mempunyai nilai manfaat lebih
dari 12 bulan. Dan mendukung kegiatan pemerintah daerah
berupa belanja habis pakai, bahan/matrial, jasa kantor, premi
asuransi, perawatan kendaraan bermotor. Cetak/penggandaan,
sewa rumah/gedung/gudang, parker, sewa sarana mobilitas,
sewa alat berat sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian
kerja pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
perjalanan pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan
jasa konsultasi, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja modal.

Belanja modal, dipergunakan untuk mendukung pengeluaran
dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai
nilai manfaat lebih dalam 12 bulan dan dipergunakan untuk
menunjang kegiatan pemerintah daerah.

(Sumber: Nurtan Darise “Sistem Perencanaan dan Penganggaran
Pemerintah Daerah di Indonesia “ Salemba Empat,
Jakarta 2009).

Tabel:5.1.
Rincian belanja langsung

KELOMPOK BELANJA LANGSUNG

Jenis Belanja Langsung Rincian Belanja

a. Belanja Pegawai Belanja untuk honorarium/upah datam melaksanakan

program dan kegiatan pemerintahan, belanja ini
meliputi:

1. Honorarium PNS.

Honorarium Non PNS.

Uang lembur.

Belanja Bea siswa Pendidikan PNS,

Belanja * Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS.
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b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pembelian
pengadaan barang dan jasa yang manfaatnya dapat
dipergunakan selama 12 bulan dan/atau pemakaian
jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan. Belanja ini meliputi:

Belanja bahan habis pakai.

Belanja bahan/Material.

Belanja jasa kantor.

Belanja premi asuransi.

Belanja perawatan kendaraan bermotor.

Belanja cetak dan pengadaan.

Belanja sewa rumah/gedung/dan gudang.

Belanja sewa sarana mobilitas.

. Belanja sewa alat berat.

10. Belanja sewa peralatan kantor.

11. Belanja makanan danminuman.

12. Belanja Pakaian dinas dan atributnya.

13. Belanja Pakaian kerja.

14. Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu.
15. Belanja Perjalanan dinas.

16. Belanja Perjalanan pindah tugas.

17. Belanja Pemulangan Pegawai.

Wooe N e e

¢. Belanja Modal.

Pengeluaran  dilakukan dalam rangka pembelian.

Pengadaan atau pembangunan asset berwujud yang

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk

digunakan dalam program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja ini meliputi:

1. Belanja modal pengadaan tanah.

2. Belanja modal pengadaan alat berat.

3. Belanja Modal pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor. '

4. Belanja modal alat-alat angkutan tidak bermotor.

5. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di
atas air bermotor.

6. Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan di
atas air tidak bermotor.

7. Belanja modal Pengadaan Alat-alat angkutan
udara.

8. Belanja modal pengadaan peralatan bengkel.

9. Belanja modal pengadaan alat-alat pengolahan
pertanian dan peternakan.

10. Belanja modal pengadaan peralatan kantor.

11. Belanja modal Pengadaan Perlengkapan kantor.

12. Belanja modal pengadaan Komputer.
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13. Belanja modal Pengadaan Mebelair.

14. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur.

15. Belanja modal pengadaan penghias ruangan rumah
tangga,

16. Belanja Modal Pengadaan Alat alat studio.

17. Belanja Modal pengadaan alat-alat komunikasi.

18. Belanja Modal Pengadaan alat alat ukur,

19. Belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran.

| 20. Belanja modal alat-alat laboratorium.

21. Belanja modal Pengadaan kontruksi jalan.

22. Belanja modal Pengadaan kontruksi jembatan.

23. Belanja modal pengadaan kontruks jaringan air.
24. Belanja modal Pengadaan Penerangan jalan, taman,
dan hutan kota,

25. Belanja modal pengadaan Instalasi Listrik dan
telephon.

26. Belanja modal pengadaan Kontruksi/Pengadaan
Bangunan,

27. Belanja modal pengadaan buku perpustakaan.

28. Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak
kesenian, kebudayaan,

23. Belanja modal Pengadaan hewan ternak dan.
tanaman.

30, Belanja modal pengadaan Alat-alat Kearnanan,

Sumber: Peraturan Menteri Dalam N egeri nemor 13 tahun 2006,

B. ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

Penyusunan anggaran belanja langsung dapat dilakukan dengan
menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah
(KPJMD}, penggaran terpadu dan pendekatan anggaran berbasis kineerja
(ABK).

Penganggaran dengan pendekatan Kerangka pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan melakukan penyusunan prakiraan maju
yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan
untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan
dan merupakan implikasi dari kebutuhan pendanaan dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pendekatan penyusunan anggaran dengan pendekatan anggaran terpadu
dapat dilakukan dengan mengintegrasikan selruh proses perencanaan’
dan penganggaran dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan dokumen
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rencana kerja dan anggaran. Adapun penyusunan anggaran dengan
pendekatan penganggaran berbasis kinerja atan prestasi kerja dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
diharapkan dari program dan kegiatan serta hasil yang diharapkan termasuk
efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut.

Penyusunan anggaran belanja langsung dengan pendekatan anggaran
berbasis kinerja berdasarkan indicator kinerja, capaian atau target kinerja,
analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
minimal. Indikator kinerja dan capaian kinerja tersebut untuk mengukur
keberhasilan yang akan dicapai dari proses pelaksanaan program dan
kegiatan yang direncanakan, meliputi kinerja masukan, keluaran dan hasil
yang akan dicapai.

C. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung
pada umumnya adalah belanja belanja yang ditetapkan secara bersama-sama
untuk melaksanakan seluruh program dab kegiatan unit keerja atau aktivitas
umum dari sebuah unit kerja. Belanja gaji dan tunjangan yang dibayar
kepada jajaran pegawai dari tingkat pimpinan sampai bawahan merupakan
gaji rutin setiap bulan yang diterimakan, berdasarkan pengangkatan yang
bersangkutan menjadi pegawai PNS pusat maupun daerah. Secara Langsimg
belanja tidak langsung pada instansi pemerintah daerah meliputi: belanja
pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil,
belanja bantuan keuangan, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.

Belanja pegawai merupakan belanja konpensasi dalam bentuk gaji dan
tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
diberikan kepada pegawai negeri sipil, yang termasuk ke dalam belanja
pegawai ini adalah tunjangan representasi dan tunjangan pimpinan dan
anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan wakilnya. Daerah
dapat memberikan penghasilan tambahan kepada PNS daerah, berdasarkan
pertimbangan yang sangat obyektif dengan melihat dan memperhatikan .
kemampuan keuangan yang dimiliki daerah serta mendapatkan persetujuan
DPRD sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tambahan penghasilan ini diberikan dalam rangka memperhatikan
peningkatan kesejahteraan bagi pegawai berdasarkan beban kerja yang
dipikulnya atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja dari pegawai tersebut.
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Tambahan penghasilan didasarkan kondisi kerja dan dibeikan kepada
pegawai negeri sipil di mana dalam melaksanakan tugasnya berada dalam
lingkungan kerja yang mempunyai risiko sangat tinggi. Sedangkan tambahan
tunjangan kerja atas dasar kelangkaan profesi ini diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi
kerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006,
tersebut kondisi kerja tersebut termasuk ke dalam kondisi kerja yang sangat
perlu diberikan tambahan penghasilan. Kreteria pemberian tambahan
penghasil'an ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. -

Belanja bunga adalah belanja yang digunakan dan dianggarkan untuk
melakukan pembayatran bunga atas pokok utang yang dilakukan atas
kewajiban, dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek dan
jangka panjang. Belanja subsidi adalah termasuk belanja tidak langsung
yang dipergunakan untuk menganggarkan bantuan kepada biaya produksi
kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi barang bagi kepentingan
masyarakat, hal ini dimaksudkan agar harga produksi barang yang dihasilkan
untuk masyarakat, harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Terutama
diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi kebutuhan dasar
masyarakat dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengelolaan
APBD.

Penerima subsidi diwajibkan untuk membuat pertanggungjawaban
sebagai penerima subsidi berdasarkan peraturan daerah yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah. Sedangkan belanja hibah termasuk belanja tidak langsung
digunakan yntuk menganggarkan pemberian uang, barang, dan atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah daerahlainnya. Danyang dapatdiberikan
dana bantuan hibah ini adalah kelompok lembaga atau badan dan swadaya
masyarakat serta organisasi swasta atau kelompok masyarakat secara
perorangan atau kelompok secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya
berdasarkan Kepala Daerah. Dan dilakukan dengan naskah perjanjian daerah
yang meliputi: penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan dasar
umum serta pemberdayaan aparatur daerah.

Adapun dana bagi hasil dapat diberikan dan dianggarkan bersumber dari
pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/
kota kepada pemerintah desa atau pendapatan daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undang
yang berlaku. Bantuan keuangan ini dapat bersifat umum dan Kkhusus.
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yang bersifat khusus

penerima bantuan.

» Bantuan sosial
dalam bentuk

meningkatkan

Perencaraan dan Penganggaran Daerah

Adapun yang bersifat umum diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan
sepenuhnya kepada pemerintah daerah/desa penerima bantuan. Sedangkan

diperuntukkan dan pengelolaannya diarahkan dan

ditetapkan aleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Pemerintah daerah
pemberi bantuan dapat mensyaratkan adanya dana penda, ping dalam APBD

dianggarkan dan dapat dipergunakan serj:a diberikan
uang atau barang kepada komunitas masyarakat

melalui organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk

kesejahteraan masyarakat.

« Diberikan tidak terus menerus setiap tahun, namun diberikan secara
selektif dan penggunaan sangat jelas. Termasuk pemberian bantuan
untuk partai politik. Penerima bantuan sosial diwajibkan membuat
laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah.

e Tata cara pengelolaan dana bantuan sosial ini diatur dengan
peraturan kepala daerah. ‘

Sumber: Diktat Perencanaan dan Penganggsran Kementrian
Keuangan Tahun 2013, dan "Murlan Darise “Sistemn
Perencanaan dan Fenganggaran Pemerintah Daerah di
Indenesia “ Salemba Empat, Jakarta 2009,

Tabel:5.2.
Rincian Belanja Tidak Langsung

KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG

Jenis belanja -
tidak langsung

Rincian Belanja

a. Belanja Pegawai Belanja konpensasi kepada pegawai negeri sipil,

ditetapkan  berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Belanja ini termasuk juga uang representasi
dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji
dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Belanja inimeliputi:

1. Gaji dan tunjangan
Tambahan penghasilan PNS.

3. Belanja pencrimaan lainnya Pimpinan dan
Anggota DPR serta KDH/WEKDH

4. Biaya pemungutan pajak daerah,
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b. Belanja Bunga

Belanja untuk menganggarkan pembayaran bunga
utang yang dilakukan atas kewajiban penggunaan
pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi
pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Belanja
ini meliputi:

1. Bungautang Pinjaman.

2. Bunga utang obligasi,

¢. Belanja Subsidi

Belanja untuk bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi
jasa yang dohasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat
banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja untuk pemberian uang, barang dan atau jasa
kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
badan/lembaga/organisasi swasta dan atau kelompok
masyarakat. Perorangan yang secara spesifik tetalah
ditetapkan peruntukannya, bersifat bantuan yang
tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus
digunakan sesuai dengan persyaratan yang diletapkan
dalam naskah perjanjian hibah daerah yang mencakup
penunjang peningkatan fungsi pemerintahan, layanan
dasar umum serta pemberdayaan aparatur daerah,
belanja ini meliputi:
1. Belanja hibah kepada pemerintah pusat.
2. Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya.
3. Belanja hibah kepada pemerintah desa.
4. Belanja. -hibah kepada perusahaan daerah/
BUMD/BUMN.

15. Belanja Mibah Kepada ~ Badan/Lembaga/

Organisasi Swasta.
6. Belanja hibah kepada kelompok masyarakat/
perorangan,

c. Belanja bantuan
" sosial

Belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang
dan atau barang kepada masyarakat melalui organisasi
kemasyarakatan yang bertujuan untuk peningkatan
kesejahteraan, Belanja ini meliputi:

L. Belanjabantuan sosial organisasi kemasyarakatan.
2. Belanja bantuan kepada partai politik.

f. Belanja bagi Hasil
kepada  rovinsi/
kabupatenfkota
dan  Pemerintah
Desa.

Belanja untuk menganggarkan dana bagi hasil
yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota
kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
dacrah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Belanja ini meliputi:
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1. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi.
Belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/
kota.

3. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa.

4. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah
Daerah/Pemerintah Desa lamn}ra

'g. Béla:ij:i tidak | Belanja untuk keglatan yang s1fatn}ra tidak biasa dan
terduga tidak diharapkan berulang seperti bencana alam dan
bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

Sumber: Perencanaan dan penganggaran daerah (Diktat Kementerian Keuangan Tahun
2013,

D. SIKLUS BELANJA

Setelah anggaran ditetapkan dalam produk hukum, siklus belanja
dilaksanakan dalam fase-fase berikut ini:

a. Alokasi Belanja.
Anggaran belanja yang telah ditetapkan kemudian dialokasikan
kepada satuan kerja dan atau rincian belanja yang lebih detail.
Termasuk dalam proses alokasi ini adalah pemberian batasan uang
muka kerja untuk setiap satuan kerja.

b, Komitmen.

Tahap ini adalah tahap timbulnya kewajiban untuk membayar
di masa yang akan datang. Komitmen terdiri atas melakukan
pemesanan, membuat kontrak dan lain-lain agar sebuah barang
atau jasa diterima. Wujud dari tahapan komitmen ini adalah proses
kantrak dengan pihak ketiga seperti penyedia barang/jasa.
¢. Akuigisi/Verifikasi.

Dalam tahap ini barang telah dikirimkan/jasa telah dilakukan dan
ketentuan dalam kontrak telah diverifikasi. Aset dan kewajiban
pemerintah daerah bertambah dan telah dicatat di pembukuan jika
menggunakan sistem akuntansi akrual. Belanja dalam tahapinidisebut
belanja akrual. Belanja akrual tidak sama atau tidak boleh tertukar
dengan pengakuan biaya penuh atau penggunaan sistem akuntansi
akrual dalam mengakui peruntukan beban lain-lain tertentu.

d. Pembayaran.

Pada tahap ini pembayaran dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan
menggunakan beberapa instrumen: cek, pengeluaran kas, transfer
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elektronik, penerbitan instrumen hutang, perjanjian tukar menukar,
pengurangan pajak, voucher kas, dan lain-lain. Pembayaran
menggunakan perjanjian tukar menukar, pengurangan pajak, dan
voucher kas belum dapat dipastikan telah membayar. Pembayaran
melalui pengurangan pajak sering dilakukan di beberapa negara,
tetapi memiliki dampak negatif terhadap pendapatan pajak dan
kompetisi antar rekanan. Perjanjian tukar-menukar mengakibatkan
terhambatnya kompetisi antar rekanan. Voucher kas sebaiknya
diperhitungkan di tahap administratif siklus belanja daripada di
tahap pembayaran, terutama jika tidak langsung dibayarkan.

:JAlokasi Belanja

Pernbagian dan

it

" RPenyerahan

L J

»fl Pengiriman |

-f |

Bagan 5.3
Siklus Belanja

Dalam istilah penganggaran, berdasarkan sifat belanjanya, sebuah komitmen
(kewajiban} berhubungan dengan tahap komitmen yang telah disebutkan
sebelumnya atau berhubungan dengan tahap akuisisi/verifikasi, atau proses
administratif penyediaan dana yang akan digunakan.

Perbedaan antara tahap komitmen dengan tahap verifikasi terletak pada
penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan barang/jasa. Dalam kasus
belanja tertentu seperti belanja personil, transfer, dan beberapa jenis belanja
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barang dan jasa (penggunaan listrik dan telepon), komitmen tersebut tidak
ada secara eksplisit namun langsung melekat pada proses verifikasi. '

Dalam kasus kontrak tahun jamak, sebuah komitmen dapat berhubungan
dengan komitmen secara keseluruhan terhadap kontrak, atau sesuai dengan bagian
pertatun dari kontrak tersebut, atau sebatas belanja aktualnya.

a. Reallsasi Anggaran Belanja

Dalam proses pengelolaan belanja seringkali terjadi fenomena
realisasi belanja yang kadang kala melampaui plafon anggaran
yang telah ditetapkan. Namun sebaliknya, juga tidak jarang adanya
realisasi belanja yang jauh di bawah plafon anggaran. Realisasi
belanja yang melebihi plafon anggaran diantaranya disebabkan
oleh, ketidakpatuhan pengelola anggaran terhadap batasan
anggaran belanja ketika melakukan belanja dan mekanisme belanja
diluar penganggaran yang sudah ditetapkan. Realisasi belanja
yang melebihi anggaran juga dapat disebabkan oleh penyusunan
anggaran yang kurang matang. Hal-hal seperti komitmen investasi
yang berkelanjutan atau dampak tingkat inflasi terhadap harga, tidak
diperhitungkan dalam proses penyusunan anggaran. Kepentingan
tertentu atau tekanan politik juga mungkin mempengaruhi proses
penyusunan dan pelaksanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan anggaran di beberapa pemerintah daerah,
anggaran yang telah ditetapkan tidak habis direalisasikan. Dalam
banyak kasus, realisasi belanja yang di bawah anggarannya antara
lain disebabkan oleh kurang matangnya proses penyusunan
anpggaran dan proses penyusunan kegiatan, estimasi belanja yang
berlebihan, dan/atau proyeksi pendapatan yang tidak realistis
berakibat diperlukannya perubahan anggaran seélama periode
pelaksanaan anggaran.

Ketika proses penyusunan anggaran berjalan kurang baik,
kekurangan tersebut dapat di atasi melalui penyusunan peruhahaﬁ
anggaran. Dalam pemerintah daerah, pejabat pengelola keuangan
memiliki wewenang untuk mengendalikan pelaksanaan anggaran
melalui bendahara dan pengendali keuangan. Setelah anggaran
ditetapkan, pejabat pengelola keuangan mempersiapkan rencana
pelaksanaan anggaran dengan memerhatikan situasi dan proyeksi
pendapatan setahun ke depan. Terkait dengan komponen-komponen
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anggaran belanja modal, rendahnya realisagi anggaran sering kali
disebabkan oieh kurangnya perencanaan sebuah program/kegiatan.
Perencanaan atas keuangan sering kali terlalu optimistis tanpa
memerhatikan tambahan wakty yang diperlukan dalam proses
pengadaan maupun dalam proses pencairan dana itu sendiri.

Beberapa hal di atas memberikan pelajaran bahwa harus ada sebuah
instrumen yang dapat dijadikan sebagai pengatur lalu lintas dana
yang memberikan fleksibilitas kepada pejabat pengelola keuangan
dalam menuangkan kebijakannya.

‘b, Pelaksanaan Belanja dan Anggaran Kas 7

Alokasi pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan membagi
anggaran menjadi empat kuartal /perbulan atau dengan menyiapkan
rencana pelaksanaan anggaran. Terlepas dari metode yang
digunakan, sistem penyerahan dana sebaiknya memperhatikan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran dan menghindari
munculnya tagihan yang berlebihan, Maka, ada beberapa hal yang
perlu diperhatikan, yaitu;

1. Dalam menyiapkan pelaksanaan kegiatan, satyan kerjasebaiknya
terlebih dahuly mengetahui dana yang akan dialokasikan,
Dana harus diserahkan tepat waktu tanpa adanya penundaan.
Dalam hal terjadinya masalah terkait kas, rencana pemberian
dana harus direvisi, namun rencana revisi tersebut sebaiknya
dikomunikasikan kepada pengelola keuangan.

2. Perhatian khusus harus diberikan kepada satuan kerja yang
berada dalam area terpencil. Hal ini membutuhkan perencanaan
penyerahan uang dan koordinasi dengan pengelola keuangan.

3. Pengaturan arus kas tanpa pengaturan komitmen menimbulkan
munculnya tunggakan. Dalam banyak kasus ketika dibuat batas
kas bulanan, masih belum jelas apakah satuan kerja dapat
melakukan komitmen hingga batas peruntukkan sesuai dengan
anggaran atau batas kas bulanan,

4. Kebutuhan keuangan untuk komitmen yang sedang berjalan
harus ikut dipertimbangkan.

5. Penyesuaian komitmen membutuhkan waktu. Penetapan batas
kas bulanan pada umumnya lebih merupakan pengaturan kas
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daripada pengaturan komitmen, karena untuk b’arang dan jasa,
satu bulan mungkin masih terlalu singkat untuk melakukan
penyesuaian komitmen. Dalam situasi darurat ataw ketika
penyusunan anggaran kurang matang, batas kas bulanan
lebih disukai daripada pengaturan kas harian. Jika tidak ada
implementasi pengukuran dalam memecahkan penyehab
masalah tersebut, kedua mekanisme tersebut akan menimbulkan
tunggakan, :

6. Penyebaran pembayaran selama setahun terkait belanja
investasi tidak stabil dan bergantung pada berbagai faktor
(seperti kontrak jadwal pembayaran atau perkembangan fisik
pekerjaaan).

7. Perbedaan antara tahap komitmen dengan tahap verifikasi
" terletak pada penggunaan pihak ketiga dalam proses pengadaan
barang/jasa. :

8. Dalam kasus kontrak tahun jamak, sebuah komitmen dapat
berhubungan dengan komitmen secara keseluruhan terhadap
kontrak, atau sesuai dengan bagian pertahun dari kontrak
tersebut, atau sebatas belanja aktualnya. Ketika diperiukan kita
dapat membedakan komitmen tahun jamak dan bagian yang
telah dilakukan selama setahun dengan menggunakan istilah
“komitmen masa yang akan datang” dan “ komitmen tahunan”.

E. MEKANISME DAN PROSES PENYUSUNAN APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerab. APBD
mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi,
dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa Perda tentang
APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada
tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti bahwa APBD menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang
bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya
APBD sebagai standar dalam penilaian penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan
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bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu
sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun
ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda). Anggaran daerah harus
diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pemborosan
sumber daya, dan meningkatkan efisiensi & efektivitas perekonomian, serta
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini merupakan
tuntutan dari fungsi alokasi dan fungsi distribusi APBD. Dalam kaitan itu, para
pemegang kuasa anggaran di daerah mulai dari kepala daerah, Keordinator
Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan SKPD, Pejabat Penatausahaan Kenangan SKPD, Bendahara
penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan terutama para perencana serta
mereka yang terkait harus bersama-sama untuk mewujudkan terciptanya
pengelolaan APBD.

Secara garis besar, struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalah semua
penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah
ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak
perlu dibayar kembali oleh daerah. Sebaliknya, semua pengeluaran dari
rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali merupakan definisi dari belanja daerah.

. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD}, dana
penmbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

* PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dlplsahkan dan lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah. :

* Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber
Daya Alam}, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus
(DAK), serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup
hibah (barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi
hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian
dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi
atau pemerintah daerah lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak
langsung dan belanja langsung, Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang
dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
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dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja
pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung merupakan belanja
yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan. Belanja langsung dari suatu kegiatan terdiri dari belanja pegawai
(honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Sesuai dengan Undang-Undang.32 tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah pasal 155, belanja daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, sedangkan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah didanai dari dan atas
beban APBN.

« Untuk kepentingan administratif, monitoring, dan evaluasi, struktur
APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah
dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan

- pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-
- undangan. '

« Urusan pemerintahan terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
Menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, ada 25 {dua puluh lima}) urusan wajib
dan 8 {delapan) urusan pilihan pemerintahan daerzh. Klasifikasi
belanja menurut urusan wajib mencakup pendidikan, kesehatan,
pekerjaan umum, perumahan rakyat, penataan ruang, perencanaan
pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga
berencana dan keluarga sejahtera, sosial, tenaga kerja, koperasi

" dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan,

* pemuda dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri,
pemerintahan umum, kepegawaian, pemherdayaan masyarakat dan
desa, statistik, arsip, dan komunikasi dan informatika. Sedangkan
klasifikasi belanja menurut urusan pilihan mencakup pertanian,
kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan
dan perikanan, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi pada masing-masing pemerintah daerah. Pembagian struktur
belanja berdasarkan organisasi ini meliputi unsur pemerintahan daerah
yang terdiri dari DPRD, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). E
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‘Selainklasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan dan organisasi,
belanja daerah juga dapat diklasifikasikan menurut fungsi, yang tujuannya
adalah untuk keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara,

Pengklasifikasian menurut fungsi ini terdiri dari:
Pelayanan umum
Ketertiban dan ketentraman
Ekonomi
Lingkungan hidup
Perumahan dan fasilitas umum
Kesehatan '
Pariwisata dan budaya
Pendidikan
Perlindungan sosial

~ F@Me AN g

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja
daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus terjadi
ketika anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran
belanja daerah. Dan sebaliknya jika pendapatan daerah dalam satu tahun
anggaran diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanjanya maka akan
terjadi defisit APBD. Adanya surplus dan defisit itu melahirkan pembiayaan
dalam pengelolaan APBD.

Surplus APBD dapat dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok
utang, penyertaan modal (investasi) daerah, dan pemberian pinjaman
kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain. Surplus tersebut juga
dapat digunakan untuk pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial,
yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD. Pembentukan dana cadangan juga
dapat dilakukan ketika terjadi surplus.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan
pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan
piutang. Batasmaksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaranberpedoman
pada penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Keuangan.

Baik surplus maupun defisit, pemerintah daerah wajib melaporkan
posisi surplus/defisit APBDnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran bersangkutan.
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Pembiayaan

Gambar 5.4
STRUKTUR APBD

Penjelasan atas Pembiayaan daerah, di mana pembiayaan daerah meliputi
semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan
surplus. Dalam APBD, pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyck pembiayaan.
penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan
diterima kembali balk pada tabun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya.

Jika APBD mengalami defisit, pemerintah .dapat menganggarkan
penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pemerintah dapat menganggarkan
pengeluaran pembiayaan jika ada surplus.

penerimaan pembiayaan mencakup:

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)
Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

peneriniaan pinjaman daerah

penerimaan kembali pemberian pinjaman

penerimaan piutang daerah
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Sedangkan pengelnaran pembiayaan mencakup:

a.

b.

C

d.

Pembentukan dana cadangan

penerimaan modal (investasi) pemerintah daerah
Pembayaran pokok utang

Pemberian pinjaman daerah

Proses penyusunan harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang
sistematis, dinamis, melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders)
serta harus disiplin dalam memenuhi target waktu penetapan APBD dalam
setiap tahun anggaran. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah. Secara normatif, proses penyusunan APBD
berpedoman kepada Rencana Ketja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam
rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan

bernegara.
Enam proses dalam penyusunan APBD yang meliputi:
1. Penyusunan KUA:
2. Penyusunan PPAS;
3. Penyiapan SE Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA
SKPD;
4. Penyusunan RKA SKPD; penyiapan Raperda APBD;
5. Pembahasan Raperda APED dan
6. Penyusunan Raper KDH Penjabaran APBD, evaluasi serta penetapan

Raperda APBD dan Raper KDH Penjabaran APBD.

F. PRroSES PENYUSUNAN APED

a. Proses Awal: Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKPD mengembangkan
Renstra dengan mengambil program yang tercantum dalam RPJMD yang
sesuai dengan bidangnya, pada kurun waktu tahun anggaran yang sama
pula dengan yang tercantum pada RPJMD. Renstra tersebut kemudian
dikembangkan menjadi Renja SKPD per tahun. Dokumen Renja tiap
SKPD ini akan dikompilasikan oleh Pemda menjadi RKPD.
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Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan atas RKPD dan pedoman
penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri lewat SE Mendagri. Proses
penyusunannya diawali dengan pembuatan rancangan awal KUA oleh
Tim anggaran Pemerintah Daerah {TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris
Daerah. Rancangan awal KUA tersebut terdiri atas 2 komponen utama,
yaitu (1) Target pencapaian kinerja yang terukur dari program- -
program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap
urusan pemerintahan daerah; dan {2) Proyeksi pendapatan daerah,
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan ' pembiayaan yang
disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program tersebut
harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan
pemerintah.

Proses Tahap 2: Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerjayang akan
dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program kerja
tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategl Pemerintah
Daerah. Sama seperti KUA, proses penyusunan PPAS diawali dengan
pembuatan rancangan awal PPAS cleh TAPD. Rancangan awal PPAS ini
disusun berdasarkan Nota Kesepakatan KUA, dengan tahapan sebagai
berikut: ' '

1. Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
2. Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan

3. Menentukan plafon anggaran untuk tiap program

Visi dan Misi Pemerintah Daerah dan skala prioritas program dan
kegiatan ditentukan oleh TAPD dengan penyesesuaian terhadap Visi
dan misi Pemerintah Daerah. Dalam hal ini TAPD menggunakan teknik-
teknik review and ranking yang ada, baik yang berbasis statistik maupun
tidak, atau menggunakan tabel input output atau penggunaan metodologi
logical framework.

Proses Tahap 3 berikutnya di mana Kepala Daerah menyiapkan dan
menerbitkan serta menetapkan Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang
Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

Surat Edaran Kepala Daerah {SE KDH) tentang pedoman penyusunan
Rencana Kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
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merupakan dokumen yang sangat penting bagi SKPD sebelum menyusun
RKA. Setidaknya ada tiga dokumen dalam lampiran SE KDH yang
dibutuhkan SKPD dalam penyusunan RKA, yaitu: {(a) Dokumen Kebijakan
Umum APBD, yang memberikan rincian program dan kegiatan per SKPD;
(b) Standar Satuan Harga, yang menjadi referensi dalam penentuan
rincian anggaran di RKA; dan (c) Kode Rekening untuk tahun anggaran
bersangkutan.

Selain KUA dan PPA, data tentang Analisis Standar Belanja, dokumen .
‘Standar Pelayanan Minimum serta Standar Satuan Harga dibutuhkan
dalam pembuatan rancangan awal SE KDH ini. Data Analisis Standar
Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sedangkan Standar
Satuan Harga merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang
berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan KDH.

=« Pedoman Penyusunan RKA SKPD

Langkah berikutnya, setelah adanya kesepakatan yang dituapgkan dalam
KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan pihak
DPRD, Pada bulan Agustus tahun anggaran berjalan Surat Edaran tentang
Pedoman penyusunan RKA-SKPD dikeluarkan, untuk sebagai acuan para
SKPD di dalam menyusun RKA-SKPD. Adapun yang membuat adalah Tim
TAPD, dengan berbagai lampirannya secara teknis.

Kepala Daerah membentuk TAPD, dan Kordinator sebagai pejabat
pengelola keuangan daerah, atau yang membuat dan memproses naskah-
naskah kebijakan Kepala Daerah di dalam menyusunan rancangan APBD.
Adapun anggotanya adalah terdiri dari:

» Bappeda dan jajarannya;
* Pejabat pengelola keuangan daerah, dan
* Serta pejabat lajnnya berdasarkan kebutuhan.

Atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang
Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara
(PPAS), TAPD menyiapkan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang
Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai dasar acuan bagi KepalaSKPD di
dalam menyusun RKA SKPD. '

Isi dari Rancangan Kepala Daerah tersebut meliputi:

a. Program prioritas dan patokan dasar batas maksimal anggaran yang
dtalokasikan untuk setiap SKPD.
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b. Batas waktu penyampaian RKA SKPD.

Sinkronisasi program nasional dengan program pemerintah daerah
dan antarprogram SKPDterkait dengan kinerja SKPD yang disesuaikan
dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.

d. Hal-hal lainnya perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip  peningkatan ‘efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalamrangka
pencapaian prestasi kerja.

e. Sebagai lampiran dokumen dilampirkan: kebijakan umum APBD,
prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), kode rekening
APBD, format RKA-SKPD dan standar analisa belanja daan standar
satuan harga yang ditetapkan kepala daerah.

Pada awa! bulan Agustus tahun berjalan Kepala Daerah menetapkan
pedoman penyusunan RKA SKPD, yang digunakan sebagai dasar bagi
penysunan RKA-SKPD oleh setiap SKPD di Daerah. '

Dalam penyusunan RKA-SKPD mempedomani pendekatan-pendekatan
anggaran berbasis prestasi kerja dengan -berbagai instrumennya dan
indicator kinerja sebagai dasar, instrument tersebut meliputi:

1. Capaian atau target kinerja, -

2. Analisa standar belanija, -

3. Standar satuan harga, dan

‘4. Standar pelayanan minimal.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari program dan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan capaian kinerja
merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas,
kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap pogram dan kegiatan.

Adapun analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yang dipergunakan dalam melaksanakan program
dan kegiatan. Dan standar sataun harga, merupakan harga satuan setiap unit
barang dan jasa yang berlaku disuatu daerah dan ditetapkan oleh Kepala
Daerah. Sedangka standar pelayanan minimal, merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan
urusan wajib daerah.

“Sumber: Nurian Darise "Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah di Indonesia * Salemba Empat,
Jakarta 2003,
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= Informasi Yﬁng dimuat dalam RKA-SKPD mencakup penjelasan-
penjelasan sebagai berikut:
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* Urusan pemerintah daerah memuat urusan pemerintahan daerah
dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD.

» Fungsi memuat penjelasan tentang keselarasan dan keterpaduan
antara urusan pemerintah yang menjadikan kewenangannya dengan
klasifikasi fungsi pengelolaan keuangan daerah.

» Organisasi yang memuat nama SKPD selaku pengguna anggaran dan
penggunabarang,

» Prestasi kerja yang akan dicapai dengan memuat indicator prestasi
kerja, meliputi: masukan, keluaran, dan hasil tolok ukur kinerja dan
target kinerja.

» Program, memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

* Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD
dalam tahun anggaran berkenaan.

+ Pendapatan, memuat jenis obyek dan rincian obyek pendapatan -
daerah, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah dan dipungut oleh
SKPD berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

» Belanja, memuat kelompok belanja lansung dan tidaklangsung, di
mana masing-masing diuraikan sesuai jenis, obyek dan rincian obyek
belanja.

» Pembiayaan, memuat kelompok penerimaan pembiayaan, dan
dapat digunakan untuk menutupi deficit APBD dan pengeluaran
pembiayaan yang digunakan dan dimanfaatkan terkait dengan
surplus APBD di mana masing-masing diuraikan menurut jenis,
obyek dan rincian obyek pembiayaan.

= Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD

Dalam menyusun RKA SKPD dilakukan dengan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran berbasis kinerja {
anggaran Kinerja) dan Penganggaran terpadu.

1. Pendekatan Penganggaran Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
{KPJM) dilakukan dengan menyusun prakiraan maju yang berisikan
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan,
direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran
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yang direncanakan semula, jadi penyusunan menggunakan estimasi
prakiraan kedepan dan ini merupakan implikasi dari kebutuhan
dana bagi tahun-tahun berikutnya.

2. Pendekatan penganggaran terpadu, dilakukan dengan cara
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran
dalam lingkungan SKPD guna menghasilkan dokumen rencana kerja
dan anggaran. - '

3. Adapun penyusunan dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja
adalah, di mana dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan
antara pendanaan yang di anggaran kan dengan hasil yang akan
dicapai dari kegiatan yang akan dilaksanakan. jadi setiap rupiah
yang dianggarkan harus dihitung out put yang akan dihasilkan.
Termasuk efisien dan efektivitas pencapaian hasil dan keluaran yang
akan dicapai.

Guna tercapainya penyusunan RKA-SKPD, berdasarkan kepada 3 (tiga)
pendekatan tersebut, sertauntuk menjamin terwujudnyakesinambungan
RKA-SKPD, oleh Kepala SKPD dilakukan evaluasi dari hasil pelaksanaan
program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk
melihat seberapa besar keberhasil pelaksanaan program dan kegiatan
dan program dan kegiatan mana yang belum berjalan atau tidak dapat
dijalankan tahun-tahun sebelumnya atau belum diselesaikan. Sehingga
hal ini terlihat dengan jelas program dan kegiatan mana yang akan
segera dijalan atau dilanjuttkan pada tahun-tabun berikutnya, sehingga
kesinambungan program dan kegiatan dapat terwujud, dan pencapaian
hasil yang diharapkan dapat terwujud pula.

Langkah berikutnya, adalah pada proses tahap 4, di mana setiap
SKPD melakukan penyusunan RKA SKPD

Rencana Kerja dan Anggaran [RKA) Satuan Kerja Pemerintahan Daerah
(SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD
serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD
disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang
Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan
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penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA SKPD terdiri
dari Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian anggaran Belanja Tidak
Langsung, Rincian anggaran Belanja Langsung, Rekapitulasi anggaran
Belanja Langsung, Rincian penerimaan Pembiayaan Daerah, dan Rincian
Pengeluaran Pembiayaan Daerah. '

RKA SKPD

RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaana dan penganggaran
daerah di mana di dalamnya memuat rencana pendapatan, belanja untuk
masing-masing program dan kegiatan berdasarkan fungsi untuk tahun
yang direncanakan serta dirinci secara terinci sampai dengan obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiaraan maju untuk tahun
mendatang.

Atas dasar pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun RKA-
SKPDmenggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah
daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi
kerja. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan pengeluaran jangka
menengah dilaksanakan dengan melakukan penyusunan perkiaraan

maju dan merupakan perkiaraan kebutuhan anggaran untuk program
dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran kedepan dari
tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaranjangla
menengah dilaksanakan sejak tahun 2009, sehingga di mana penyusunan
anggaran RKA-SKPD tahun 2009 disusun juga mencantumkan proyeksi
anggaran untuk program dan kegiatan yang sama untuk tahun 2010.

Pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh proses perencanaan dan penganggaran pendapatan, belanja
dan pembiayaan dalam lingkungan SKPD untuk mendapatkan dokumen
rencana kerja dan anggaran SKPD.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang
akan diharapkan dari pelaksanaan program dan kegiatan serta hasil
dan manfaatnya yang dapat diharapkan termasuk di dalamnya efisiensi
dalam pencapaian hasil dan keluarannya.

Agar dapat berhasil dalam penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan-pendekatan tersebut di atas, maka kepala SKPD perlu
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melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai pada semester pertama tahun
anggaran berjalan,

Sumber: Undang-undang 17 tahun 2003. tentang Keuangan
Megara, Undang-Undang 32 tahun 2004, yang lelah
direvisi menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014,
tentang Pemerintahan Daerah. Dan Permendagr 59
tahun 2007.

Informasi, Dokumen, dan Formulir RKA

Pada RKA SKPD dan PPKD disamping memuat rencana pendapatan,
rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, rencana
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dan perkiraan maju untuk
tahun berikutnya, juga memuat informasi tentang urusan pemerintah
daerah, rganisasi, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari
program dan kegiatan. '

Rencana pendapatan dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan Rencana
pendapatan dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek
pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya ditetapkan berdasarkan peraturan
perundangan.

Rencana belanja diklasifikasikan menurut kelompok belanja . tidak
langsung dan belanja langsung, selanjutnya dirinci menurut jenis, objek
dan rincian objek belanja.

Rencana pembiayaan memuat kelompok peneriimaan pembiayaan yang
dapatdigunakanuntukmenutup defisitAPBD dan pengeluaranpembiayaan
yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD yang masing-masinh
dirinci berdasarkan jenis, objek dan rincian objek pembiayaan.

Informasi urusan pemerintah daerah memuat bidang urusan
pemerintahan yang dikelola sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
organisasi, nama organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/
barang, nama program dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
tahun yang direncanakan.

Prestasi kerja yang hendak dicapai dengan indikator kinerja, tolok ukur
kinerja, dan target kinerja. Indikator kinerja meliputi masukan, keluaran,
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dan hasil. Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas,
kuantitas, efesiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan
kegiatan. Target kinerja merupakan hasil yang diharapkan dari suatu
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Struktur APBD merupakan kesatuan yang terdiri dari 1) pendapatan
daerah, 2) belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan
belanja langsung atau belanja kegiatan, dan 3) pembiayaan daerah yang
terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
daerah. Formulir RKA SKPD mengikuti struktur dan klasifikasi APBD
tersebut, sehingga dalam menyusun RKA SKPD diperlukan enam jenis
dokumen penyusunan RKA.

Dokumen penyusunan RKA yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

a. Formulir RKA-SKPD 1: Pendapatan

b. Formulir RKA-SKPD 2.1: Belanja Tidak Langsung

¢.  Formulir RKA-SKPD 2.2: Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan
Program dan Kegiatan

d. Formulir RKA-SKPD 2.2.1: Belanja Langsung Program dan per-
Kegiatan

e, Formulir RKA-SKPD 3.1: penerimaan Pembiayaan

£ Formulir RKA-SKPD 3.2: Pengeluaran Pembiayaan

g. Proses Penyusunan RKA

Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja anggaran SKPD (RKA-
SKPD), maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana kerja SKPD,
lalu dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana
Kerja Pemerintah Daerah adalah himpunan dari seluruh rencana Kerja
SKPD yang diakumulasi untuk dijadikan rencana kerjapemerintah
daerah (RKPD}. Penyusunan Rencana Kerja SKPD tentunya juga mengacu
kepada bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dasn Rencana Stratwegis Daerah dibuat.

* Dasar untuk menyusun dan membuat renstra SKPD adalah mengacu
kepada RPJMD dan Renstra Daerah.

* Penyusunan Rencana Dan anggaran SKPD, merupakan rincian
dari program dan kegiatan yang dijabarkan dan termuat dalam
Rencana Kerja Pemerindah Daerah (RKPD) dan Renka SKPD. Adapun
penyusunan anggaran merupakan bentuk pengalokasian anggaran
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. atau sumber daya keuangan pemerintah daerah berdasarkan Strktur

APBDsertaberdasarkankoderekeningdarikebijakanumumanggaran
dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS), merupakan jumlah
dana yang diberikan kepada masing-masing SKPD untuk mendukung
setiap program dan kegiatan. Sehingga PPAS merupakan dasar acuan
besarnya anggaran dalam penyusunan RKA SKPD.

Langkah-langkah melalui tahapan/proses penyusunan yang harus diikuti:
Proses penyusunan RKA dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut:

1)

2)

SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman Penyusunan
RKASKPD. Berdasarkan SE tersebut, SKPD mulai menyusun RKA
masing-masing.

SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk menghasilkan
form RKA-SKPD 1. Form RKA-SKPD 1 disiapkan hanya oleh SKPD
pemungut pendapatan. Formulir tersebut memuat pendapatan
daerah yang dipungut/dikelola/diterima oleh SKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. ' .

Pengerjaan formulir tersebut adalah sebagai berikut:

a)

b}

Padabagian atas formulirmencantumkan namaprovinsi/kabupaten/
kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang direncanakan.

Mencantumkan kode dan nama dari urusan pemerintah yang
dilaksanakan sesuaitugas pokok dan fungsi SKPD serta mencantumkan
kede dan nama organisasi SKPD. karena formulir tersebut berkaitan
dengan pendapatan maka tidak memuat informasi tentang kode dan
nama dari program dalam kegiatan.

Pada rincian anggaran pendapatan mencantumkan hal-hal sebagai

berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode pendapatan daerah dalam
hal ini angka 4 yang selanjutnya dirinci dalam kelompok, jenis
pendapatan dengan menggunakan kode rekening masing-
masing satu digit serta objek dan rincian objek pendapatan
dengan menggunakan kode rekening masing-masing dua digit.

2. Uraian dari nomor rekening pendapatan mencantumkan nama
rekening rincian objek pendapatan, sehingga pendapatan yang
dicantumkan pada formulir tersebut sampai dengan rincian
objek pendapatan.




Mopul MaTa KuLtan EMP 1PDN

3. Untukrincian perhitungan pendapatan mencantumkan volume,
satuan, tarif/harga dan jumlah pendapatan yang merupakan
perkalian dari volume dan tarif harga.

Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran pendapatan

seperti tampak berikut ini:
Tabel 5.5: :
Bentuk form RKA-SKPD 1
Rencana Kerja Dan Anggaran Formulir
RKA-SKPD 1
Provinsi Kabupaten/Kota Tahun ABgEaran ......vveeeveeeeeonnreres

Urusan Pemerintahan : xx

Organisasi DXXX

Rincian Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

KOde Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rp
Rekening Volume | Satuan | Tarif/Hg
1 2 3 4 5 6

Xxxx | Xxxx

Xxxx | Xxxx

Xxxx | Xxsx
Xx xx | Xx xx
Xxxx | Xxxx

Jumlah

Tanggal -..cccvvernreeieane
Kepala SKPD

Keterangan :
1.
2.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Nao Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Sumber: Permendagri nomor 13 tahun 2006.
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Formulir tersebut memuat rencana belanja tidak langsung SKPD untuk
tahun yang direncanakan. Informasi yang dimuat dan cara pengisian
formulir tersebut adalah: '

a. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang
direncanakan. _ o

b. Mencantumnkan kode, nama dan rincian urusan peinerintaih 'ya_r'lg
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SLPD
serta mencantumkan kode dan nama organisasi. karena Formulir
tersebut berkaitan dengan rincian belanja tidak langsung, ma_kﬁ
tidak memuat informasi tentang kode dan nama dari program dan
kegiatan. Klasifikasi belanja tidak langsung dibagi menurut jenis
belanja yang terdiri dari: Belanja Pegawai, belanja bunga, subsidi,
Hibah, Bantuan sosial, Belanja bagii hasil, bantuan kevangan dan
belanja tidak terduga.

c. Pada rincian anggaran belanja tidak langsung mencantumkan haal-
hal sebagai berikut:

- Kode rekening dimulai dari kode belanja daerah, dalam hal ini
angka 5 selanjutnya dirinci dalam kelompok dan jenis belanja
dengan menggunakan kede rekening masing-masing satu digit
serta obyek dan rincian obyek belanja dengan menggunakan
kode rekening masing-masing dua digit.

- Karena pada kolom uraian mencantumkan rincian obyek
belanja, maka seluruh belanja termasuk belanja subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan daerah serta belanja tidak terdyga sampai dengan
rincian obyek belanja.

- Pada formulir tersebut disamping mencantumkan anggaran
belanja tidak langsung untuk tahun yang direncanakan (tahun
n) juga mencantumkan perkiraan jumlah belanja menurut jenis
belanja untuk tahun berikutnya (tahun n+1)

Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran belanja tidak
Jangsung seperti tampak berikut ini:
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Tabel: 5.6.
RKA-SKPD 2.1.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah . Formulir
7 REA-SKPD 2.1.
Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran. ......ccoovvvnvvincrrcnniivnmceennieeac,
Urusan Pemerintahan @ x.xx
Organisast I XXX.XX.
Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening Uraian Tahun n Tahun
Volume | Samwan | Hg.Satuan | Jumlah |{N+1
1 2 3 4 5 6 7
x |x 1x|x
x |X ix|[x
X [X ix Ix
X [X 1xix
X |® |xix
X [X |x |x
X |X (x!Ix
Jumlah
Tanggal
Kepala SKPD
ted
Keterangan
L.
2.
Tanggal Pembahasan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

4) SKPD menyusun Rincian Anggaraan Belanja Langsung masing-
masing kegiatan untuk menghasilkan REA-SKPD 2.2.1. Untuk
kemudian digabung dalam rekapitulasi Rincian anggaran Belanja
Langsung untuk menghasilkan RKA SKPD 2.2.
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Formulir RKA SKPD 2.2.1. digunakan untuk merencanakan belanja
langsung dari setiap kegiatan sehingga jumiah formulir tersebut akan
mengikuti jumlah kegiatan pada SKPD yang bersangkutan Informas; ,
yang dimuat dan cara pegisian formulir tersebut ada]ahsébagai
berikut:

a.

Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang
direncanakan.

Mencantumkan kode dan nama urusan pemerintahan,
organisasi, propram, kegiatan. '

Karena penyusunan RKA SKPD menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah yang mulai
diterapkan untuk penyusunan APBD tahun 2009, maka pada
formulir RKA SKPD 2.2.1. Akan mencantumkan informasi jumlah
belanja kegiatan untuk 3 tahun anggaran masing-masing, yaitu
jumlah belanja tahun berjalan (tahun n-1) jumlah perkiraan
belanja tahun direncanakan {tahun n), dan jumlah perkiraan
belanja kegiatan berkenaan untuk tahun berikutnya (tahun n +1)

Karena formulir tersebut menyangkut belanja kegiatan maka
harus memasukkan informasi tentang indicator kinerja, tolok
ukur kinerja, dan target kinerja.

Pada rincian anggaran belanja langsung mencantumkan hal-hal
berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode rekening belanja daerah
dalam hal ini angka 5 kelompok, belanja langsung dan
jenis belanja dengan menggunakan kode rekening masing-
masing satu digit, serta objek dan rincian objek belanja
dengan menggunakan kode rekening masing-masing dua
digit.

2. Uraian (nama rekening) mencantumkan rincian objek
belanja sehingga seluruh belanja yang dicantumkan dalam
formulir tersebut sampai dengan rincian objek belanja.

3. Untuk rincian anggaran belanja mencantumkan volume,
satuan, harga satuan serta jumlah.

4. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
belanja langsung seperti tampak berikut ini:
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Gambar: 5.7.
RKA-SKPD 2.2.1.
Rencana Keraja Dan Anggaran o Formulit
Satuan Kerja Perangkat Daerah ?ﬁ_SKPD
Provinsi Kabupaten/Kota Tahun Anggaran ...............
Urusan Pemerintahan ;XXX '
Organisasi : x..xk.xx
Program CIRXXXXRX
Kegiatan - ! K XXX KK XX
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun n-1 Rp. ( )
Jumlah Tahunn  Rp. { )
Jumlah Tahun n+1 Rp. ( 3
Rincian Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ulkur Kinerja Target Kinerja
Indikator
Capaian
Program
Masukan
Keluaran
Hasil

Sumber: Permendagri 13 tahun 2006.
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Formulir RKA SKPD 2.2. adalah formulir rincian anggaran

belanja langsung menurut program dan kegiatan SKPD. Formulir

ini merupakan formulir rekapitulasi dari seluruh program dan
kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap formulir RKA SKPD 2.2.1,
Informaasi dana cara pengisian formulir tersebut adalah sebagai
berikut:

d.

Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsif
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang
direncanakan,

Mencantumkan kode dan nama.

‘Urusan pemerintzhan, dan

Organisasi.

Karena formulir tersebut merupakan rekapitulasi dari formulir
RKA SKPD 2.2.1. maka yang dinampakkan hanya total dari
belanja perkegiatan yang dirinci per program Koe rekening
yang digunakan adalah kode program dan kegiatan masing-
masing dua digit sehingga uraiannya adalah nama program dan
kegiatan.

Untuk melengkapi informasi tentang kegiatan maka harus

dicantumkan lokasikegiatan dan targetkinerja dalam kuantitatif.

Jumilzak anggaran belanja pada tahun yang direncanakan (tahun
n) diklasifikasikan dalam 3 jenis belanja, yaitu belanja pegawai,
belanja barang dan jasa serta belanja modal dan total dari tiga
jenis belanja tersebut. '

Disamping itu, pada formulir tersebut mencantumkan jumlah
anggaran menurut program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
tahun berikutnya {tahun n+1}.

Formulir yang digunakan untuk penyusunan rekapitulasi
anggaran belanja langsung seperti tampak berikut ini:
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Gambar: 5.8.
RKA-SKPD 2.2.

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Formulir

Provinsi Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran .....................

RKA-SKPD
2.2

Urusan Pemerintahan : x.xx

Organisasi IXXAXX

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Progam dan Kegiatan

Kode Lokasi | Target Jumlah
Program | Kegiatan | Uraian Belanja | Modal | Jumlah Tahun Tahun
Kegiatan | Kinerja Barang o-1, n-2, n-3, n-4
i 2 3 4 5 o 7 8 9
XX Program

XX Kegiatan
XX Kegiatan
XX Kegiatan
XX dst
XX Program
XX Kegiatan
XX Kegiatan_
XX Kegiatan
XX dst
Jumlah
Tanggal .......coccoiiiiiana.t.
Kepala SKPD
ttd

Sumber: Permendagri Noemor 13 tahun 2006.
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5) SKPD yang bertindak sebagai SKPKID) menyusun Rinclan penenimaan
Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKA SPKD 3.1.

Formulir ini mencantumkan penerimaan pembiayaan yang terdiri
dari:

a.

™o oo 0o

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
(STLPA)

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
penerimaan pinjaman daerah

penerimaan kembali penerimaan pinjaman

penerimaan piutang daerzh

Karena penerimaan pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Badan
Pengelola Keuangan Daerah maka formulir tersebut tidak diisi oleh
SKPD lainnya. Informasi yang dimuat dan cara pengisian formulir
tersebut adalah sebagai berikut:

a.

Pada bagian atas fermulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kotayang bersangkutan dan tahun anggaran yang
direncanakan.

Mencantumkan kode dan nama: urusan pemerintahan dan
organisasi

Pada rincian penerimaan pembiayaan mencantumkan hal-hal
sebagai berikut:

1. Kode rekening dimulat dari kode rekening pembiaiyaan
daerah, dalam hal ini angka 6 selanjutnya dirinci dalam
kelompok dan jenis penerimaan pembiayaan dengan
menggunakan kode rekening masing-masing satu digit serta
objek dan rincian objek penerimaan pembiayaan dengan
menggunakan kode rekening masing-masing dua digit.

2. Uraian dari nomor rekening mencantumkan rincian objek -
pembiayaan sehingga seluruh penerimaan pembiayaan
yang dicantumkan dalam formulir tersebut sama dengan
rincian objek pembiayaan.

3. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
penerimaan pembiayaan seperti tampak berikut ini:
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Gambar 5.9
RKA SKPD 3.1.
Rencana Kerja Dan Anggaran Formulir
Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKFD
Provinsi/Kabupaten/Kota 3.1
Tahun Anggaran
Urnsan Pemerintahan
Organisasi
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
XX xX XX
XX XX XX
XX XX XX
X% XX XX
Jumlah Penerimaan
Tanggal ................
Kepala SKPD
Keterangan

Catatan Hasil Pémbahasan :

1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1 2 , 3 , 4 5

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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k

6) SKPDyang bertindak sebagai SKPKD menyusun Rincian Pengeluaran
. Pembiayaan Daerah untuk menghasilkan RKASKPD 3.2. Formulir ini
mencantumkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari:

a. Pembentukan dana cadang

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
c. Pembayaran hutang pokok

d. Pemberian pinjaman

Karena pengeluaran pembiayaan juga hanya dilaksanakan oleh
Badan Pengelola Keuangan Daerah, maka formulir tersebut tidak
diisi oleh SKPD lainnya.

informasi yang dimuat dan cara pengisian formulir RKA SKPD 3.2
adalah sebagai berikut:

1. Pada bagian atas formulir mencantumkan nama provinsi/
kabupaten/kota yang bersangkutan dan tahun anggaran yang
direncanakan.

2, Mencantumkan kode dan nama:
a. Urusan pemerintahan
b. Organisasi

¢.  Pada rincian pengeluaran pembiayaan mencantumkan hal-
hal sebagai berikut:

1. Kode rekening dimulai dari kode rekening pembiayaan
daerah, dalambhal ini angka 6 selanjutnya dirinci dalam
kelompok dan jenispengeluaran pembiayaan dengan
menggunakan kode rekening masing-masingsatu digit
serta objek dan rincian objek pengeluaran pembiayaan
dengan menggunakan kode rekening masing-masing
dua digit.

2. Uraian dari nomor rekening mencantumkan rincian
objek pengeluaran pembiayaan sehingga seluruh
pengeluaran pembiayaan yang dicantumkan dalam
formulir tersebut sampai dengan rincian objek
pengeluaran pembiayaan.

3. Formulir yang digunakan untuk penyusunan anggaran
pengeluaran pembiayaan seperti tampak berikut ini:
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Gambar: 5.10.
RKA_SKPD 3.2
Rencana Kerja Dan Anggaran Formulir
Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA-SKPD
Provinsi/Kabupaten/Kota 3.1
Tahun Anggaran
Urusan Pemerintahan
Organisasi
Rincian Penerimaan Pembiayaan
Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp)
1 2 3
XX XX XX
XX xK XX
XX XX XX
XX XX XX
Jumlah Penerimaan
Tanggal ................
Kepala SKPD
Keterangan

Catatan Hasil Pembahasan :

I
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1 2 3 4 5

Sumber: Permendagri 13 tahun 2006
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d. SKPD mengkompilasi dokumen RKA SKPD di atas menjadi
RKA SKPD.

e. RKA SKPD tersebut selanjutnya diserahkan kepada PPKD
untuk proses penyusunan Raperda APBD.

f. Beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKA-SKPD. Antara lain:

1. Undang-undang 17 tahun 2003, tentang Keuangan
Megara.

2. Undang-Undang 32 tahun 2004, yang telah direvisi
menjadi Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Permendag'ri 13 Tahun 2006, jo Nomor 55 tahun 2007,
tentang Pedoman Pengelclaan Keuangan Daerah.

g Setelah RKA SKPD selesai disusun, maka proses tahapan
selanjutnya adalah penyiapan bahan bagi penyusunan
RAPERDA APBD

Sumber dokumen utama dalam penyiapan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD adalah RKA
SKPD. Oleh karenanya harus dipastikan bahwa setiap RKA
SKPD telah disusun sesuai dengan pedoman dan ketentuan
yang berlaku. Untuk menjamin hal ini, setelah TAPD
mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap SKPD, TAPD harus
membahas kesesuaian RKA SKPD dengan Kebijakan Umum
APBD, Prioritas dan Plafon anggaran, Prakiraan maju yang
telah disetujui tahun anggaran sebelumnya, dokumen
perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian
kinerja,” indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan,
standar analisis belanja, standar satuan harga, standar
pelayanan minimal, serta dokumen sinkronisasi program
dan kegiatan antar SKPD.

Proses selanjutnya adalah mengkompilasi seluruh RKA yang

telah dievaluasi TAPD menjadi dokumen kompilasi RKA.
Proses ini dilakukan oleh PPKD. Berdasarkan dolkumen
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kompilasi tersebut, PPKD kemudian membuat lampiran-
lampiran Raperda APBD, yang terdiri atas:

a. Ringkasan APBD

b. Ringkasan APBD (menurut urusan pemerintahan dan
organisasi)

c. Rincian APBD (menurut urusan pemerintahan,
organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan)
d. Rekap belanja [menurut wurusan pemerintahan,

organisasi, program dan kegiatan, dan keselarasan
urusan dengan fungsi)

h. Adapun proses selanjutnya dari tahapan akhir adalah
melakukan evaluasi RAPERDA APBD

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur untuk
dievaluasi. Penyampaian tersebut dilakukan paling lambat 3 hari
kerja setelah Raper KDH disusun dan disertai dengan:

a. Persetujuan bersama Pemda- DPRD terhadap Raperda APED

b. KUA dan PPA vang disepakati Kepala Daerah dan pimpinan
DPRD

Risalah sidang jalannya pembahasan Raperda APBD

d. HNota Keuangan dan pidato Kepala Daerah perihal penyampaian
pengantar nota keuangan pada sidang DPRD

Proses evaluasi ini dilakukan maksimal selama 15 hari kerja sejak
penyerahan dilakukan. ]Jika kedua rancangan peraturan tersebut
dinyatakan tidak lolos evaluasi, maka Pemerintah Daerah bersama
DPRD harus melakukan penyempurnaan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang telah
lolos dalam proses evaluasi segera ditetapkan oleh Kepala Daerah
menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Penetapan
tersebut dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun
anggaran sebelumnya.

Terdapat beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKA-SKPD. Antara lain:
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Undang-undang 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang 32 tahun 2004, yang telah direvisi menjadi
Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentarig Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan
Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

4. Permendagri 13 Tahun 2006, jo Nomor 59 tahun 2007, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Gambar 5.11.
Kaitan Kebijakan, Perencanaan, dan Penganggaran dalam Siklus Perencanaan
' dan Pengelolaan Sumber Daya

(1

Reviu Kebijakan
Reviu perencanaan dan
pelaksanaan periode sebelumnya

(6) {2)
Evaluasi dan Audit Menetapkan
Efektivitas kegiatan-kegiatan Kebijakan dan
pelaksana kebijakan dan Menyusun Rencana
menggunakan hasitnya ke Menyusiin kerangka
dalam rencana masa datane sumber dava.
(5) (3)
Memuonitor kegiatan dan Mobilisasi dan
Mempertanggungjawabkan Mengalokasikan
befanja Sumber Daya
Menyusun Anggaran
(4}

— Melaksanakan Kegiatan yang —
Direncanakan
Mengumpulkan pendapatan,
mencairkan dana, mengerahkan

Sumber: World Bank, Public Expenditure Management Handbook [1998).
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5.5 Latihan

1.

A

7.
8.
9.

Terdapat beberapa landasan hukum yang dapat dijadikan dasar
dalam penyusunan RKA-SKPD, Jelaskan.

Bagaimana jika kedua rancangan peraturan tersebut dinyatakan
tidak lolos evaluasi, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Setelah RKA SKPD selesai disusun, apa proses tahapan selanjutnya.
Setelah Raperda APBD disusun apa tahapan selanjutnya.
Renja SKPD dilakukan sebelum dilakukannya penyusunan?

Apa yang dimaksud dengan belanja langsung dan belanja tidak
langsung.

Jelaskan pengertian dari APBD.
Jelaskan fungsi-fungsi APBD.
Jelaskan terkait Struktur APBD.

10. Belanja daerah dapat diklasifikasi ke dalam.

5.6 Rangkuman

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD}, merupakan dokumen
perencanaan yang memuat rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah.

APBD merupakan instrumen penting di dalam mendukung operasional

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari {1)
Pendapatan, (2) Belanja, dan (3) Pembiayaan daerah.

a.

Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
daerah yang bersangkutan.

Pendapatan asli daerah, bersumber dari:
1. Pajak dan retribusi daerah;
2. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

3. Danlain-lain pendapatan daerah yang sah.
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b. Dana Perimbangan adalah yang bersumber dari Pemerintah yang
dialokasikan dalam APBN, melalui mekanisme DAU dan DAK, serta
bagi hasil sumber daya alam daerah berdasarkan Undang-Undang
33 Tahun 2004, tentang Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah
antar Pemerintah Daerah.

¢. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah, adalah yang bersumber
dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan bantuan
pemerintah dan pemerintah daerah berdasarlan Undang-Undang.

d. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja daerah
adalah semua pengeluaran yang menjadi beban rekening kas umum
daerah, mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban
pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan
dapat diperoleh pembayaran kembali cleh pemerintah daerah.

Dalam operasionalisasi penyusunan anggaran belanja daerah dapat
dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu Belanja Langsung
dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Daerah dapat diklasifikasikan ke dalam/menurut:
1. Fungsi.

2. Organisasi.

3. Program.

4. Kegiatan.

5. Kelompok belanja.
6. Dan jenis belanja.

Belanja dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok yang
terdiri dari:

a. Belanja Langsung, dan
b. Belanja tidak langsung.

Dalam istilah penganggaran, berdasarkan sifat belanjanya, sebuah
komitmen (kewajiban) berhubungan dengan tahap komitmen yang
telah disebutkan sebelumnya atau berhubungan dengan tahap akuisisi/
verifikasi, atau proses administratif penyediaan dana yang akan
digunakan. Dengan kata lain, jika komitmen terjadi pada proses akuisisi/
verifikasi, tahapan komitmen dan verifikasi menjadi satu.
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= Realisasi Anggaran Belanja

Dalam proses pengelolaan belanja seringkali terjadi fenomena realisasi
belanja yang kadang kala melampaui plafon anggaran yang telah
ditetapkan. Namun sebaliknya, juga tidak jarang adanya realisasi belanja
yang jauh di bawah plafon anggaran. Realisasi belanja yang melebihi
plafon anggaran diantaranya disebabkan oleh, ketidakpatuhan pengelola
anggaran terhadap batasan anggaran belanja ketika melakukan belanja
dan mekanisme belanja diluar penganggaran yang sudah ditetapkan.
Prosedur belanja yang berbelit-belit, atau tidak praktis mendorong
- dibuatnya prosedur pengecualian untuk mempermudah proses belanja.
Pembayaran yang dilakukan melalui prosedur pengecualian ini tidak
dapat dikendalikan dasar peruntukkannya, dan pada akhirnya menjadi
penyebab utama realisasi belanja yang melebihi anggaran.

Pelaksanaan Belanja dan Anggaran Kas

Alokasi pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan membagi
anggaran menjadi empat kuartal/perbulan atan dengan menyiapkan
rencana pelaksanaan anggaran. Terlepas dari metode yang digunakan,
sistem penyerahan dana sebaiknya memperhatikan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan anggaran dan menghindari munculnya tagihan
yang berlebihan.

Mekanisme dan Proses Penyusunan APBD

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa
Perda tentang APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan berarti
bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan
kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan fungsi pengawasan
terlihat dari digunakannya APBD sebagai standar dalam penilaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola
secaratertib,taatpadaperaturan perundang-undangan,efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
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Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah [PAD), dana
perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah. '

Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil {(Pajak dan Sumber
Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU}, dan Dana Alokasi Khusus
{DAK), serta Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah
(barang atau uang dan/atau jasa), dana darurat, dana bagi hasil pajak
dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian dan dana
otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah
daerah lainnya.

= Proses dalam penyusunan APBD meliputi:

a. Proses Awal: Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari proses perencanaan. Seperti diketahui, setiap SKPD
mengembangkan Renstra dengan mengambil program yang

~ tercantum dalam RPJMD yang sesuai dengan bidangnya, pada kurun
waktu tahun anggaran yang sama pula dengan yang tercantum pada
RPJMD. Renstra tersebut kemudian dikembangkan menjadi Renja
SKPD per tahun. Dokumen Renja tiap SKPD ini akan dikompilasikan
oleh Pemda menjadi RKPD.

Kebijakan Umum APBD disusun berdasarkan atas RKPD dan
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Mendagri lewat
SE Mendagri. Proses penyusunannya diawali dengan pembuatan
rancangan awal KUA oleh Tim anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Rancangan awal
KUA tersebut terdiri atas 2 komponen utama, yaitu [1) Target
pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang
akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan
pemerintahan daerah; dan (2) Proyeksi pendapatan daerah,
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang
disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Program-program
tersebut harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang
ditetapkan pemerintah. ‘
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b. Proses tahap 2: Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh program kerjayang
akan dijalankan tiap urusan pada tahun anggaran, di mana program
kerja tersebut diberi prioritas sesuai dengan visi, misi dan strategi
Pemerintah Daerah. Sama seperti KUA, proses penyusunan PPAS
diawali dengan pembuatan rancangan awal PPAS oleh TAPD.
Rancangan awal PPAS ini disusun berdasarkan Nota Kesepakatan
KUA, dengan tahapan sebagai berikut:

¢.. Pedoman Penyusunan RKA SKPD .

Langkah berikutnya, setelah adanya kesepakatan yang dituangkan
dalam KUA dan PPAS yang telah disepakati antara Pemerintah
Daerah dengan pihak DPRD, Pada bulan Agustus tahun anggaran
berjalan Surat Edaran tentang Pedoman penyusunan RKA-SKPD
dikeluarkan, untuk sebagai acuan para SKPD di dalam Mmenyusun
RKA-SKPD. Adapun yang membuat adalah Tim TAPD, dengan
berbagai lampirannya secara teknis.

Kepala Daerah membentuk TAPD, dan Kordinator sebagai pejabat
pengelola keuangan daerah, atau yang membuat dan memproses
naskah-naskah kebijakan Kepala Daerah di dalam menyusunan
rancangan APBD. Adapun anggotanya adalah terdiri dari:

1. Bappeda dan jajarannya;
2, Pejabat pengelola keuangan daerah, dan
3. Serta pejabat lainnya berdasarkan kebutuhan.

Atas dasar kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD
tentang Kebijakan Umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran
sementara (PPAS), TAPD menyiapkan rancangan Keputusan Kepala
Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD sebagai dasar
acuan bagi KepalaSKPD di dalam menyusun RKA SKPD.

[si dari Rancangan Kepala Daerah tersebut meliputi:

a. Program prioritas dan patokan dasar batas maksimal anggaran
yang dialokasikan untuk setiap SKPD.
Batas waktu penyampaian RKA SKPD.

c. Sinkronisasi program nasional dengan program pemerintah
daerah dan antar program SKPD terkait dengan kinerja SKPD
yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal yang telah
ditetapkan.




Perencanann dan Penganggaran Dacrah

d. Hal-hal lainnya perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan  prinsip-prinsip  peningkatan efisiensi, efektivitas,
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka
pencapaian prestasi kerja.

e. Sebagai lampiran dokumen dilampirkan: kebijakan umum APBD,
prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), kode rekening
APBD, format RKA- SKPD dan standar analisa belanja daan standar
satuan harga yang ditetapkan kepala daerah.

Pada awal bulan Agustus tahun berjalan Kepala Daerah menetapkan
pedoman penyusunan RKA SKPD, yang digunakan sebagai dasar
hagi penysunan RKA-SKPD oleh setiap SKPD di Daerah.

Dalam penyusunan RKA-SKPD mempedomani pendekatan-
pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja dengan berbagai
instrumennya dan indicator kinerja sebagai dasar, instrument
tersebut meliputi:

1. Capaian atau target kinerja,
2. Analisa standar belanja,
3. Standar satuan harga, dan

4, Standar pelayanan minimal.

indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai
dari program dan kegiatan yang direncanakan. Sedangkan capaian
kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang
berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
dari setiap pogram dan kegiatan.

Adapun analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran
atas beban kerja dan biaya yang dipergunakan dalam melaksanakan
program dan kegiatan. Dan standar sataun harga, merupakan harga
satuan setiap unit barang dan jasa yang berlaku disuatu daerah
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Sedangka standar pelayanan
minimal, merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian
jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib
daerah.

Sumber: Nurlan Darise "Sistern Perencanaan dan Penganggaran

Pemerintah Daerah di indonesia * Salemba Empat,
Jakarta 2008.
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d. Pendekatan Penyusunan RKA-SKPD

Dalam menyusun RKA SKPD dilakukan dengan pendckatan kerangka
pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran berbasis
kinerja ( anggaran Kinerja) dan Penganggaran terpadu.

Guna tercapainya penyusunan RKA-SKPD, berdasarkan kepada 3
(tiga) pendekatan tersebut, serta untuk menjamin terwujudnya
kesinambungan RKA-SKPD, oleh Kepala SKPD dilakukan evaluasi
dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua} tahun
anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun
anggaran berjalan. Hal ini dimaksudkan untuk melihat seberapa
besar keberhasil pelaksanaan program dan kegiatan dan program
dan kegiatan mana yang belum berjalan atau tidak dapat dijalankan
tahun-tahun sebelumnya atau belum diselesaikan. Sehingga hal ini
terlihat dengan jelas program dan kegiatan mana yang akan segera
dijalan atau dilanjuttican pada tahun-tahun berikutnysa, sehingga
kesinambungan program dan kegiatan dapat terwujud, dan
pencapaian hasil yang diharapkan dapat terwujud pula,

Langkah berikutnya, adalah pada proses tahap 4, di mana setiap
SKPD melakukan penyusunan RKA SKPD. Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) Satuan Kerja Pemerintahan Daerah (SKPD) adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA SKPD
disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Daerah
tentang Pedoman Penyusunan RKA SKPD.

SKPD Iﬁenyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran
terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Dokumen RKA
SKPD terdiri dari Rincian Anggaran Pendapatan, Rincian anggaran
Belanja Tidak Langsung, Rincian anggaran Belanja Langsung
Rekapitulasi anggaran Belanja Langsung, Rincian penerimaan
Pembiayaan Daerah, dan Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaana dan penganggaran
daerah di mana di dalamnya memuat rencana pendapatan, belanja
untuk masing-masing program dan kegiatan berdasarkan fungsi
untuk tahun yang direncanakan serta dirinci secara terinei sampai
dengan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan serta perkiaraan
maju untuk tahun mendatang.
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Atas dasar pedoman penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD menyusun
RKA-SKPD menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka
menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
berdasarkan prestasi kerja.

Informasi, Dokumen, dan Formulir RKA

Pada RKA SKPD dan PPKD disamping memuat rencana pendapatan,
rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan,
rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dan perkiraan
maju untuk tahun berikutnya, juga memuat informasi tentang
urusan pemerintah daerah, organisasi, standar biaya, prestast kerja
yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Rencana belanja diklasifikasikan menurut kelompek belanja tidak
langsung dan belanja langsung, selanjutnya dirinci menurut jenis,
objek dan rincian objek belanja.

Rencana pembiayaan memuat kelompok peneriimaan pembiayaan
yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD dan pengeluaran
pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD
yang masing-masinh dirinci berdasarkan jenis, objek dan rincian
objek pembiayaan.

Prestasi kerja yang hendak dicapai dengan indikator kinerja, tolok
ukur kinerja, dan targetkinerja. Indikator kinerja meliputi masukan,
keluaran, dan hasil.

Proses Penyusunan RKA

Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja anggaran SKPD (RKA-
SKPD), maka terlebih dahulu dilakukan penyusunan Rencana kerja
SKPD, lalu dilanjutkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah himpunan dari seluruh
rencana Kerja SKPD yang diakumulasi untuk dijadikan rencana
kerjapemerintah daerah (RKPD).

Langkah-langkah melalui tahapan/proses penyusunan yang harus ditkut:
Proses penyusunan RKA dilakukan berdasarkan urutan sebagai
berikut:

1) SKPD menerima Surat Edaran KDH tentang Pedoman
Penyusunan RKASKPD. Berdasarkan SE tersebut, SKPD mulai
menyusun RKA masing-masing.

0'0..‘.."0‘.0‘0#”"00*00‘....'..000000...“‘0000’.9.‘.'.0000’... 203
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2) SKPD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk

menghasilkan form RKA-SKPD 1. Form RKA-SKPD 1 disiapkan
hanya oleh SKPD pemungut pendapatan. Formulir tersebut
memuat pendapatan daerah yang dipungut/dikelola/diterima
oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundan g-undangan. Setelah
RKA SKPD selesai disusun, maka proses tahapan selanjutnya
adalah penyiapan bahan bagi penyusunan RAPERDA APBD

Sumber dokumen utama dalam penyiapan Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang APBD adalah RKASKPD. Oleh karenanya
harus dipastikan bahwa setiap RKA SKPD telah disusun sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku. Untuk menjamin
hal ini, setelah TAPD mengumpulkan RKA SKPD dari tiap-tiap
SKPD, TAPD harus membahas kesesuaian RKA SKPD dengan
Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon anggaran, Prakiraan
maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnys, dokumen
perencanaan lainnya yang relevan, target atau capaian kinerja,
indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, standar analisis
belanja, standar satuan harga, standar pelayanan minimal, serta
dokumen sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
kepada Gubernur untuk dievaluasi.

5.7 Test Formatif

1.

Sebelum dilakukan penyusunan Rencana Kerja anggaran SKPD
(RKA-SKPD), maka terlebih dahulu dilakukan:

a. Penyusunan Rencana kerja SKPD

b.

C.

Penyusunan RKP SKPD.
Penyusunan KUA dan PPAS.

Rencana belanja diklasifikasikan menurut kelompok belanja:

4.

Belanja Langsung.

b. Belanja tidak Langsung,

C.

Tidak langsung dan belanja langsung,
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Dalam menyusun RKA SKPD dilakukan dengan péndekatan:

a. KPJM, ABK dan Penganggaran terpadu.

b. Penganggaran Tradisional

¢. Penganggaran terpadu.

Dalam penyusunan RKA-SKPD mempedomani pendekatan-

pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja dengan berbagal

instrumennya meliputi:

a. Capaian atau target kinerja, analisa standar belanja dan Standar
satuan harga.

b. Capaian atau targetkinerja, analisa standar belanja dan Standar
satuan harga serta standar pelayanan minimal.

c. Capaian atau target kinerja, analisa standar belanja.

Kepala Daerah membentuk TAPD, dan Kordinator sebagai pejabat

pengelola keuangan daerah, atau yang membuat dan memproses

naskah-naskah kebijakan Kepala Daerah di dalam menyusunan
rancangan APBD. Adapun anggotanya adalah:

a. 1. Bappeda dan jajarannya; 2. Pejabat pengelola keuangan
daerah, dan 3. Pejabat lainnya berdasarkan kebutuhan.

c. 1. Bappedadan jajarannya; 2. Pejabat pengelola keuangan daerah.

c. 1. Pejabat pengelola keuangan daerah dan 2. Pejabat lainnya
berdasarkan kebutuhan.

a. Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses Penysunan program.

b. Proses penyusunan KUA merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari proses Penyusunan program dan kegiatan.

c. Proses penyusunan KUA merupakan begian yang tidak
terpisahkan dari proses perencanaan. :
Pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah.

b. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD],
dana perimbangan. '

c. Pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD),
dana perimbangan, dan DBH.
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8. Dana Perimbangan mencakup:
a. DBH, DAU dan DAK,

b.  DAK, DAU dan DBH serta lain-lain pendapatan daerzh yang
sah.

¢.  DAK dan DAU saja.
9. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah
yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan:
a. Peraturan daerah.
b.  Peraturan Mendagri.
c.  Peraturan Presiden.

10. Pendapatan asli daerah, bersumber dari:
a. Pajak dan retribusi daerah;

b. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
¢. Jawaban semua salah. '

5.8 Jawaban

o
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5.9 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi _
kegiatan belajar 5.
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Rumus:

. Jumlah jawaban yang benar
Tingkat penguasaan = o x 100 %
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

e 90%-100% = baiksekali

» B0%-89% = baik
e 70%-79% = cukup
« >69% = kurang.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, Anda dapat
meneruskan dengan kegiatan belajar 6. Bagus! Tetapi bila tingkat
penguasaan Anda kurang dari 80 %, maka Anda harus mempelajari
kembali kegiatan belajar 5, terutama bagian yang belum Anda kuasai.
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BabVl -
PENYUSUNAN DPA SKPD, PPKD,
DAN ANGGARAN KAS PEMDA

6.1 Latar Belakang

= Dokumen Pelaksanaan Anggaran

encana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD menjadi salah satu dasar
Rpenyusunan RAPBD namun tidaklah secara otomatis RKA tersebut
menjadi dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD. Hal ini disebabkan
karena pembahasan RAPBD menjadi APBD bisa mengalami perubahan
pada saat pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang
berarti RKA yang terkait juga mengalami perubahan.

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKPD harus
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Oleh karena
itu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD
memberitahukan kepada semuakepala SKPD agar menyusunrancangan
DPA SKPD.

=  Pengertian DPA

Di dalam Permendagri Rl nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan DPA
jalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggarah oleh pengguna anggaran.
Di dalam Permendagri RI Nomor 59 tahun 2007 yang harus menyusun DPA
adalah SKPD dan PPKD. Rancangan DPA-SKPD memuat: tahun anggaran,
identitas organisasi, program dan kegiatan, sasaran yang hendak dicapai,

anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana

penarikan dana serta pendapatan yang diperkirakan.
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6.2 Tinjauan Umum

Setelah dilakukannya pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah
dan DPRD, dan disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah
TAPD selaku penanggung jawab penyusunan anggaran daerah, membuat
surat edaran atau pemberitahuan kepada setiap SKPD, untuk menyusun
DPA SKPD.

6.3 Tinjauan Khusus

Secara khusus bab ini akan membahas dan menguraikan permasalahan
secara teknis, terkait dengan penyusunan DPA SKPD dan anggaran kas
Pemda. Antara lain:

1, Gambaran umum

2. Penyusunan DPA

3. Penyusunan DPA SKPD.
4, Penyusunan DPA PPKD.
5. Anggaran kas Pemda.

6.4 Kegiatan Belajar

A, GAMBARAN UMUM

1. PENYUSUNAN DPA

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala
Daerahsesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan, dijadikan
sebagaidasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Penyusunan rancangan DPA pada dasarnya
bertujuan untuk memberikan tuntunan dan panduan tentang tata cara yang
harus diperhatikan dalam menyusun dokumen sebagai dasar pelaksanaan

anggaran.
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Sebagaimana diatur di dalam Permendagri Rl no. 13 tahun 2006, Paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang APBD ditetapkan,
PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun
rancangan DPA SKPD. Pemberitahuan disampaikan melalui surat edaran
secara resmi untuk segera ditindaklanjuti.

2. PENYUSUNAN DPA SKPD

Kepala SKPD menyiapkan dokumen rancangan DPA-SKPD dan
disampaikan kepada PPKD paling lama 6 hari kerja terhitung sejak tanggal
surat edaran yang disampaikan coleh PPKD. Dokumen yang disampaikan
terdiri dari:

1. DPA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah}

2. DPA-SKPD 1 (Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah} '

3. DPA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan
Kerja Perangkat Daerah)

4. DPA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

5. DPA-SKPD 2.21 ([Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut
Programdan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD} melakukan verifikasi
rancangan DPA SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lambat
15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD. Dari hasil verifikasi tersebut, PPKD mengesahkan
rancangan DPA-SKPD dengan mendapat persetujuan dari sekretaris daerah.
DPA-SKPD yang telah disahkan tersebut disampaikan kepada kepala SKPD,
satuan kerja pengawasan daerah, dan Badan Pemeriksa Kenangan selambat-
lambatnya 7 (tujuh} hari kerja sejak tanggal disahkan. Dengan demikian DPA-
SKPD tersebut telah dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran
oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Adapun keterkaitan dan tata cara pengisian formulir DPA SKPD tersebut
di atas adalah sebagai berikut:
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Tabel:6.1.
Formulir DPA-SKFPD
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuar;_ ;‘eur:‘a;g;:?aknat Daerah Formuiir
DPA - SKPD
PravinsifKabupaten/Kota ...
o Tahun Anggaran ......
Urusan Pemerintahan : x.xx
Organisasi DAL
Kode - : 7 . Jumiah
Rekening ) Uratan
1 2 3
%
]
i
i
i ]
Surplius/ (Defisit)
i
!
i
Pembiayaan netto ]
Rencana Pelaksanaan Anggaran .
Satuan Kerja Perangkat Daerah per triwulan
Na traian ! - Triwulan
! b 11 peed v Jumlah
1 z 3 5 5 6 F=I4A4+546
1 Pendapatan
2.1 | Belania tidak langsung i
2.2 | Belanja langsung ‘
3.1 ! Penerimaan Pembiayaan [
3.2 | Pengeluaran Pembiayaan T
Langgal........
-Menyetujui
Sekretaris Daeran,
(tanda tangan}
[nama [engkap)
1P,

Sumber: Permendagri nomor 13 Tahun 2006.
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= (Cara Pengisian Fermulir DPA-SKPD

Sumber data formulir DPA SKPD diperoleh dari peringkasan jumlah
pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan yang diisi
dalam formulir DPA SKPD 1, jumlah belanja tidak langsung menurut
kelompok dan jenis belanja yang diisi dalam formulir DPA SKPD 2.1, dan
penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung
yang diisi dalam setiap formulir DPA SKPD 2.2.1.

Khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerab pada formulir DPA
SKPD setelah surplus dan defisit anggaran diuraikan kembali ringkasan
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana tercantum
dalam formulir DPA SKPD 6.

1.

Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/Kabupaten/
Kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuankerja perangkat daerah

Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening
pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode rekening
pembiayaan. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan
dimulai dari kode rekening anggaran pendapatan/belanja/
pembiayaan, diikuti dengan masing masing kode rekening kelompok
pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode
rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan.

Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/

pembiayaar.

2. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian
pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok
dan setiap uraian kelompok diikuti dengan uraian jenis
pendapatan yang dipungut atau diterima olehsatuan kerja
perangkat daerah.

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja,
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
tidak langsung dan belanja langsung.
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. Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis
belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA
SKPD 2.1. Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-
jenis belanja sesual dengan yang tercantum dalam formulir DPA
SKPD 2.2.1.

7. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut
jenis pendapatan dan belanja.

8. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan
lebih besar dari jumlah anggaran belanja.

9. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan
lebih kecil dari jumlah angparan belanja, dan ditulis dalam tanda
kurung.

10. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per
triwailan diisi sebagai berikut:

a.  Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat
dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanakan.

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak
langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanakan.

¢. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung
yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap
triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan. Kolom 7
(jumlah]} diisi dengan penjumiahan dari jumlah pada kolom 3,
kolom4, kolom 5 dan kolom 6.

d. Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV
harus disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal
pelaksanaankegiatan. Oleh karenaitu tidakdibenarkanpengisian
jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumiah yang
direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data
pelaksanaan anggaran per triwulan sangatdibutuhkan untuk
penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likniditas kas
Umum Daerah serta penerbitan SPD.

11. Formulir DPA- SKPD ditandatangani oleh sekretaris daerah dengan
mencantumkan nama lengkap dan nomor induk pegawai.
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Tabel:6.2.
Formulir DPA-SKPD 1.
Formulir
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN NOMOR DPA SKPD) " hpaA -
SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH <okl xx |00 |00 42 SKPD 1
Provinsi/Kabupatenfkota ......
Tahun Anggaran ...
Urusan Pemerintahan S+
Organisasi ORI i ]
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode .U.raian Rincian Penghitungan " Jumiah
Rekening : Votume | Satuan | 12AF
Harga
1 2 3 4 s E=3x5
xxi-cx o o | ot
o ;o | e oo [ e
WA ) | MOl ) 0| e
x| s ] x| e | xx
X n:hot |
a0 | b x| |
o | oo 0] K| e
30| o) e || X
| w0 || w0
om | gk | 20w | KK ] 0L
200 [ x| 00| K% X
200 | | a0 | oA
30 | o | 20| X X
2 | e | o | x|
00| o | o | e g X
% {300 | o) M| A
Koo | a0 |
a6 { 00| K] X | 2
OO L X0 X0 | KX
300 K | 0k | | X
001 e a0 xn
Jumlah
Rencana Pendapatan per Triwulan
Teiwulan I . RP ccovrrerereeeees . AAngaat....e e
Triveulan 11 |15 I Mengesahkan, '
Triwulan 111 Rp e Pejabat Pengelola Keuangan Daeraft
Triwulan IV 28 TR
Jumiah R {tanda tangan)
(nama lengkap)
MEP.

Sumber: Permendagri 13 Tahun 2006.
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= (ara pengisian DPA-SKPD 1:

1.

10.

Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
namor kode organisasi SKPD diisi dengan 00 sertas nomor kode
anggaran pendapatan diisi dengan kode 1.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama
satuankerja perangkat daerah

Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, jenis,
objek, rincian objek pendapatan satuan kerja perangkat daerah.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek Pendapatan.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian obyek
pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan
bermotor, jumlah liter bahanbakar kendaraan bermotor, jumlah
tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala
keluarga, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan
yang memanfaatkan lahan parkir, jumlah bibitperikanan/
pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, jumlah
limbahyang diuji, jumlah kios/los/kakilima, jumlah pemakaian/
penggunaan saranaolahraga/gedung/gudang/lahan milik
pemda, jumlah unit barang be kas milik pemerintah daerah yang
dijual, jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam
bentuk tabungan atau gire, jumiah modal yang disertakan atau
diinvestasikan.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
obyek yang direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/
nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga,
persentase bagian laba, atau harga atas penjualan barang milik
daerah yang tidak dipisahkan.




11.

12,

13.

14.

15.

Perencanoarn den Penganggaran Daerah

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang dire ncanakan
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah
pendapatan dari setiap rincian obyek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5. &

Rencana Pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pendapatan
yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus
disesuaikan dengan rencana yang dapatdipungut atau diterima.
Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan
dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam
satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per
triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan
mengendalikan likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.
Formulir DPA SKPD 1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA SKPD.

Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPA SKPD 1, dengan mencantumkan nama jabatan kepala satuan
kerja pengelola keuangan daerah.

Formulir DPA SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai. :

Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD 2.1:

1.

Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode Organisasi SKPD, nomor kode program diisi dengan
kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00, nomor kode
anggaran belanjadiisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok
belanja tidak langsung diisi dengan kode 1.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten /
kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan

daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan kerja
perangkat daerah
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Tabel 6.3
Formulir DPA-SKPD 2.1

Formulir

l DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN | NOMOR DPA SKPD ’ OPA -
KERJA PERANGKAT DAERAH x20x | xx|00lo l 5 l 1 JSKPD 2.1
Provinsl/Kabupaten/Kota ..., .
Tahun Anggaran ...
Ususan Pemerintahan D2 S
Organisasi RO e,

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah .

Kode Uralan fincian Penghitungan Jumiah
Rekenlng . volume Satuan :ﬁ: (Rp)
1 2 3 4 5 E=3x5
n'xx Xl o
lﬂ o | X fooxpoor
o0 x| aor | wx
XU F x| 0w f e | o
’_:g__xx XX o | o
o x| x|
oo | k| o ] aex
{ 20c [ 500 | 0 § x| sox
XN ) ] [ aex | e
Xx o0 ] o o
Jumiah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan ]
Triwulan I TN .1, 12 - I
Triwulan 1 Mengesahkan,
Triwulan IT1 Pejabat Pengelolz Keuargan Daerah
Friwulan Iy
(tanda tangan)
(nama lengkan}
NIf.

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006,

6. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan dengan nomor kode rekening
kelompok/jenis/objek/rincian objek belanja tidak langsung.

7. Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja tidak langsung.

8. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawal dan barang




10.

11.

12,

13,

14,

i5.

16.

17.
18.

Perencanaan dan Pengarnggaran Daerah

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
obyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 (ket. jumlah/fvolume) diisi dengan keterangan jumlah/
volume seperti orang per hari (org/hr), orang per bulan (org/bln),
orang per tahun (org/th), buah per hari (bh/hr]), unit per tahun
(unit/th) dan sebagainya.

Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume
dengan harga satuan. Setiapjumlah uraian rincian obyek dijumlahkan
menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek
pada masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi
obyek belanja berkenaan.

Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian
dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.

Baris Jumlah diisi dengan penjumlahan dari seluruh jenis belanja
kolom 7 yang merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung
yang dituangkan dalam formulir RKA- SKPD 2.114.

Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan
selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah
yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena itu tidak
dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi
4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.
Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan
likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

Formulir DPA- SKPD 2.1 merupakan input data untuk menyusun
Formulir DPA SKPD.

Apabila Formulir DPA- SKPD 2.1 lebih dari satu halaman setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA- SKPD 2.1.

Formulir DPA- SKPD 2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP
yang bersangkutan.
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Tabel 6.4.
Farmulir DPA-SKPD 2.2

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DPA - SKPD
Provinsi/Kabupaten/Xota ...... 2.2
Tazhun Anggaran ...
Lirusan Pemerintahan 1 x.xx
Organisasi TR0 0
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Target Trivaulan
Program/f Urzian KLO:‘;:“ Kinerfa sg:'::r Jumlah
Kegiatan €9 (Kuantitatif) 1|1 rv
t |2 3 a 5 6 7.8 |9 {10] 12074849410
xx Program ...,
» | Kegiatan ...,
x| Keglatsn ...
x> L = 3
v g Program .... |
™ | Keglatan
h< 4 Kegiatan ...
¢ =
xx Program ...,
o | Xeglatan .
w | Kegiatan
Jumlah
[ -1, ", %
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daersh
{tznda tangan)
(nama lengkap)
NIP.

Sumber: Permendagri nomor 13 tahun 2006
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» Cara Pengisian Formulir DPA-SKPD 2.2

1.

9.

Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.
Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi SKPD diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan
kerja perangkat daerah

Kolom 1 (kode program/kegiatan} diisi dengan nomar kode
program.

Kolom 2 (kode program/kegiatan} diisi dengan nomor kode
kegiatan. ’

Kolom 3 (uraian) diisi dengan nama prograim yang diikut selanjutnya
dengan nama masing-masing kegiatan untuk mendukung
terlaksananya program dimaksud.

Kolom 4 (lokasi kegiatan) diisi dengan nama tempat atau lokasi
dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tempat atau lokasi
dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.
Kolom 5 (target kinerja) diisi dengan target kinerja program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan

10. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi

hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah untuk mendanai
pelaksanaan programdan kegiatanyang direncanakan. Catatan untuk
kolom ini diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila
pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah
pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan khusus
yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan

11. Jumlah per triwulan diisi sebagai berikut:

4 Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan I dalam tahun
anggaran yang direncanakar.

b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja Jangsung yang dibutuhkan

untuk mendanai program dan kegiatan triwulan 11 dalam tahun
anggaran yang direncanakan.
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12,

13.

€. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan Ili dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang dibutuhkan
untuk mendanai program dan kegiatan triwulan IV dalam tahun
anggaran yang direncanakan.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV
harus disesuaikan dengan rencana kegiatan yang senyatanya
berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak
dibenarkan pengisian kolom triwulan dengan cara membagi 4
dari setiap jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.
Hal tersebut mengingat keakurasian data pelaksanaan anggaran
per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas
sebagai dasar pengendalian likuiditas Kas Umum Daerah dan
penerbitan SPD.

Kolom 11 (jumlah) diisi dengan hasil penjumiahan kolom 7, kolom 8,
kolom 9 dan kolom 10.

Formulir DPA-SKPD 2.2. ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP
yang bersangkutan. '

= -Cara Pengisian Fermulir DPA-SKPD 2.2.1

1.

Nomor DPA SKPD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode
program dan nomor kode kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan,
nomor kode anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode
kelompok belanja lansung diisi dengan kode 2.
Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/
kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

Urusan Pemerintahan diisi den gannomor kode urusan pemerintahan
daerah dan nama urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan
sesual dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

Organisasi diisi dengan nomor kode SKPD dan nama satuan kerja
perangkat daerah
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Tabel 6.5.;
Formulir DPA-SKPD 2.2.1

LOGO
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *).......

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
' TAHUN ANGGARAN .......... '

BELANJA LANGSUNG

NO DPA SKPD : [x0c >0t s Jox ] 5 | 2]

URUSAN PEMERINTAHAN HE & 4 {
DORGANISASI
PROGRAM

X000 T T LT T P T I P P PP PP P PP T

2200 X000 P T T T T T T T T T P N P T )

2200, XX,
X . .

KEGIATAN

T T T T T T P I PR LT TR TP Y e )

SUMBER DANA Y R PSR

PENGGUNA ANGGARAN/ )
KUASA PENGGUNA ANGGARAN °

NAMA PO
NIP T e

T T T T T T L L T LA LR L e

JABATAN RSP SR T PO

I R R A o R S S r S I R R R O I R R R R R I o R o r D R O o o I S O R o G e 223




Mobpu Mata Kurtar FMP TPDN

' FORMULIR
DOKUMEN PELAKSAMNAAN ANGGAMNV DPA -
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5|2 SKPD

00 X0 200 | X

NOMOR DPA SKPD

2.2.1
ProvinsifKabupaten/Kota .......
. . Tahun Anggardn
Urusan Pemerintahan - @ xox
Organtsai  ~ .« i xiciaor
Program | 1 X000 XK
Kegiatan XK K LXOLXX
Waktu pelaksanaan D bresasieriiseaiasasii skasan o
Lokasi kegiatan b rusericrrepranascsiiris us "
Sumber dana [ POy ppepo o pFe PP v OPPepp e OTP
Indikator & Tolok Ukur Kineria Belanja Langsung
Indikatar © Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja
Capaiah Program : )
Masukan
Keluaran
Hasil

Kelompok Sasaran Keglatan | .. ... - .
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung

_ Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
T
Kode Uraian Rincian I‘:‘engh ngan Jumiah
Rekening Volume Satian | Hargh satusn (Rp)
1 2z 3 4 5 6=3x5
a0 | A0l e | e |
W | b o | 3o | 0
00 ﬂJ a0ty WK
Jumiah
Rencana Penarikan Dana _per Triwulan
Aanggal.......... .
Triwulan 1 - Rp ... Mengesahkan, )
“Triwulan 11 ] Pejabat Pengelola Keuangan Daerzh
Triwulan 111 '
Triwulan IV {tanda @angan)
Jumiah
{nama lengkap}
NIP. ]

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

6. Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama prograrm
dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen
kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja
perangkat daerah untuk mencapaisasaran dan tujuan kegiatan yang
ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.




7.
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Baris kolom kegiatan diisi dengan kode kegiatan dan nama kegiatan
yang akan dilaksanakan.

Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal bulan dan
tahunkegiatan yang akan dilaksanakan.

Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat
dari setiapkegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat
dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau kecamatan.

10. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana (PAD, bagi

11.

12

13.

14,

15.

16,

hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk mendanai
pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. Catatan
untuk baris kolom inidiisi cleh tim anggaran pemerintah daerah,
kecuali apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut sumber
dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat,
bantuan khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dapat diisi langsung oleh satuan
kerja perangkat daerah.

Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari setiap
masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, jumlah jam kerja,
jumlah peralatan/teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan
keluaran dalam tahun anggaran yang direncanakan.

Tolok ukur kinerja dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran
yang akan dihasilkan dalam tahun anggaran yang direncanakan.
Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima
pada masa yang akan datang.

Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang dapat
Diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, keluaran
dan hasil yang ditetapkan dalam kelom tolok ukur kinerja.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening
kelompok, jenis, objek, rincian objek belanja langsung.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, obyek
dan rincian obyek belanja langsung.

Kolom 3 (volume] diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai dan barang

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
cbyek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.
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17.

18.

19.

20.

21,
22,

23.
24,
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Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 (ket. jumlah/volume) diisi dengan keterangan jumlah/
volume seperti orang per h_;i_g;i\{()rgfhr), orang per bulan (org/bin),
orang per tahun (org/th), buah per hari (bh/hr), unit per tahun
{unit/th) dan sebagﬁnjm.

Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah
volume dan harga satuan.

Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah
rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-
masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi cbyek
belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing
jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.
Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah
kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir DPA-
SKPD 2.2.1.

Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan selama
tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan jumlah yang
disesuaikan dengan rencana kebutuhan mendanai pelaksanaan
kegiatan. Oleh karena itu tidakdibenarkan pengisian jumlah setiap
triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan
dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran
per triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas

dan mengendalikan likuiditas kas Umum Daerah sertapenerbitan
SPD.

Formulir DPA- SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA SKPD dan formulir DPA- SKPD 2.2.

Apabila Formulir DPA- SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA- SKPD 2.2.1.

Formulir DPA- SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor
induk pegawai yang bersangkutan.

-
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3. PENYUSUNAN DPA PPKD

Penyusunan DPA PPKD dimaksudkan untuk menampung pelaksanaan
anggaran penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak dikelola atau
dianggarkan di SKPD.

penerimaan dan pengeluaran tersebut meliputi:

1. penerimaan pajak daerah dan pendapatan yang berasal dari

danaperimbangan dan pendapatan hibah;

2. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak

terduga;
3. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Formulir yang digunakan untuk mencatat pelaksanaan anggaran daerah

tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6.6:
Daftar Kode Formulir Pelaksanaan Anggaran

DPA PPED Ringkasan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran  Pejabat  Pengelola
Keuangan Daerah

DPA-PPKD 1 Rincian DPokumen Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan

Pejabat  Pengelola  Keuangan
Daerah

DPA-PPKI} 2.1. Rincian Dokumen .Pelaksanaan
Anggaran Belanja Tidak Langsung
Pejabat  Pengelola ~ Keuangan

Daerah

DPA-PPKD 3.1. Rincian penerimaan Pembiayaan
Daerah

DPA-PPKD 3.2, Rincian Pengeluaran Pembiayaan
Daerah

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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Tabel 6.7.:
Formulir DPA-PPKD

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Farmulir
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah DPA- PPKD

ProvinsifKabupaten/Xota
Tahun Anggaran

Kode Rekening Uraian Jumiah

1 2 3

Surplus/Defisit

Pembiayaan Nefto

Rencana Pelaksanaan Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Per Triwulan

NO Uraian Triwulan
| 1] 141 v Jumlah
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6

1 Pendapatan
2.1} Belanja Tidak Langsung
3.1 Penerimaan Pembiayaan

3.2| Pengeluaran Pembiayaan

Tanggal
Sekretaris Daerah
ttd

= (Cara Pengisian Ringkasan DPA-PPKD
1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

2. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening

pendapatan nomor kode rekening belanja nomor kode rekening
pembiayaan.

Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai dari
kode rekening anggaran pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti

228
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dengan masing-masing kode rekening kelompok pendapatan/

belanja/pembiayaan dandiakhiri dengan kode rekening jenis

pendapatan/belanja/pembiayaan.

Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian pendapatan/belanja/

pembiayaan.

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian pendapatan,
selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok dan setiap uraian
kelompok diikuti dengan uraian jenis pendapatan yang dipungut
atau diterima olehsatuan kerja perangkat daerah.

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian belanja,
selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke dalam belanja
tidak langsung dan belanja langsung.

Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-jenis
belanjasesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-
PPKD 2.1.

Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis belanja
sesuaf dengan yang tercantum dalam formulir DPA-PPKD 2.2.1.

c. Untuk pembiayaan diawali dengan pencantuman uraian
pembiayaan, selanjutnya uraian pembiayaan dikelompokkan ke
dalam penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Dalam kelompok penerimaan pembiayaan diuraikan jenis-jenis
penerimaan sesuai dengan yang tercantum dalam formulir DPA-
PPKD 3.1.

Dalam kelompok pengeluaran pembiayaan diuraikan jenis-jenis

pengeluaran sesuai dengan yang tercantum dalam formulir
DPA-PPKD 3.2,

Kolom 3 (jumlah] diisi dengan jumlah menurut kelompok menurut
jenis pendapatan dan belanja.

Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkiralan
lebih besar dari anggaran belanja.

Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan diperkirakan lebih
kecil dari jumlah anggaran belanja, dan ditulis dalam tanda kurung.

Kode rekening, uraian dan jumlah penerimaan atau pengeluaran
pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 diisi menurut
kelompok, jenis penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
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8.

10.

11.

Selanjutnya pada baris uraian pembiayaan ‘netto-m-enﬁrangkan a
selisih antara jumlah penerimaan pembiayaan dengan jumlah
pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam kolom 3.

Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah per
triwulan diisi sebagai berikut:

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang dapat
dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanakan.

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja tidak
langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama satu tahun
anggaran yang direncanakan.

¢. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja langsung
yang dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan setiap
triwulan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

d. Baris penerimaan pembiayaan diisi dengan jumlah pembiayaan
yang direncanakan dapat diterima setiap triwulan selama satu
tahun anggaran.

e. Barispengeluaranpembiayaan diisi denganjumlah pembiayaan
yang akan dikeluarkan setiap triwulan selama satu tahun
anggaran.

Kolom 7 (jumlah) diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada
kolom 3, kolom4, kolom 5 dan kolom 6.

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan 1V
harus disesuaikan dengan rencana kegiatan berdasarkan jadwal
pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian
jumlah setiap triwulan dengan cara membagi empat dari jumlah
yang direncanakan dalam satutahun anggaran. Keakurasian data
pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk
penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas kas umum
daerah serta penerbitan SPD.

Formulir ini ditandatangani oleh Sekda dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP.
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Tabel 6.8.
Formulir DPA-PPKD 1

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja MNomor DPA SKPD Formulir
Perangkat Daerah ook x| x| ux| DPAPPKD 1
Provinsi/Kabupaten/Kota

Tahun Anggaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening Uraian Rincian Penghitungan lumlah (Rp)
Volume Satuan Harga satuan

1 2 3 4 5 6=3x5
X xx | xx | xx| xx
X oo | wm | oxod ax
K] x| wx]
Ky oxx| xx| oxx] ax
Yo oxx| xx| owx| xx

Jumlah

Rencana Pendapatan Per Triwulan
Triwulan | |51 TAVUUORSPORTOTUOTIY I - | SN
Trwulan It Rp. e e Mengesahkan
Triwudan 11! 21 o TSP Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV (11 O
Jumlah BDe e, ttd

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

= (ara pengisian formulir DPA-PPKD 1

Selanjutnya, kolom-kolom dalam dokumen diisi dengan keterangan

sebagai berikut:

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi, nomor kode program diisi dengan kode 00
dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode

anggaran pendapatan diisi dengan kode 4.

2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/
Kabupaten/Kota.
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10.

11.

'Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan,

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok,
jenis, objek, rincian Objek pendapatan PPKD.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, objek,
dan rincian objek pendapatan.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian objek
pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah kendaraan bermotaor,
jumlah liter bahan bakar kendaraan bermotor; jumlah tingkat hunian
hotel, jumlah pengunjung restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah
pasien, jumlah pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan
lahan parkir, jumlah  bibit perikanan/pertanian/peternakan/
kehutanan/perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/
kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana olahraga/gedung/
lahan milik pemda, jumlah unit barang be kas milik pemdayang dijual,
jumlah uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk
tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau harga/
nilai satuan ]ainnya dapat berupa besarnya tingkat suku bunga,
persentase baglan laba, atau harga atas penjualan barang milik
daerah yang tidak dipisahkan.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yangdirencanakan
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan. Jumlah
pendapatan dari setiap rincian objek yang dianggarkan merupakan
hasil perkalian kolom 3 dengan kolom 5.

Rencana pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah pendapatan
yang dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama tahun
anggaran yang direncanakan.

Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana yang
dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak dibenarkan
pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari
jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian
data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat dibutuhkan untuk
penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas kas Umum
Daerah serta penerbitan SPD.
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12. Formulir DPA-PPKD1 merupakan input data untuk menyusun

formulir DPAPPKD.

13. Nama ibukota, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan formulir
DPAPPKD 1, dengan mencantumkan nama jabatan Kepala SKPKD.

Tabel 6.9,
Formulir DPA-PPKD 2.1
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Nomor DPA SKPD Formulir
Perangkat Daerah Woox | xx I XX | xx xx[xx DPA PPKD 2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Kode Rekening Uraian Binci hityngan Jumlah (Rp})
Volume Satuan Harga satuan
1 2 3 4 5 6= 3x5
XX XX XX xX '
Xx oxx  xx xx xx
Xx oxX X XM XX
XXX XX 0 XX
XX XX XX XX XX
Jumiah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan

Triwulan | 7+ ORI I 111 - | SO
Trwulan [§ RP. . e s e e Mengesahkan
Triwulan [H =1« T Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan v RPiciceninnsrnemeren
Jumlah 11 < T

ttd

= (Cara pengisian formulir DPA-PPKD 2.1:

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi FPKD, nomor kode program diisi dengan kode
00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor kode
anggaran belanja diisi dengan kode 5 serta nomor kode kelompok
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=1

10.

11.

12,
13.

14.

belanja tidak langsung diisi dengan kade 1.

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diisi dengan nama Provinsi/
Kabupaten /Kota.

Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok,
jenis, objek, rincian objek belanja tidak langsung,

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek belanja tidak langsung.

Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah orang/
pegawai atau barang.

Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian
objek yang direncanakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/
tahun, ukuran berat, ukuran luas, ukuran isi dan sebagainya.

Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif,
harga, tingkat suku bunga, nilai kurs.

Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah
volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap jumlah
uraian rincian objek dijumlahkan menjadi jumlah rincian ohjek
belanja. Setiap jumlah rincian objek pada masing-masing objek
belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obhjek belanja berkenaan.
Setiap objek belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian
dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja.

Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap triwulan
selamaselama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan
jumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. Oleh karena
itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan
cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu
tahun anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran per
triwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kasdan
mengendalikan likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.
Formulir DPA-PPKD 2.1 merupakan input data untuk menyusun
Formulir DPA- PPKD.

Formulir DPA-PPKD 2.1 dapat diperbanyak sesuai den gan kebutuhan.

Apabila Formulir DPA-PPKD 2.1 lebih dari satu halaman setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-PPKD 2.1.
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Tabel 6.10.
Formulir DPA-PPKD 3.1

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Momor DPA SKPD Formulir
Pejabat Pengeloia Keuangan Daerah Xoochxx | xx | xx [xx|xx] DPAPPKD 3.1

Provinsi/Kabupaten/Xota
Tahun Anggaran

Rincian Penerimaan Pembiayaan

Kode Rekening luemlah (Rp}
Uralan
1 2 3

XK xx ¥ XX XX

XX XX KX XX XX

Xx xx  xx XX oxXx

X o XM XM XX

Xx XX XX XX XX

Jumlah Penerimaan

Rencana Penerimaan per Triwulan

Triwulan | RE. cooveennieeseerensereenns s TANBEAL v
Trwulan Ii < S Mengesahkan
Triwulan [t 1] = Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Triwulan IV R P rerrreemrmeecesrmems sasemesance
Jumlah

ttd

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

= (Cara pengisian formulir DPA-PPKD 3.1

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan
kode 00 dan nomor kode kegiatan diisi dengan kode 00 serta nomor
kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode
kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

2. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/
kabupaten/kota.

3. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
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10.

Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun
atau kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek penerimaan
pembiayaan.

Kolom 2 (uraian) diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan
rincian Objek penerimaan pembiayaan.

Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan
pembiayaan berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari
seluruh objek penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis
penerimaan pembiayaan bersangkutan. Jumlah cbjek penerimaan
merupakan penjumlahan dari seluruh rincian objek penerimaan
pembiayaan yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan
bersangkutan.

Baris jumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahaan
seluruh jenis penerimaan pembiayaan.

Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan
pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan
dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak
dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi
4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.
Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas danmengendalikan
likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

Formulir DPA-PPKD 3.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA-PPKD dan dapat diperbanyak sesuai dengan
kebutuhan. Apabila formulir DPA-PPKD 3.1 lebih dari satu halaman,
setiap halaman diberi nomor urut halaman, Tahgga], bulan, tahun
diisi berdasarkan pembuatan DPA-PPKD 3.1.

Formulir DPA PPKD 3.1. ditandatangani oleh pejabat Keuangan
Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan NIP yang
bersangkutan.
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Tabel:6.11
4 Formulir DPA-PPKD 3.2.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Nomor DPA SKPD Formulir
Pejabat Pengelola Kevangan Daerah Xxxlxx | XX | XX |xxlxx DPAPPKD 3.2

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

Kade Rekening Jumlah {Rp)
Uralan

1 2 3
Ay XX WX XX

Nk oxx XX XX xX

X o XX M XX

Xx xx XX XX XX

o ol M M

lumlah Pengeluaran

Rencana Pengeluaran per Triwulan

Triwulan | 21+ ST I-1 ) '=3 - | RO

Trwulan Ik 21« SO Mengesahkan

Triwulan 1 ] o OO Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Triwulan IV

Jumlah RO e ttd

Sumber: Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

= (Cara pengisian formulir DPA-PPKD 3.2

1. Nomor DPA-PPKD diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan,
nomor kode organisasi PPKD, nomor kode program diisi dengan
kode 00 dan nomeor kode kegiatan diisi dengan kede 00 serta nomor
kode anggaran pembiayaan diisi dengan kode 6 serta nomor kode
kelompok penerimaan pembiayaan diisi dengan kode 1.

2. Pemerintah Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/
kabupaten /kota.
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Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.

4. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan nomor kode rekening akun
atau kelompok atau jenis atau objek atau rincian objek penerimaan
pembiayaan.

5. Kolom 2 (uraian} diisi dengan nama kelompok, jenis, objek, dan
rincian objek penerimaan pembiayaan.

6. Kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah jenis penerimaan pembiayaan
berkenaan yang merupakan hasil penjumlahan dari seluruh objek
penerimaan pembiayaan yang termasuk dalam jenis penerimaan
pembiayaan bersangkutan. Jumlah objek penerimaan merupakan
penjumlahan dari selurub rincian objek penerimaan pembiayaan
yang termasuk dalam objek penerimaan pembiayaan bersangkutan.

7. Barisjumlah penerimaan merupakan hasil dari penjumlahan seluruh
jenis penerimaan pembiayaan.

8. Rencana penerimaan per triwulan diisi dengan jumlah penerimaan
pembiayaan yang diterima setiap triwulan selama tahun anggaran
yang direncanakan. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan
dengan rencana penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu tidak
dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara membagi
4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran.
Keakurasian data pelaksanaan anggaran per triwulan sangat
dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan
likuiditas kas Umum Daerah serta penerbitan SPD.

9. Formulir DPA-PPKD 3.1 merupakan input data untuk menyusun
formulir DPA-PPKD dan dapatdiperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

10. Apabila formulir DPA-PPKD 3.1 lebih dari satu halaman, setiap
halaman diberi nomor urut halaman.

11. Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan DPA-PPKD 3.2.

B. ANGGARAN KAS PEMDA

Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan dan
pengeluaran kas dalam suatu kurun waktu yang akan datang. Pada umumnya
periodeanggarankasPemdaselamasetahunterhitung 1 Januari- 31 Desember.
Esensi dari anggaran kas adalah merencanakan arus kas masuk dan keluar
sehingga dapat mendukung kelancaran operasional organisasi. Anggaran
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kas memuat informasi tentang rencana arus kas masuk dari pendapatan
dari sumber lain dan arus kas keluar untuk belanja dan penggunaan lainnya.
Dengan demikian, estimasi atas arus masuk harus sesuai dengan estimasi
arus keluar sehingga tidak terjadi kelebihan kas dan kekurangan kas.

Penyusunan anggaran kas di pemerintah daerah pada dasarnya mengikuti
pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut. karena
anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan yang
bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka pelaksana
fungsi tersebut (BUD) bertugas menyusun rencana aliran kas ke depan.

Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untuk:

1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.

2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari

bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.

3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi

dengan melakukan sentralisasi.

4. Mengurangi mitigasi bank.

Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.

6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan
kewajiban jangka pendek

b

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran kas
berfungsi untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga
pelaksanakan program/kegiatan akan terlaksana sesuai jadwal dan target
kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, anggaran kas menggambarkan
rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran
(umumnya satu tahun, mulai 1 Januari s.d. 31 Desember).

Pada pemerintahan daerah, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran
kas SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD. Rancangan anggaran kastersebut
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan
DPA SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas tersebut dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA SKPD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan
dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah
disahkan. Anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD) danSKPD. karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, maka agregasi
dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi anggaran kas Pemda.
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C. SUMBER DAN PENGGUNAAN ANGGARAN KAS

Sumber anggaran kas antara lain:

a. penerimaan kas yang bersumber ‘dari pendapatan daerah, antara
lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain
pendapatan daerah yang sah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain penerimaan pinjaman daerah,
hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan
pelunasan piutang; dan

C. penerimaan daerah lainnya, antara lain penerimaan perhitungan
pihak ketiga.

Sedangkan penggunaan kas diakibatkan oleh:
a. Belanja daerah;

b. Pengeluaran pembiayaan, antara lain pembayaran pokok utang,
penyertaan modal pemerintah daerah, dan pemberian pinjaman;
dan '

c. Pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran perhitungan
pihak ketiga. :

B. MANAJEMEN KAS DAERAH

Dinegara sedangberkembang, termasuk Indonesia, manajemen kas daerah
tidak menjadi perhatian utama dalam manajemen keuangan daerah seperti
halnya penganggaran. Hal ini mungkin karena penganggaran bersinggungan
langsung dengan politik di pemerintahan, sementara manajemen kas
merupakan pekerjaan administratif belaka yang dilakukan oleh pemda.

Selain itu ada anggapan bahwa manajemen kas dapat dilakukan
apabila proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran sudah dilaksanakan.
Manajemen kas daerah dengan sendirinya akan berjalan jika anggaran sudah
ditetapkan.

Manajemen kas daerah didefinisikan sebagai strategi dan proses terkait
untuk mengelola aliran kas daerah jangka pendek dan saldo kas secara efektif,
baik secara internal maupun dalam hubungan pemda dengan pihak luar.

Manajemen kas daerah adalah praktik dan teknik yang dirancang
untuk mempercepat dan mengontrol penerimaan kas, menjamin keamanan
penerimaan, meningkatkan kontrol atas cara-cara pembayaran, dan
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menghilangkan saldo kas menganggur. Dalam rangka penyusunan anggaran
kas, satuan kerja perangkat daerah (SKPD} wajib menyampaikan proyeksi
penerimaan dan pengeluaran secara periodik kepada Kepala Satuan Kerja
Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Selanjutnya
Bendahara Umum Daerah membuat strategi manajemen kas dengan
menyusun perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Penetapan
strategi ini dimaksudkan untuk mengatasi kekurangan kas maupun untuk
menggunakan kelebihan kas.

Strategi manajemen kas yangdilaksanakan BUD harus dapat memastikan:

1. Pemerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk
memperoleh persediaan kas guna memenuhi pembayaran kewajiban
daerah; dan/atau Saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan
untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

2. Manfaat lainnya dari penyusunan anggaran kas adalah disamping
berguna untuk process dan back control tetapi yang tak kalah
pentingnya dapat digunakan sebagal forward control Dengan
mengetahui lebih awal (sebelum pelaksanaan) kelebihan dana dari
jumlah kebutuhan dana maka seorang manajer keuangan (BUD)
dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana yang menganggur
tersebut sehingga bisa menghasilkan pendapatan, misalnya berupa
pendapatan bunga atau dividen. Sedangkan apabila saldo anggaran
kas di bawah jumlah kas minimum, maka BUD dapat menjalin
kerja sama dengan pibak lain untuk memenuhi kekurangan dana
pemda pada waktu tertentu. Melalui jalinan hubungan ini, akan
membantu pemda memenuhi kebutuhan dananya dengan segera
sehingga kegiatan pembangunan tidak terganggu. Berkaitan dengan
kekurangan dan kelebihan kas, PP 33/2007 memberikanpetunjuk
kepada pemerintah daerah dalam hal ini BUD untuk melakukan
manajemen kas. Selanjutnya PP tersebut mengatur jika terjadi
kekurangan kas, BUD dapat melakukan pinjaman dari dalam negeri:
dan/atau menjual Surat Utang Negara danjatau surat berharga
lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Sedangkan dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD.dapat menempatkan
Uang Daerah pada rekéning di Bank Sentral/Bank Umum yang
menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.
‘Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dilakukan dengan
memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau
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seluruhnya ke Rekening kas Umum Daerah padasaat diperlukan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan Uang Daerah pada
Bank Umum diberika kewenangan kepada pemerintah daerah untuk
membuat Peraturan Kepala Daerah.

6.5 Latihan

1.

9.

Saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan Daftar Pengisian
anggaran {DPA) SKPD jelaskan secara terinci. :

Dan siapa yang bertanggung jawab terkait pembuatan DPA SKPD.
Siapa-siapa saja yang melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD.

Berapa lamakah waktu untuk memverifikasi yang dilakukan oleh
tim TAPD.

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban tim TAPD, dan kepada siapa
pertanggungjawaban disampaikan.
Apa-apa saja yang termuat di dalam rancangan Rancangan DPA-SKPD.

Apa yang menjadi dasar penyusunan RAPBD, dan apakah secara
otomatis RKA menjadi dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD.

Apa yang harus dilakukan oleh setiap SKPD, dalam mendukung
operasionalisasi pelaksanaan APBD..

Saudara jelaskan tentang anggaran kas Pemda.

10. Strategi apa yang digunakan dalam mengelola anggaran kas PEMDA.

6.6 Rangkuman

= Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran [RKA) SKPD menjadi salah satu dasar
penyusunan RAPBD namun tidaklah secara otomatis RKA tersebut
menjadi dasar pelaksanaan anggaran setiap SKPD. Hal ini disebabkan
karena pembahasan RAPBD menjadi APBD bisa mengalami perubahan
pada saat pembahasan antara pemerintah daerah dengan DPRD yang
berarti RKA yang terkait juga mengalami perubahan.

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKPD harus
menyusun dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Oleh karena itu paiing
lama 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, PPKD memberitahukan
kepada semua kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA SKPD,
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Pengertian DPA

" Di dalam Permendagri RI nomor 13 tahun 2006 yang dimaksud dengan
DPA ialah dokimen yang miemuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna
anggaran. Di dalam Permendagri Rl Nomor 59 tahun 2007 yang harus
menyusun DPA adalah SKPD dag PPKD. Rincangan DPA-SKPD memuat:
tahun anggaran, identitas organisasi, program dan kegiatan, sasaran
yang hendak dicapai, anggaran yang disediakan untuk mencapai
sasaran tersebut, dan: rencana penarikan déma serta pendapatan yang
diperkirakan. '
Penyusunan DPA

Peraturan Daerah tesitang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD yang telahr dievaluasi dan ditetapkan oleh Kepala

Daerah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan,

dijadikan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah [DPA-SKPD). Penyusunan rancangan

DPA padadasarnya bertujuan untuk memberikan tuntunan dam panduan

tentang tata cara yang harus diperhatikan dalam menyusun dokumen

sebapai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunat DPA SKPD

Kepala SKPD menyiapkan dokunten rancangan DPA-SKPD dan

disampaikan: kepada PPKD: paling lama 6 hari kerja terhitung sejak

tanggal surat edaran yang disampaikan oleh PPKD. Dokumen yang

disampailean terdiri dari:

1. DPA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan
Permbiayaan. Satuan Kerja Perangkat Diaerah)

2. DPA-SKPD I [Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat
Daerah)

3. DPA-SKPD 2.1 (Rincian anggaraty Belanja Tidak Langsung Satuan
Kerja Perangkat Daerah)

4. DPASKPD 2.2 (Rekapitulasi Rincian anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah)

5. DPA-SKPD 2.2.1 [Rinciam anggaran Belanja Langsung menurut
Program dars Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah).
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= Anggaran Kas Pemda

Anggaran kas adalah anggaran yang memerinci taksiran penerimaan
dan pengeluaran kas dalam suatu kurun waktu yang akan datang. Pada
umumnya periode anggaran kas

Penyusunan anggarankas di pemerintah daerah pada dasarnya mengikuti
pedoman dan struktur organisasi yang berlaku di daerah tersebut. karena
anggaran kas berhubungan erat dengan fungsi bendahara, yakni satuan
yang bertugas menerima, menyimpan, dan membayarkan uang, maka
pelaksana fungsi tersebut (BUD) bertugas menyusun rencana aliran kas
ke depan.

Tujuan penyusunan anggaran kas secara umum adalah untuk:

1. Menyediakan dana bagi kebutuhan transaksi secara harian.

2. Memanfaatkan kesempatan, terutama memperoleh pendapatan dari
bunga, dari kelebihan kas yang dimiliki.

3. Meningkatkan kontrol melalui bank dan mengurangi biaya transaksi
dengan melakukan sentralisasi.

4. Mengurangi mitigasi bank.

5. Meningkatkan kualitas kontrol terhadap sumber informasi kas.

6. Menjaga likuiditas organisasi, terutama dalam hal pemenuhan
kewajiban jangka pendek.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran kas
berfungsi untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan,
sehingga pelaksanakan program/kegiatan akan terlaksana sesuai jadwal
dan target kinerja yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, anggaran
kas menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran selama
satu periode anggaran (umumnya satu tahun, mulai 1 Januari s.d. 31
Desember].

Pada pemerintahan daerah, Kepala SKPD menyusun rancangan anggaran
kas SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD. Rancangan anggaran
kastersebut disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan
rancangan DPA SKPD. Pembahasan rancangan anggaran kas tersebut
dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA SKPD.

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas guna mengatur ketersediaan
dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan
rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah




Perencangan dan Penganggaran Daerah

disahkan. Anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah
(BUD) dan SKPD.karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, maka agregasi
dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi anggaran kas Pemda..

6.7 Test formatif

1.

Siapa yang ditunjuk menjadi BUD di Daerah .
a. Kepala SKPD

b. Kepala PPKD.

c. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Siapa yang menyusun anggaran kas SKPD.

a. Kepala PPKD

b. Kepala SKPD.

c. BUD.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan daerah, anggaran
kas berfungsi untuk menjamin:

a. Ketersediaan dana pada saat dibutuhkan.

b. Ketersediaan dana kas.

¢. Untuk menjamin dana bagi pembayaran.

Anggaran kas adal_ah anggaran yang memerinci:

a. Taksiran penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu kurun
waktu yang akan datang.
b. Taksiran pengeluaran yang akan diselesaikan.

¢. Taksiran penerimaan kas dalamkurun waktu yang akan datang.

Kepala SKPD menyiapkan dokumen rancangan: -

a. DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD paling lama 9 hari
kerja terhitung sejak tanggal surat edaran yang disampaikan
oleh PPKD.

b. DPA-SKPD dan disarhpaikan kepada PPKD paling lama 6 hari
kerja terhitung sejak tanggal surat edaran yang disampaikan
oleh PPKD.

c. DPA-SKPD dan disampaikan kepada PPKD paling lama 12 hari
kerja terhitung sejak tanggal surat edaran yang disampaikan
oleh PPKD.
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6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD adalah:

a.
b

C.

Menjadi salah satu dasar penyusunan DPA-SKPD
Menjadi salah satu dasar penyusunan DPA PPKD,
Menjadi salah satu dasar penyusunan RAPBD.

7. Manfaatlainnya dari penyusunan angparan kas adatah:

a..

b.

C.

Process. dan  back control tetapi yang tak kalah pentingnya
dapat digunakan sebagai forward control

Process dan back control.

Forward continl,

8. Penggunaan kas diakibatkan oleh:

a
b.

C.

Belanja daerah, pembiayaan daerah, pengeluaran daerah,
Pembiayaan daerah dan pengeluaran daerah.

Semuanya salah.

9. TAPD selaku penanggung jawab. penyusunan: anggaran daerah;
diharuskan untuk:

a.

b.

10. a.

Membuat surat edaran atau pemberitahuan kepada setiap SKPD,
untuk menyusun DPA SKPD.

TAPD selakn penanggung jawab penyusunan anggaran daerah,
membuat surat edaran atau pemberitahuan kepada setiap SKPD,
untuk menyusun APBD.

TAPD selaku:penanggung jawab penyusunan anggaran daerah,
membuat surat edaran atau pemberitahuan kepada setiap SKPD,
untuk menyusun RAPBD.

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKPD
harus menyusun Dokumen SKPD.

Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBB-maka setiap SKPD
harus menyusun dokumen pelaksanaan atiggaran (DPA).

‘Untuk operasionalisasi pelaksanaan APBD maka setiap SKPD:
harus menyusun dokumen RAPBD.
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6.8 jawaban

1. a 6. ¢
2. b 7. =
3. a B. a
4  a 9 a
5 b 10. b

6.9 Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Cocokkanlah jawaban Anda dengan jawaban yang sudah disediakan, dan
hitunglah jumlah jawaban Anda yang benar. Kemudian gunakan rumus
di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda dalam materi
kegiatan belajar 6.

Rumus:

. Jumlah jawaban yang benar
Tingkat penguasaan = 10 x 100 %
Arti tingkat penguasaan yang Anda capai:

s 909%-100% = baiksekali

« B80%-89% = baik
« 70%-79% = cukup
= >69% = kurang.

Bila Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % atau lebih, bagus! Tetapi
bila tingkat penguasaan Anda kurang dari B0 %, maka Anda harus
mempelajari kembali kegiatan belajar 6, terutama bagian yang belum
Anda kuasai.
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